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MENGGALI MAKNA 
INTERKONEKTIVITAS MASLAHAH 
Sebuah Pengantar 


Oleh: Prof. H. Fauzan Saleh, MA., Ph.D. 


Membaca buku Dr. A. Halil Thahir ini terasa kita harus belajar banyak tentang 
perkembangan pemikiran Hukum Islam di Tanah Air. Tersedia banyak bidang kajian 
yang perlu digali lebih dalam untuk memperluas pemahaman kita tentang khazanah 
intelektual masa lalu yang harus dicari relevansinya dengan realitas sehari-hari kita 
saat ini. Dunia intelektual Islam memang merupakan suatu kesatuan yang utuh, 
bersambung dari warisan awal yang dibangun oleh para ilmuwan masa lalu hingga 
masa kini dan mendatang. Apa yang disajikan dalam buku ini merupakan upaya 
Dr. Halil Thahir untuk mengungkap kembali rumusan para ilmuan klasik tentang 
al-Kulliyat al-Khams, untuk dijadikan pijakan bagi pembacaan fenomena sosial dan 
budaya saat ini. Upaya ini tampaknya tidak mudah, diperlukan kesediaan untuk 
bersusah payah menguras energi pikir dan ketelatenan serta kepekaan menyimak 


dunia yang terus berubah dan berkembang. 


Di sisi lain, kita melihat khazanah intelektual klasik dunia Islam akan terus 
terdesak oleh bayang-bayang produk intelektual Barat yang sudah jauh berkembang 


melampaui puncak-puncak pencapaian peradaban masa lalu Islam. Upaya yang 
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dilakukan penulis buku ini layak diapresiasi bukan hanya dalam upaya kerasnya 
untuk menyuguhkan kembali kekayaan khazanah intelektual itu, tetapi juga 
upayanya mencari pijakan yang kuat untuk membaca perkembangan pemikiran 
hukum Islam masa kini. Di sini penulis berupaya menyajikan konsep interkonektivitas 
guna memperoleh pamahaman secara utuh—tidak parsial—tentang pesan dasar 
dari magasid al-shari'ah. Dengan mengacu pada pemikiran al-Ghazali sebagai empu 
konsep ini, penulis mencoba menjelaskan keterkaitan secara komprehensif antara 
masing-masing aspek yang tertuang dalam al-kulliyat al-khams, dalam kerangka 


pembacaan maslahah secara utuh, baik dilihat dari aspek daruriyat, hajiyatdan tahsiniyat. 


Tampaknya di sinilah pentingnya hasil pembacaan Dr. Halil Thahir ini perlu 
dicermati lebih lanjut. Semangat keagamaan yang terus berkembang dan semakin 
subur dewasa ini telah memberi kesan yang cukup kuat ke arah mana kehidupan 
beragama di Tanah Air akan dibawa. Agama harus bisa ditempatkan secara 
proporsional dalam konteks kehidupan sosial budaya yang konstruktif dengan 
memperhitungkan di mana doktrin agama itu akan diajarkan. Interkonektivitas 
maslahah tampaknya perlu dijadikan dasar untuk membaca persoalan ini secara 
jernih. Dalam konteks ini penulis mencoba mengkritisi berbagai kecenderungan 
yang telah berlangsung di sebagian wilayah Tanah Air. Pada bagian Pendahuluan, 
misalnya, penulis menyebutkan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang disusun 
untuk “memuaskan” semangat keagamaan secara eksklusif, namun melupakan 
konteks sosial-budaya di mana peraturan itu diberlakukan. Di sini seolah telah 
terjadi pemaksaan semata-mata demi tegaknya syari'ah tanpa mengkaji lebih dalam 
berbagai konsekwensi dan dampak dari ketentuan syari'ah yang telah menjelma 


menjadi hukum positif tersebut. 


Persoalan ini jelas sangat krusial. Bagi orang Islam yang taat, tiada ketentuan 


yang layak dipatuhi kecuali yang berasal dari sumber utama doktrin agamanya. 
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Ketika pijakan berpikir semacam itu dijadikan dasar dalam merumuskan suatu 
kebijakan yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat, maka bukan aspek 
kemanusiaan lagi yang jadi dasar pertimbangan utama, tetapi semata bagaimana 
teks itu berbunyi dan harus dipatuhi. Aspek kemanusiaan dalam pelaksanaan 
peraturan menjadi kurang penting untuk mendapat perhatian. Contoh kasus yang 
diangkat dalam buku ini ialah ketika Pemerintah Kota Lhoksumawe, Aceh, membuat 
Peraturan Daerah tentang larangan mengangkang bagi perempuan ketika 
berboncengan sepeda motor (h. 4). Di sini penulis menegaskan bahwa peraturan 
tersebut hanya memperhatikan kemaslahatan yang berkaitan dengan keturunan 
(al-nasl), yaitu “kesopanan” sebagai sikap preventif agar tidak membangkitkan 
dorongan seksual bagi laki-laki lain yang melihatnya. Menurut penulis, ada aspek 
lain yang mesti diperhitungkan, dan itu lebih mendasar dalam hierarki al-kulliyat 
al-khams, yaitu keselamatan jiwa (al-nafs). Intinya, mempertimbangkan aspek 
maslahah akan membantu kita memahami suatu persoalan secara lebih utuh, 


sehingga kebijakan yang dirumuskan akan membawa kebaikan lebih besar. 


Bagaimana halnya dengan peraturan yang berlaku di Arab Saudi bahwa 
perempuan dilarang menyetir mobil sendiri? Bagaimana jika persoalan tersebut 
dilihat dari hierarki al-kulliyat al-khams? Hal ini tentu perlu mendapat perhatian 
tersendiri sesuai dengan dasar pandangan di atas. Sayangnya contoh aktual ini 
tidak disentuh oleh Dr. Halil Thahir, khususnya jika digunakan untuk menyoroti 
masalah keadilan gender dan emansipasi wanita yang masih penuh persoalan di 
negara-negara Muslim saat ini. Arab Saudi sebagai kiblat pelaksanaan ajaran Islam 
tentu akan menjadi acuan untuk menilai setiap tindakan keagamaan umat Islam di 
negara-negara Muslim lainnya. Namun negara itu justru sering menjadi sorotan 
dunia dalam isu-isu sentral terkait dengan keadilan gender, kebebasan berpendapat 


dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Memang belakangan negeri 
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itu dinilai sudah mengalami kemajuan menuju proses demokratisasi dengan 
memberikan hak pada kaum wanita untuk mengikuti pemilihan umum, bahkan 
kaum wanita juga diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dewan 
kota. Sebagaimana banyak diberitakan di media, sedikitnya lima perempuan terpilih 
menduduki kursi dewan kota di Arab Saudi dalam pemilihan umum pertengahan 
Desember 2015. Ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan, mengingat 
selama ini kaum perempuan di negeri itu tidak memiliki hak memilih, apalagi 
dipilih. Bagaimana persoalan yang amat krusial ini dilihat dari perspektif al-kulliyat 
al-khams? Sekali lagi persoalan ini layak mendapat perhatian dari para ahli hukum 
Islam seperti Dr. Halil Thahir. 


Selanjutnya, penulis yang sejak awal karir akademiknya tampak sangat 
mengagumi Shahrur, dalam buku ini pun tidak lupa mengangkat pandangan- 
pandangan “mentor” intelektualnya untuk menyoroti masalah pakaian wanita dalam 
perspektif Islam. Mengacu pada Shahrur, Dr. Halil Thahir seolah mengamini seluruh 
pendapat sang mentor untuk dijadikan pijakan dalam merumuskan pandangannya 
tentang jilbab, hijab atau apa pun yang terkait dengan makna aurat. Hal itu tercermin 
dalam ungkapannya, antara lain “Shahrur juga menegaskan standar estetika pakaian 
berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi, di mana, kapan, dan 
oleh siapa pakaian itu dipakai. Nilai estetika pakaian selalu berubah dan terbuka 
untuk menerima kritik dari siapa pun” (h. 164). Masalah pakaian memang 
menyangkut banyak aspek. Di samping persoalan estetika, juga ada aspek al-urf, 
terkait dengan tradisi yang dikembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai 
budaya yang berlaku. Apakah dengan ungkapan seperti itu penulis menghendaki 
agar jilbab sebagaimana yang telah lazim dikenakan oleh kaum wanita Muslimah 
di Tanah Air selama ini layak digugat kembali? Pandangan ini tampaknya perlu 


dicermati lebih jauh dengan menelaah pemikiran penulis buku ini yang banyak 
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mengacu bukan saja pada pemaknaan ayat-ayat al-Our an menurut para mufassir 


tetapi juga pada pandangan keilmuan kontemporer yang lebih kritis. 


Akhirnya, buku ini layak mendapat apresiasi kita semua. Ketekunan dan 
kegigihan dalam berkarya untuk merumuskan suatu pandangan harus menjadi 
etos para intelektual muda. Keberadaan mereka akan mempunyai makna dari 
seberapa banyak karyanya bisa dinikmati audiens pembaca yang akan selalu haus 
pada pemikiran-pemikiran segar di berbagai bidang ilmu. Buku ini bukan hanya 
bermakna bagi penulisnya, tetapi juga bagi komunitas dan institusi yang menjadi 
basis pengembangan bakat intelektualnya. Lebih dari itu, bagi masyarakat pembaca 
secara umum buku ini akan membukakan wawasan lebih luas agar kita terbiasa 
dengan berbagai alternatif pemikiran. Dunia yang semakin terbuka dengan batasan 
geografis dan kultural yang semakin semu menuntut warga masyarakat dunia untuk 
bersiap dengan realitas yang beranekaragam, tidak monolitik. Hanya mereka yang 
siap dengan keanekaragaman dan mampu menyikapinya dengan bijak yang akan 
sukses. Sebaliknya, mereka yang berpandangan sempit dan tidak mengakui 
keabsahan pemikiran yang bermunculan akan teralienasi dari dunianya. Ini akan 
berdampak kurang baik dalam upaya menata kehidupan bersama yang harmonis 
dan keharusan untuk saling menghormati pendapat dan pandangan pihak lain. 
Sumbangan penting penulis buku ini akan kita lihat dari perspektif sejauh mana 
keluasan wawasan keilmuan dapat dibangun melalui alternatif pemikiran yang 


ditawarkannya. Selamat membaca! 


Kediri, 18 Desember 2015. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 


Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat, nikmat, taufig dan hidayah- 
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dan dapat terbit seperti 
yang diharapkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan 
kita, Nabi Muhammad saw. yang selalu kita harapkan limpahan syafa'atnya, baik 
di dunia lebih-lebih kelak di hari kiamat. 


Buku ini dapat terbit tidak terlepas dari bantuan bimbingan, arahan, saran, 
dan kritik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima 
kasih yang tak terhingga kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Kediri, Dr. Nur Chamid, MM, yang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada 
civitas akademika STAIN Kediri untuk melakukan penelitian dan menerbitkannya 


dalam bentuk jurnal maupun buku. 


Kepada bapak Masdar Hilmy Ph.D yang telah melakukan koreksi dan masukan 
untuk perbaikan naskah buku ini, bapak Prof. H. Fauzan Saleh, Ph.D yang telah 
berkenan memberikan kata pengantar, Prof. Dr. Nur Ahid, M. Ag, Dr. Moh. Asror 
Yusuf, MA, Dr. Moh. Arif, MA, Maufur, MA, dan segenap kolega penulis di 
Pascasarjana dan Jurusun Ushuluddin STAIN Kediri yang tidak mungkin penulis 
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sebutkan satu persatu. Diskusi hangat bersama mereka, baik formal maupun non- 
formal telah memberi warna tersendiri bagi pengembangan keilmuan penulis 
menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sebesar- 


besarnya kami sampaikan kepada mereka, wajazahumullah khairan katsiran. Amin. 


Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Kementerian Agama RI yang telah memberikan bantuan dana melalui program 


Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi dan Jurnal Ilmiah tahun anggaran 2015. 


Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamya penulis sampaikan kepada isteri 
penulis, Nana Najibah, S. Pd. beserta empat anak penulis yang lucu-lucu dan 
penuh pengertian: Muhammad Imdad Ilhami, Ahmad Hadzig Madani, Muhammad 
Althaf Syamkhitsa, dan Marmara Kanza Syarifa. Bersama mereka, penulis dapat 
betah untuk terus mengasah keilmuan, dan buku ini dapat hadir di hadapan 
pembaca. Semoga Allah swt selalu menambahkan nikmat-nikmatnya kepada mereka, 
diberikan kesehatan, panjang umur yang barakah, serta bahagia di dunia dan akhirat. 
Amin. 

Kediri, Desember 2015 
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Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan menulis 
tanda seperti ini: 


a,i, 2. Bunyi hidup dobel (diphtong) Arab ditransliterasikan 
dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah 
dan lawwimah. Kata yang berakhiran ta' marbitah dan berfungsi 
sebagai sifah (modifier) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan 
dengan “ah” seperti pada al-akhlag al-karimah, kitab al-zakah. 
Sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan 
dengan “at” seperti zakat al-mal. 
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BAB | 
PENDAHULUAN 


slam hadir dengan berbagai dimensinya,' tak terkecuali dalam dimensi hukum, 
bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya bagi 
umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.? 
Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam tersebut, menurut al-Ghazali (w. 505 
H.) mencakup lima hal?, yang dalam khazanah ushul al-figh disebut al-kulliyat al- 
khams, yaitu: perlindungan terhadap agama (al-din), jiwa (al-nap), akal (al-'agl), 


keturunan (al-nasl), dan terakhir harta (al-mdl). Begitu pentingnya pemeliharan 


1 Secara garis besar, Mahmud Shaltut mengklasifikasikan ajaran Islam dalam dua dimensi: Dimensi agidah 
(keyakinan dan kepercayaan) dan dimensi shari'at. Menurut Mahmud Shaltut, dimensi agidah dalam al- 
Our'an disebut dengan istilah al-iman (kepercayaan), sementara shari'at diungkapkan dengan al-'amal al- 
salih (perbuatan baik). Hukum Islam mengikuti pola klasifikasi Mahmud shaltut termasuk dalam ranah 
shari'at. Periksa, Mahmud Shaltut, al-Islam 'Agidah wa Shari'ah, (T.tp: Dar al-Galam, 1966), 11-13. 


2 Dengan demikian, aksiologi hukum Islam adalah teo-antroposentris, yakni hukum yang diarahkan untuk 
memberikan fungsi kemaslahatan yang bersifat ketuhanan (ukhrawi) dan sekaligus kemaslahatan manusia 
itu sendiri (duniawi). 


8 Menurut al-Ghazali, lima maslahah tersebut merupakan ajaran yang diajarkan tidak hanya oleh Islam, tetapi 
juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama (milal) yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi 
manusia. Oleh karenanya, lanjut al-Ghazali, tidak ada satu agama pun yang tidak melarang kufur, pemb- 
unuhan, zina, pencurian, dan mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal. 
Periksa, Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usal, Vol. 1, (Bairlit: Dar al-Fikr, t.th.), 286. 


4 Menurut Wahbah al-Zuhaili, ulama malikiyyah dan shafi'iyyah mengurut lima hal pokok (al-usal al-khamsah) 
dengan urutan sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta. Sementara ulama hanafiyyah 
mengurutnya dengan urutan: agama, jiwa, keturunan, akal, kemudian harta. Mirip dengan Wahbah al- 
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akan lima maslahah tersebut, al-Shatibi (w. 505 H.) secara tegas mengatakan, bahwa 
seorang mujtahid harus betul-betul mengetahui magasid al-shari'ah dan 


menjadikannya sebagai bagian integral dalam proses ijtihadnya. 


Sebelum al-Shatibi (w. 790 H.), kajian tentang maslahah (baca: magaesid al- 
shart'ah) hanya merupakan salah satu instrument dalam proses pencarian “ilat 
(alasan) hukum, ketika akan melakukan analogi hukum (giyas) sesuatu yang belum 
diketahui status hukumnya dalam nash (al-Our'an dan al-Hadith). Keterlibatan 
maslahah dalam pencarian illat hukum (masalik al-'illah) terbatas dalam pencarian 
“illat yang bersifat ijtihadi (mustanbatah), bukan “illat yang secara tegas disebutkan 
dalam teks, seperti al-Guran, al-Hadits, dan al-Ijm2. Tegasnya, kajian tentang 
maslahah sebelum al-Shatibi (w. 790 H.), masuk dalam ranah giyas. 


Sementara menurut al-Shatibi (w. 790 H.), seluruh proses ijtihad, baik 
bertautan langsung dengan teks maupun tidak, harus memperhatikan maslahah 
sebagai “ruh” dari magisid al-shart ah. Sebuah ijtihad dapat dianggap sesuai dengan 
magasid al-shari ah (al-ijtihad al-magasidi), masih menurut al-Shatibi (w. 790 H.), 
harus memenuhi empat aspek:? Pertama, didasarkan pada teks (nash) dan hukum 
yang terkandung di dalamnya, serta magasid al-shari'ah (al-nusiis wa al-ahkam bi 
magasidihd), Kedua, mengkompromikan antara pesan-pesan yang bersifat univer- 
sal dan umun dengan dalil-dalil yang bersifat parsial (al-jamu bayn al-kulliyat al- 
Amah wa al-adillah al-khdsah), Ketiga, berpedoman pada prinsip menarik maslahah 
dan menolak mafsadah (jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid), Keempat, 
mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka panjang (itibdr 


Zuhaili, al-Boiti berpendapat, bahwa urutan al-usul al-khamsah yang menjadi ijma' ulama adalah mengikuti 
urutan yang disampaikan oleh pencetusnya, al-Ghazali, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian 
harta. Periksa Muhammad Sa'id Ramadan al-Biiti, Dawabit al-Maslahah fi al-Sharf'ah al-Islamiyyah, (Bairit: 
Muassasah al-Risalah, 1982), 250. 


Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Magasid 'Inda al-Imam al-Shatibi, (Bairut: al-Ma'had al-'Alami li al- Fikr al- 
Islami, 1995), 362-384. 
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al-ma @l4t): apakah keputusan hukum yang akan ditetapkan tersebut akan 
berdampak terealisirnya kebaikan (maslahah), sehingga harus ditetapkan, atau justru 
sebaliknya, diyakini, atau paling tidak diduga kuat akan menimbulkan hal-hal 
negatif (mafsadah). Berkaitan dengan aspek terakhir ini, al-Shatibi (w. 790 H.) 
menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad pernah enggan untuk membunuh orang- 
orang munafik dengan alasan takut di kemudian hari menjadi pembicaraan orang 


bahwa Nabi membunuh para shahabatnya.S 


Terobosan konsep al-Shatibi tentang magisid al-shart'ah tersebut, sebenarnya 
masih menyisakan keterbatasan dalam kajian hukum Islam, dimana kajian hukum, 
—sebagaimana al-Ghazali (w. 505 H.), bapak magisid pertama—, hanya dilihat 
secara parsial, yakni sebatas dalam ranah al-kulliyat al-khams (agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta), tanpa adanya kajian keterkaitan masing-masing aspek al- 
kulliyat al-khams tersebut. Ijtihad magisidi yang digagas al-Shatibi (w. 790 H.), 
disamping bertumpu pada al-kulliyat al-khams, juga hanya berkutat dalam 
pembahasan maslahah dilihat dari sisi kekuatannya, yakni maslahah dariuriyyat 
(mendesak, primer), maslahah hajiyyat (dibutuhkan, sekunder), dan maslahah 


tahstnityat (keindahan, tersier). 


Buah dari pendekatan kajian hukum yang bersifat parsial ini adalah lahirnya 
pemahaman hukum yang bersiafat parsial pula. Kewajiban shalat lima waktu, 
misalnya, hanya dilihat sebagai hukum yang berkaiatan dengan kemaslahatan agama, 
bukan sesuatu yang ada keterkaitannya dengan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, 
dan harta. Demikian pula tentang kewajiban menutupi aurat, hanya dilihat sebagaia 
ajaran yang bersifat preventif agar terhindar dari perbuatan zina yang dalam kajian 


magasid al-shart'ah termasuk dalam wilahyah perlindungan keturunan (al-nasl). 


5 Ibid. 
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Dengan demikian, maka sebenarnyta tidak terlalu mengejutkan, kalau para 
pengusung jargon penegakan “syari'at Islam” baik melalui lembaga-lembaga 
keagamaan, seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI), maupun Peraturan Daerah 
(Perda) yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Contoh yang baru 
saja heboh dalam media, adalah Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota 
Lhoksumawe Aceh tentang larangan duduk me-ngangkang bagi perempuan ketika 
berboncengan sepeda motor.” Peraturan tersebut hanya memperhatikan 
kemaslahatan yang berkaitan dengan keturunan (al-nasl), yaitu “kesopanan”, sebuah 
sikap preventif agar tidak mengundang gairah seksual bagi laki-laki lain yang 
memandangnya. Padahal, aspek keselamatan jiwa (al-nafs) dalam hirarki al-kulliyat 
al-khams adalalah menempati posisi yang lebih tinggi dari sekedar menjaga aspek 
kesopanan. Beberapa putusan hukum Islam lainnya, baik yang tersebar dalam kitab- 
kitab fikih, baik figih ibadah maupun mudmalah, sampai saat ini belum ditemukan 


fikih yang berorentasi pada interkoneksitas maslahah. 


Dalam ranah fikih wanita, seperti tentang busana muslimah dan poligami, 
misalnya, karena dua masalah ini hanya dilihat dari satu aspek maslahah, dan biasanya 
aspek kelemahan yang terdapat pada pihak wanita, maka yang terjadi adalah 
pemahaman fikih yang mengekang hak-hak kodrati mereka. Wanita diharuskan 
menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. 
Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan hanya boleh menampakkan 
salah satu kedua matanya di hadapan laki-laki selain mahramnya. Alasan yang 
sering mereka kemukakan adalah bahwa wanita biang kerok dari maraknya 
perzinahan, sehingga wanita harus dipingit dan disolasi dari pergaulan agar laki- 


laki tidak terbuai dan terpesona dengan kecantikan mereka, dan terhindar hasrat 


1 http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/08/mgaz85-larangan-duduk-mengangkang-bukan- 
syariat-islam, diakses pada tanggal 22 Pebruari, 2013. 
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untuk melakukan zina. Maslahah seperti ini, dalam kajian magasid al-shart'ah 
termasuk dalam ranah upaya perlindungan keturunan (bifz al-nasl) yang 
sesungguhnya kalau ditinjau dari hirarki lima kemaslahatan universal (al-kulliyat 
al-khams: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) berada pada posisi maslahah 
keempat, di bawah kemaslahatan agama, jiwa, dan akal, serta berada satu tingkat 


di atas kemaslahatan harta. 


Sementara kalau kemaslahatan busana muslimah dilihat dari aspek 
kekuatannya, menurut Abu Zahrah, adalah menempati posisi hajiyyat (kebutuhan, 
sekunder), bukan hal yang mendesak (daruriyyat, primer, mendesak). Bahkan 
menurut Nasaruddin Umar, busana muslimah hanyalah bersifat tahsiniyyat 
(keindahan, tersier), suatu hal dapat dikalahkan oleh kebutuhan-kebutan yang 
bersifat daruriyyat dan hajiyyat. Dengan demikian tidak berlibahan jika Muhammad 


Shahrur, seorang pemikir dari Syiria, mengatakan: 


“Sesungguhnya hijab bagi perempuan adalah termasuk urusan pribadi yang 
dapat ditentukan oleh dirinya dan untuk dirinya, tanpa tekanan, intimidasi, 
dan teror. Tidak boleh terjadi reduksi dalam al-Tanzil al-Hakim berkaitan 
dengan perempuan dalam ber-hijab, dan kita menyebut perempuan yang 
yang sebelumnya tidak memakai hijab kemudian memakainya dengan 
sebutan “kembali pada agama”, seolah-olah dia telah keluar dari ajaran 
agama. Reduksi seperti ini adalah penghinaan terhadap Islam pada satu sisi, 
dan juga penghinaan pada kehormatan wanita di sisi lain, karena kita 
membatasi agama yang agung ini hanya dalam masalah sepotong kain.” 


Kutipan di atas menunjukkan bahwa Shahrur menghendaki kebebasan (al- 


hurriyyah) sepenuhnya bagi perempuan untuk memilih jenis, model dan desain 


8 Ibid., Dirasat, 327. Pendapat Shahrur tentang pakaian tersebut sejatinya banyak juga dikemukakan oleh 
tokoh Islam. Musdah Mulia, misalnya, dia menegaskan, “apa pun pilihan perempuan, harus dihargai dan 
dihormati sehingga terbangun kedamaian dalam masyarakat. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, jilbab 
tidak menyimbolkan apa-apa: tidak menjadi lambing kesalehan dan ketagwaan. Tidak ada jaminan bahwa 
pemakai jilbab adalah perempuan shaleh, sebaliknya perempuan yang tidak memakai jilbab bukan perempuan 
shalehah. Jilbab tidak identik dengan kesalehan dan ketagwaan seseorang”. Periksa, Siti Musdah Mulia, 
“Memahami Jilbab dalam Islam” dalam Juneman, Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) 
Jilbab, (Yogyakarta: LKiS, 2010), xiii. 
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pakaiannya, tentu pilihan tersebut selama masih dapat berfungsi untuk melindungi 
dirinya dari gangguan. Masalah pakaian tidak ada kaitannya sama sekali dengan 
agama. Bahkan, seandainya seseorang telanjang bulat di hadapan orang selain 
mahramnya, hukuman yang dapat ia terima hanyalah hukuman sosial, bukan 
lainnya. Seola-olah dia mau mengatakan, “urusan pakaian terlalu kecil untuk 
dinisbatkan pada agama, masih ada urusan lain yang lebih penting dari sekedar 


ngurus pakaian”.? 


Oleh karena itu, masih menurut Shahrur, busana muslimah tidak boleh hanya 
dilihat dari sudut pandang ketertutupan tubuh wanita, seperti yang dikehendaki 
para ulama, tetapi dia menyuguhakn kriteria lain, yaitu sejauh mana seorang wanita 
dengan pakainannya dapat terhindar dari gangguan, baik gangguan alamiah maupun 


sosial. 


Fungsi pakaian tersebut dapat terwujud ketika desain, model, dan bahkan 
pilihan warnanya sesuai dengan tradisi (urfiyyah), dan memiliki nilai estetika 
(jamaliyyah, keindahan). Menurut Shahrur, yang menjadi pedoman dalam melihat 
pakaian apakah termasuk memenuhi aspek jamdliyyah atau tidak, adalah “pantas” 
dan “tidak pantas” (yalig wa 14 yalig)."" Seseorang yang mau membatasi kebebasannya 
dalam memilih pakaian, bukan karena tuntutan syara dalam menutupi aurat, tapi 
karena dorongan “pantas” atau “tidak pantas”. Shahrur juga menegaskan, standart 
estetika pakaian berbeda-beda, sesuai dengan perbedan situasi dan kondisi, di mana, 


kapan, dan oleh siapa pakaian itu dipakai. Nilai estetika pakaian selalu berubah 


9 Menurut Shahrur, sikap menyederhanakan agama dalam urusan hijab bagi perempuan adalah karena 
beberapa sebab, yaitu: pertama, ketidakberdayaan (al-'ajz): dan yang paling penting adalah masyarakat 
patriarkis (dzukuriyat al-mujtama'), dan menekan orang lain atas nama agama. Ketika, patriarkis menguasai 
segala lini kehidupan, para ulama juga tidak bisa terlepas dari jeratan patriarkhis ketika menyusun fikih, 
perempuan bagaikan barang yang dimiliki, harus diurus, diatur sesuai kehendak para ulama yang notabene 
laki-laki, dan ironisnya, sikap itu berkedok atas nama memulyakan perempuan. Shahrur, Dirasat, 326. 


10 Ibid., 170. 
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dan terbuka untuk menerima kritik dari siapapun. Perbedaan ukuran kepantasan 
dan keindahan dalam berpakaian dapat dilihat dalam contoh yang disampaikan 
Shahrur berikut: 


“Terkadang dipandang tidak pantas di suatu masyarakat, seseorang yang 
sudah berumur enam puluh tahun, misalnya, memakai celana pendek 
berwarna merah, sementara bajunya berwarna ungu. Model pakaian dengan 
paduan warna seperti ini bisa jadi dipandang sebagai sesuatu yang trendi 
dan diterima di masyarakat yang lain” 

Sedangkan aspek tradisi (urfiyyah), menurut Shahrur, lebih luas dari pada 
estetika, karena terkadang tradisi dapat membatasi kebebasan seseorang dalam 
melakukan pilihan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan “pantas” atau “tidak 
pantas”, juga tidak ada kaitannya dengan keindahan. Shahrur memberikan contoh, 
bahwa pakaian yang “seharusnya” dipakai oleh perempuan janda ketika menjalani 
masa “ddah, yang menurut syara dilarang kawin dan berbicara tentang perkawinan, 
adalah menyesuaikan dengan tradisi yang beraneka ragam, yang terkadang suatu 
kelompok masyarakat memberikan keriteria-keriteria pakaian tertentu yang 
sepantasnya dipakai perempuan janda tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut, 
lanjut Shahrur, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan unsur estetika." Pandangan 
Shahrur tentang pakaian perempuan di atas, menegaskan bahwa masalah pakaian 
harus ditinjau dari berbagai sudut pandang yang bermuara pada upaya 


mendatangkan berbagai kemaslahatan, khususnya bagi pemakainya. 


Oleh karena itu, kehadiran kajian hukum Islam yang berbasiskan 
interkoneksitas maslahah (ittisaliyyatal-masalih), dalam lingkup al-kulliyat al-khams 
adalah merupakan kebutuhan yang mendesak agar hukum Islam yang selama ini 


hanya berkutat dalam satu sudut pandang maslahah, berubah menjadi hukum 


1 Ibid. 
12 Ibid. 
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yang kaya dengan berbagai perspektif maslahah, sehingga sabda Nabi Muhammad 
bahwa ia diutus untuk membawa ajaran yang lentur dan toleran, serta membawa 


rahmat bagi semesta alam betul-betul menjadi realitas kehidupan kita di dunia ini. 


Buku ini mengkaji dua permasalahan utama: Pertama, bagaimanakah cara 
kerja ijtih4d magesidi dengan basis interkoneksitas maslahah?, Kedua, Apa implikasi 


iitihad magisidi dengan basis interkoneksitas maslahah terhadap busana perempuan? 


Sejauh ini, diskursus bahasan tentang maslahah, atau tepatnya, magisid al- 
shart'ah, telah banyak dilakukan dan pada umumnya berupa telaah terhadap 
pemikiran para tokoh penggagas konsep maslahah, seperti al-Ghazali (w. 505 H.), 
al-Shatibi (w. 790 H.) dan al-Tufi (w. 716 H.). Di antara kajian tersebut, antara 
lain, adalah pertama, karya Asafri Jaya Bakri, Konsep Magasid al-Syariah Menurut 
al-Syatibi dan Relevansinya Dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini, (Program Pascasarjana 
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994), Kedua, Imam mawardi, Figh Minoritas 
Figh al-Agalliyat dan Evolusi Magisid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan, 
(Yogyakarta: LKIS, 2010): Ketiga, Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Magisid Inda 
al-Imam al-Sharibi, (Bairut: al-Ma had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995). 


Dari beberapa karya tersebut di atas, belum didapati pembahasan yang 
mencoba melakukan inovasi, bagaimana seharusnya konsep-konsep maslahah yang 
digagas oleh para tokoh tersebut dikembangkan menjadi sebuah konsep ijtihad 
magasidi dengan basis interkoneksitas maslahah, sehingga kehadirannya dapat 
menjawab kepastian hukum kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman yang 


bergerak cepat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. 


Buku ini dibangun berdasarkan kerangka-kerangka teoretis berikut ini. Noel 


J. Coulson menyatakan bahwa hukum Islam terbagi dalam dua bagian: hukum 


Ijtihad Magasidi 


Tuhan (divine law) dan hukum para fagih (uris law). Yang pertama adalah 
berkaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan bersifat 
absolute, sedang yang kedua adalah hukum-hukum yang diperoleh dari hasil 
pemahaman manusia yang bersifat historis dan tidak sakral. Karena sifatnya yang 
menyejarah dan tidak kebal akan perubahan ini, maka menjadi keharusan setiap 
juris agar mempertimbangkan dimensi kemaslahatan dalam setiap produk hukum 
yang dihasilkannya. Namun demikian, kemaslahatan hukum dalam imajinasi juris 
harus terukur dan tidak melenceng dari parameter kemaslahatan yang oleh para 


ulama telah dirumuskan dalam teori magasid al-shart ah. 


Magasid al-shart ah yang formulasinya menurut para peneliti mencapai puncak 
kematangan di tangan kreatif al-Shatibi (w. 790 H.), disadari atau tidak, adalah 
diwarnai oleh imajinasi keagamaan (al-mikhyal al-dini) dan memori (dzdkirah)" 
keberagamaan, sosial, ekonomi bahkan juga politik ketika itu, yang dapat dipastikan 
berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Kemaslahatan dunia profesi dan mode 
pakaian tidak cukup hanya diukur dengan al-kulliyat al-khams yang hanya bertumpu 
pada pembahasan dari aspek kekuatannya, yakni aspek dariiriyydt (mendesak, 
primer), hdjiyydt (kebutuhan, sekunder), dan tahsiniyyat (keindahan, tersier), tetapi 
juga meniscayakan adanya upaya ijtihad magisidi yang berorientasi pada 


interkoneksitas maslahah. 


13 Noel J Coulson, Conflicts and Tension in Islam Jurisprudence (Chicago: The University of Cichago Press, 
1969), 3. 


14 Menurut Muhammad Arkoun, ajaran Islam y ang sampai kepada kita adalah terdiri dari dua tradisi: pertama, 
tradisi dengan “T besar" yang berarti tradisi transedental, abadi dan tidak berubah: kedua, tradisi dengan “t 
kecil” yang merupakan produk sejarah dan budaya manusia, baik yang merupakan warisan turun temurun 
maupun hasil penafsira atas teks keagamaan. Periksa Muhammad Arkoun, al-Fikr al-Islami: Oira'ah “Ilmiyyah, 
Terj. Hashim Salih (Bairut: Markaz Inha' al-Gawmi, 1987), 19-20. 


15 Pemikiran seseorang tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang memori (zakirah) serta imajinasi (khayal) 
yang dibentuk oleh pola keagamaan, sosial, budaya dan lainnya. Periksa Muhammad Arkoun, al-Fikr al- 
Islami: Nagd wa ljtihad, terj. Hashim salih (Bairut: Dar al-Sagi, 1998), 240. 
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Al-Shafi'i (w. 204 H.) adalah ulama yang paling keras menolak penggunaan 
nalar dalam berbagai bentuknya, baik melalui istihsan atau maslahah mursalah dalam 
penggalian hukum Islam. Pendapat tersebut diikuti oleh ulama sesudahnya seperti 
al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Namun demikian, dua tokoh 
tersebut mengembangkan sedemikian rupa konsep maslahah. Al-Juwaini (w. 478 
H.) disinyalir sebagai bapak magasid pertama. Dialah tokoh yang melahirkan konsep 
talil dalam tiga katagori: dartiriyyat, hajat dan mahisin. Konsep al-Juwaini (w. 478 
H.) inilah agaknya yang memberikan inspirasi al-Ghazali dalam mengemas maslahah 
dengan wajah baru yaitu magasid al-shart'ah dalam bingkai al-usiil al-khamsah (lima 
hal pokok), yakni pemeliharaan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, 
walaupun cara aplikasinya masih “nyanto/ dengan teori ijtihad andalan shafi'iyan, 
yaitu giyds. 

Berbeda dengan al-Ghazali (w. 505 H.) yang bermadzhab shafi iyyah, al- 
Shatibi (w. 790 H.) memformulasikan sedemikian rupa konsep maslahah yang 
dirintis al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali, dan menjadikannya sebagai sebuah 
metode istinbdt hukum 'ala Malikiyyah, yakni metode maslahah mursalah, yang 
sejatinya tingkat keterikatannnya dengan teks masih begitu kental.'S Mirip dengan 
al-Ghazali (w. 505 H.), al-Shatibi (w. 790 H.) menegaskan bahwa magisid al- 
mukallaf tidak boleh menabrak rambu-rambu magesid al-sh4ri, keduanya harus 


sesuai, dan apabila terjadi pertentangn antara keduanya, maka yang harus rela 


mengalah adalah magisid al-mukallaf." 


16 Bagi al-Shatibi, al-magasid al-'“amah juga menjadi perimbangan dalam memahami dalil juz'f. Ibid., 370. 

11 Pasca al-Shatibi, dalam rentan waktu tidak kurang dari enam abad, hadir tokoh magasid baru, Muhammad 
al-Tahir bin “Ashir (w. 1393 H) dengan kitabnya yang terkenal, Magasid al-Shari'ah al-Islamiyyah, dan 
dalam waktu yang hampir bersamaan juga hadir tokoh lain, yakni “Alal al-Fasi (w. 1394 H.) dengan kitabnya 
yang bernama Magasid al-Sharf'ah wa Makanatuha. Banyak kesamaan ide dan pemikiran dari dua tokoh 
asal Maghrib Arab ini, satu contohnya adalah: pandangan yang menyatakan bahwa magasid al-shari'ah 
berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 30 dan surat al A'raf 
ayat 119, Tahir bin Ashir dan “Alal al-Fasi sepakat bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam 
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Konsep maslahah juga dikembangkan oleh al-Tiifi (w. 716), seorang ulama 
yang bermadzhab Hanbali, sebuah madzhab yang secara tegas dan keras menolak 
campur tangan nalar dalam istinbdt hukum. Bagi al-Ttifi, maslahah adalah dalil 
hukum terdepan dan terkuat, khususnya dalam ranah muamalah. Dalil apapun 
yang berlawanan dengan semangat maslahah harus ditolak, karena hukum bukan 
untuk kemaslahatan Tuhan, melainkan semata-mata untuk menghantarkan manusia 
menggapai maslahah, yakni memperoleh kebaikan dan sekaligus terhindar dari 
bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. 


Penyusunan buku ini bersandar pada sumber data kepustakaan, baik yang 
termasuk data primer maupun sekunder. Sumber data primer terdiri dari al- 
Muwifagat f Usul al-Shari ah karya Abu Ishag al-Shatibi (w. 790 H.): al-Mustasfa 
Ji Ilm al-Usul, karya al-Ghazali (w. 505 H.): dan, al-Tayin fi Sharh al-Arba'in, 
karya al-Tufi (w. 716 H.). Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa tulisan- 
tulisan, baik artikel maupun buku yang berkaitan dengan pembahasan usvil al-figh, 


khususnya yang membahas tentang magasid al-shari ah. 


Data tersebut di atas dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, 
induktif, komparatif-kritis. Metode deduktif digunakan ketika menjelaskan prinsip- 
prinsip yang bersifat umum tentang magisid al-shariah dan kaitannya dengan 


ijtihad. Metode induktif digunakan ketika beberapa pendapat ulama tentang 


magasid al-sharf'ah, untuk itu, syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia selama 
ia dalam kondisi normal. Hanya saja sisi perbedaan dari keduanya adalah: bahwa Tahir bin Ashir lebih 
berkonsentrasi pada proyek meng-independenkan magasid al-shari'ah sebagai sebuah disiplin keilmuan 
tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul figh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi kajiannya. 
Sedangkan “Alal al- Fasi lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas seputar tujuan syar'iat Islam, hikmah 
dan rahasianya, tidak mewacanakan integrasi atau independensinya dari ilmu ushul figh. Kemudian muncullah 
para pengkaji maslahah seperti Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti, dengan kitabnya, Dfawabit al-Maslahah 
fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, Mustafa Zaid, ia menulis buku tentang maslahah, berjudul al-Maslahah fi al- 
Tashri' al-Islami, Mustafa Shalabi, dengan kitabnya, Ta'lil al-Ahkam, Husain Hamid Hassan, dengan kitabnya, 
Nazariyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami. Periksa, Yiisuf Hamid al-'Alim, al-Magasid al-'Amah li al-Sharf'ah 
al-Islamiyyah. (Kairo: Dar al-HadIith, t.th.), 6. 
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maslahah yang berserakan dalam beberapa sumber yang kemudian diupayakan 
dapat dijadikan satu kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode 
komparatif-kritis digunakan untuk mengkaji pemikiran para tokoh pengkaji magesid 


al-shari'ah, dan sekaligus untuk mengetahui orisinalitas ide-idenya. 


Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama pendahuluan, yang menjelaskan 
permasalahan buku ini yang berkaitan dengan kajian hukum Islam dengan 
pendekatan magisid al-shariaah yang selama ini masih berkutat dengan satu 
perspektif maslahah, dan karenanya memerlukan sebuah kajian ulang terhadap 
beberapa hukum Islam secara komprehensif sehingga melahirkan hukum Islam 


yang kaya dengan berbagai maslahah. 


Bab dua landasan teoretis, yakni kajian tentang magdsid al-shariah dengan 
mengkaji pemikiran tiga tokoh magisid, yaitu al-Ghazali, al-Shatibi, dan al-Tufi. 
Pemikiran tiga tokoh ini dikuti dengan konsep ijtihad magisidi dengan basis 
interkoneksitas maslahah (ittisdliydt al-masalih) untuk melengkapi konsep ijtihad 


magasidi yang telah digagas oleh para tokoh magisid, khususnya al-Shatibi. 


Bab tiga mengurai hukum Islam dilihat dari berbagai perspektif: benang merah 
antara syari at, hukum Islam, dan fikh. Pembahasan karakteristik dan prinsip-prinsip 
hukum Islam juga menjadi bahasan bab ini. Secara keselurahan, bab ini dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran umum bagaimana semestinya seseorang memposisikan 
hukum Islam, khususnya ketika merumuskan hukum-hukum yang bercita-rasakan 
kemaslahatan umat sehingga keberadaannya tidak sekedar dalam tataran konsep 
yang melangit, tapi betul-betul membumi, dapat dilaksanakan karena dirasa sebagai 


kebutuhan yang melekat dalam kehidupan. 


Bab empat menjelaskan aplikasi ijtihad magasidi dengan basis interkoneksitas 


maslahah. Pembahasan ini mengambil contoh aplikasi dalam kajian busana 
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muslimah. Analisis setiap pembahasan tentu tetap berkaitan dengan pembahasan 
bab-bab sebelumnya, sehingga dihasilkan sebuah konsep busana muslimah yang 
berbasiskan magisid al-shart'ah, atau yang kemudian penulis sebut sebagai “Jibas 


magisidi” 


Bab lima penutup, yang merupakan simpulan atas kajian buku ini, serta upaya 
pengembangan lebih lanjut mengenai magasid al-shriah bila dikaitkan dengan 


hukum Islam dengan basis interkoneksitas maslahah. 
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BAB II 
MAOASID AL-SHARI'AH DALAM 
PENGGALIAN HUKUM ISLAM 


A. Pengertian Magisid al-Shari'ah dan Perkembangannya 
dalam Penggalian Hukum Islam 

Secara etimologi, magisid al-shart'ah adalah gabungan dari dua kata: magisid 
dan al-shari'ah. Magisid adalah bentuk plural dari magsad yang merupakan derivasi 
dari kata kerja watu-mad (gasada- yagsudu) yang mempunyai banyak arti, seperti 
menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, 
jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.' Menurut 
Imam Mawardi, makna-makna tersebut semuanya terdapat dalam al-Gur'An. 
Sementara kata shari'uh, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. 


Sedangkan secara terminologis, syari'ah didefinisikan sebagai: 


Gia YI Sl Ga dal Sl gludU Kalartall AselYI Al gili 9 yal $YI 
“Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku 
kehidupan manusia” 


Dengan demikian, shariah hanya bersentuhan dengan hukum shara' yang 


bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ketika 


1 Muhammad Amin Suhayli, Oa'idah Dar 'u al-Mafasid Awla Min Jalb al-Masalih Dirasah Tahllliyyah (Mesir: 
Dar al-Salam, 2010), 64. 
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kata magisid dinisbatkan pada kata shariah maka yang segera terlintas dalam benak 
pikiran adalah tujuan-tujuan hukum shara (figh), baik magisid shariah sebagai 
teori penggalian hukum (al-ijtihad al-magisidi) maupun sebagai contoh penerapan 
hukum dengan basis magisid al-shari'ah. Menurut Abd al-Majid al-Najjar, 
seharusnya wilayah kajian magisid al-shariah menyentuh apa saja yang dapat 
dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingkah-laku 
manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. 
Setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan (magsid) yang menuntut untuk 
direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Allah 
Swt., misalnya, bertujuan untuk merealisasikan ketenangan jiwa di dunia sebelum 
mendapat kenikmatan surgawi di akhirat.? Berkaitan dengan tujuan ini, Allah 
menegaskan dalam surah al-Rad ayat 28: Al4 bi dzikr Allah tatmainn al-gulib 
(ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang). 


Sebelum al-Tihir bin 'Ashtir, magisid al-shariah belum didefinisikan oleh 
tokoh magasid, termasuk oleh al-Shatibi, konseptor magashid pertama dalam karyanya, 
al-Muwafagat. Adapun alasan mengapa al-Shatibi mengesampingkan definisi 
magasid al-shari'ah, menurut Musfir bin “Ali al-@ahtani, ada dua kemungkinan: 
Pertama, bahwa a/-Muwafagat yang ditulis al-Shatibi hanya untuk konsumsi kalangan 
ulama yang betul-betul mendalam dan punya perhatian terhadap ilmu syariat. 
Oleh karena itu, dia tidak merasa butuh untuk memberikan definisi sesuatu yang 
sudah sama-sama diketahui oleh kalangan ulama, Kedua, fokus kajian al-Shatibi dalam 
al-Muwafagat adalah membangun teori magisid yang belum terjamah oleh ulama 
sebelumnya. Walaupun secara khusus al-Shatibi tidak mendefinisikannya, penjelasan 


detail yang ia paparkan mengantarkan pembaca pada definisi magasid al-shariah. 


2 Abd al-Majid al-Najjar, Magasid al-Sharf'ah bi Ab'ad Jadidah, (Tunis: Dar al-Gharb al-Islami, 2012), 15. 
3 Periksa pula Musfir bin “Ali al-Gahtani, al-Wa'y al-Magasidi Gira'ah Mu'asirah li al-'“Amal bi Magasid al- 
Shari'ah fi Manahi al-Hayat (Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), 21. 
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Setelah al-Shatibi, konsep magisid al-shariah mengalami perkembangan pesat, 
dan para ulama sadar bahwa kajian yang mereka kaji perlu didefinikan sedemikian 
rupa, sesuai kaidah-kaidah baku dalam memberikan denifinisi, yaitu jami” dan 
mani (konprehensif). Menurut al-Raisiini, sebagaimana dikutip oleh Imam 
Mawardi, shari ah adalah “sejumlah hukum amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, 
baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum Islam.' 
Definisi yang disebutkan para ulama ketika itu, merujuk pada padanan-—padanan 
maknanya, seperti, hikmah hukum, tujuan-tujuan hukum, makna-makna hukum. 
Definisi tersebut secara berurutan disampaikan oleh al-BannAni, al-Asnawi dan al- 
Samargandi. Sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya 


dengan “menggapai manfaat dan menolak mafsadat”. 


Dengan demikian, ada kaitan yang sangat erat antara magisid al-shart'ah 
dengan hikmah, “/lat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.” Pengertian magisid al- 
shari'ah yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ibn “Ashtir dan “Alal al-Fasi. 


Menurut Ibn “Ashirr, magasid al-tashri” al- dmah adalah: 


Ca HAN glka Y ( ilul!  Kalrl) Lal 9 Ray pal) Kila gl Na 3 
ia AS ganla Cuoaaal ASI ya Glee Utah NAM (Jiang Lerilan Ika 
lets Bai pl pil AA pala LSI, Sa Yel sil 
“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh 
Shari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya 
berlaku pad jenis-jenis hukum tertentu sehingga msuklah dalam cakupannya 
segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum 


serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan 
secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum”. 


4 Periksa, Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas Figh al-Agalliyat dan Evolusi Magasid al-shari'ah dariKonsep 
ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 178-179. 


5 Periksa, Ibid., 180. 


& Periksa, “Alal al-Fasi, Magasid al-Shari'ah wa Makarimuha, (Kairo: Dar al-Salam, 2011), 24. Periksa pula, 
Muhammad al-Tahir bin "Ashtir, Magasid al-Sharf'ah al-Islamiyyah, (Tunisia: Dar Sukhoin li al-Nashr wa al- 
Tawzt', 2007), 49. Periksa pula Musfir al-Oahtani, al-Wa'y al-Magasidi, 13. 
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Definisi magasid al-shari'ah yang dikemukakan oleh Ibn '“Ashtir masih berkutat 
dalam ranah al-magisid al-amah (kemaslahatan umum), belum merambah kajian 
kemaslahatan khusus (al-magasid al-khassah) yang juga dijamin oleh agama untuk 


menggapai kebahagian duniawi-ukhrawi. Sementara menurut Alal al-Fisi magasid 


al-shartah adalah: 


lesi Uya AS JS ate g JL Lean g AI jl ya 9 Lia dala 
“Tujuan syari'at dan rahasia-rahasia yang dibuat Shiri' pada setiap hukum 
Shari'at itu” ' 
Definisi magisid al-shariah tersebut dapat yang men-cover dua sisi 
kemaslahatan, yakni kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Beberapa 
definisi magisid al-shari'ah pasca 'Alal al-Fasi adalah pengulangan saja , walaupun 


redaksinya berbeda. Seperti definisi yang disampaikan oleh al-Raysuni berikut: 


Jlaail Aanlocnal gita Jan Y Alay paid Urat g II UU 
“Tujuan-tujuan yang syari'at dibuat untuk merealisasikannya demi 
kemaslahatan manusia.” 
Walaupun al-Raysuni tidak secara tegas menyebut al-magasid al-khash (tujuan- 
tujuan khusus), namun kata maslahah al-'ibad (kemaslahatan manusia) yang ada 
di akhir definisi di atas adalah mengidikasikan Alal al-Fasi juga menghendaki tujuan- 


tujuan khusus yang berkaitan dengan hukum atau dalil hukum Islam. 


Tujuan umum shariat Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya 
manusia, yakni agar menjadi khalifah (pemimpin, pengelola) di muka bumi dengan 


beribadah kepada Allah swt. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud secara 


1 Periksa, Ahmad al-Raisiini Nazariyat al-Magasid “Inda al-Imam al-Shatibi, ( Herndon, Virginia: The Interna- 
tional Istitute of Islamic Thought, 1995), 18. Dan Mufsir al-Gahtani, al-Wa'y al-Magasidi, 22. 


8 Ibid. 
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nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan 
sosial. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi dari 
shariat Islam adalah untuk mewujudkan tujuan kehadirannya di muka bumi, yakni 
sebagai khalifah dengan mengemban amanat mewujudkan kemaslahatan sebagai 
individu dan bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat agar memperoleh 
kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat'. Dalam kerangka menjelaskan tujuan umum 
Shariat tersebut Ibn “Ashtir menegaskan: 
pil Gya Lenka (he Ala) Ryan Aoa path ay) ga Li pari yA Na 
£ 3 gay date Gyangal! — Hasan An laa Health 3 AYI alas ada 38 Lea 
PA ira GAM Il Sila ya ga 


“Apabila kita teliti sumber-sumber shariat Islam yang menunjukkan akan 
tujuan-tujuan pensyariatannya maka tujuannya adalah untuk memelihara 
tatanan umat manusia dan mengabadikan kemaslahatan manusia itu sendiri, 
dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan kemaslahatan alam semesta 
tempat ia hidup yang ia hadapinya”" 


B. Tujuan-Tujuan Umum (al-Magisid al-'Amah) dalam al- 
Our an 
Walaupun pembahasan magasid al-shari ah telah banyak dibahas oleh ulama, 
namun jarang sekali yang mencoba melakukan pembahasan bagaimana 
sesungguhnya al-Ouran berbicara tentang tujuan-tujuan umum (al-magesid al- 
amah). Menurut Ahmad al-Raisuni, mengutip pendapat Abd al-Karim Hamidi, 
tujuan-tujuan umum al-Guran adalah: 
aSal ic yana (ya Al nabati lalai! pal 2 YI Ellie abal! ai Lai 
ola 


? Ibid., 17. 
10 Ibid. 


1 Al-Raisuni, Magasid al-Magasid al-Ghayat al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Magasid al-Shari'ah (Bairut: al- 
Shabakah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nahr, 2013), 25. 
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“Magasid 'amah adalah tujuan-tujuan luhur yang diperoleh dari sekumpulan 
hukum-hukum al-Our an”? 


Sementara untuk mengetahui tujuan umum al-Our'an bisa dengan dua cara: 


1. Diketahui secara Mansusah (ditegaskan oleh nas), yakni al-@ur'an dengan 
tegas menyebutkan tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Menurut al-Raisuni, ada 
empat tujuan yang secara tegas disebutkan dalam al-Gu'an: Pertama, mengesakan 


Allah swt. Dan beribadah pada-Nya (tawhid Allah wa '“ibadatih).$ Diantara ayat 
yang berbicara tentang tujuan ini adalah Surah Hud ayat 1-3 berikut: 


Oi ya Aga ee 


ata 2. 


IA 25 Wat os Oa Sa Tan 
Ng ol Kai jas K3 Pe Laju Nanga Aa ain 
Op ap DAS le Redi G6 


“Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayat-Nya disusun dengan rapi 
serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha 
Bijaksana lagi Maha tahu, Aagar kamu tidak menyembah selain Allah. 
Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa 
khabar gembira kepadamu daripada-Nya, Dan hendaklah kamu meminta 
ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan 
yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus 
menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia 
akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan 
(balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut 
kamu akan ditimpa siksa hari kiamat” 


Dan dalam surah al-Zumar ayat 1-2: 


- 


rd 3 


SG LAST AINI OS ii AI ja ASI Ja yg 
O sat ae Si Et 


12 Periksa al-Raisuni, Magasid al-Magasid al-Ghayat al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Magasid al-Shari'ah 
(Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyyah li al-Abhats wa al-Nashr, 2013), 24. 


18 Ibd., 26. 
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“kitab (Al Ouran ini) diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Ouran) 
dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya.” 


Tujuan kedua adalah, petunjuk (hidayah) bagi manusia baik dalam urusan 


agama maupun duniawi (magsad al-hidayah al-diniyyah wa al-dunyawiyyah).“ 


Berkaitan dengan tujuan ini, al-Gur'an menegaskan dalam sebelas ayat, yaitu: 


a. Surah al-Bagarah ayat 185: 
& ae PAN mika toa PARA Pn PN Len Pa 2 tee ja aa 
GA 55 33 253 eU S3 gal 23 Jaal Gill SL 544 


“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al Ouran sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil).” 


b. Surah Ali “Imran ayat 1-4: 


- 2 


3 AL ak JS Ori ia NI OI 
seat oa 


“Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia 
menurunkan Al-kitab (Al Ouran) kepadamu dengan sebenarnya, 
membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan 
Taurat dan Injil. Sebelum (Al Ouran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan 
Dia menurunkan Al Furgaan” 


c. Surah al-Isra' ayat 9: 


2 


LAN Goa3 Gill Sesali 2005 #3 all saga Oei Kios GI 
On ai 


4 Ibid., 26-27. 
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“Sesungguhnya Al Ouran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. 


d. Surah al-Jin ayat 1-2: 


bak Oa Upi K5 UI ts Gal ga da al 


“Katakanlah (hai Muhammad): “Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: 
telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Ouran), lalu mereka berkata: 
Sesungguhnya Kami telah mendengarkan Al Ouran yang menakjubkan. 
(yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu Kami beriman 
kepadanya. dan Kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun 
dengan Tuhan Kami”. 


e. Surah al-Ahgaf ayat 30: 


Pan 1 


SA 3 HE BIA Ceragia AAS ya - NS aa Ulas Pb 


“Mereka berkata: “Hai kaum Kami, Sesungguhnya Kami telah mendengarkan 
kitab (Al Ouran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan 
Kitab-Kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada 
jalan yang lurus”. 


f£. Surah al-Nahl ayat 64: 
AB R33 Sin as LA sll KU ASI an dp 
“dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Ouran) ini, melainkan 


agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan 
itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” 
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g. Surah al-Nahl ayat 89: 


3 

PN 23 38 “sis 
DE BE bah Ol ag Hb G3 3 HE Kai A an 

2 RL Ara Anda 

D bla 33 TR SA 2 3 AI ae it 
“(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami kain pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan 
kepadamu Al kitab (Al Ouran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk 

serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” 


h. Surah al-Bagarah ayat 1-2: 
Oi 3 5 er OI 


“Alif laam miin. Kitab (Al Ouran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk 
bagi mereka yang bertagwa.” 


i. Surah al-bagarah ayat 38: 


BB ME LAB pb 3 2 £ 5 
SES Gin ai SLS Se uu ata 
Pa 2, Pd 5 Dn PTP 
“Kami berfirman: “Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika 
datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk- 


Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati”. 


j. Surah Taha ayat 123: 


2.3 3 3» - : 211 
ATA 3 Hg UB sae dig aa Coh Pe nan 


(33x 


“Allah berfirman: “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian 
kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu 
petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak 
akan sesat dan tidak akan celaka.” 
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Ir TPP 2s 2 Gps aren ng AA 
AA It G3 erna SI Is Sign) RS yA Ah SA 
Oei bia OI Knatah sh 
“dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 
keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang 
benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.” 
Tujuan al-Gur'an yang bersifat mansusah ketiga adalah penyucian diri dan 


mengajarkan kebijaksanaan (magsad al-tazkiyah wa ta'lim al-hikmah). Tujuan ini 


dapat dibaca dengan jelas dalam tiga ayat berikut: 


a. Surah al-Bagarah ayat 151: 


A3 nan ab Ae SI ae PAKE ang Ke kB. aa Met 

A3 ip Ce INA Naa La Vga Ld UNS 
“Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 
telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat- 
ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu 


Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum 
kamu ketahui.” 


b. Surah Ali “Imran ayat 164: 
Lan le LE Aya 3g V5 Reed C5 3 Ore UE A1 3 2 
De Ob 3 on So KST SSI Ll 33 
“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman 
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka 


sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan 
(jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. 


15 Ibid. 
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dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar- 
benar dalam kesesatan yang nyata.” 


c. Surah al-Bagarah ayat 231: 


En 322 GA Jun of 1 32. 52 & oo er esa te 
Hak pa al Hajat Gan A Jalil Gal BULAT Gaal ISI 
1 3: £ 2. € —ut Na Ter P got 3 s3 2 23 

ae Da ma 
Es Ka Up 2250 al omah SI apk Dl sk 


Ki 31 Ti Pete 


Oa asi AI SI Iaaleth a15, Ip 2g bang LSI, 


“dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi 
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah 
kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu.” 


Tujuan al-Gur'an yang yang bersiafat mansusah keempat adalah kasih sayang 


dan kebahagiaan (magsad al-rahmah wa al-saadah), dan dapat pahami dari ayat- 


ayat al-Our'an berikut: 
a. Surah al-Anbiya' ayat 107: 


@ kebal IR Yes t, 


“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam.” 


b. Surah al-Isra' ayat 82: 


Tes UV) Ok A03 V3 Oei 133 TU AU Ole Sa ITU, 


“dan Kami turunkan dari Al Ouran suatu yang menjadi penawar dan rahmat 
bagi orang-orang yang beriman dan Al Ouran itu tidaklah menambah kepada 
orang-orang yang zalim selain kerugian.” 
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c. Surah Taha ayat 1-3: 


OsiE SEN Ob oki ada asik Ok 


“Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al Ouran ini kepadamu agar kamu 
menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada 
Allah).” 


d. Surah al-Anfal ayat 24: 


para PENA LES ISI Jo AO IPA LA A 3 


Oonia al ah ah al sed 3 


“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul 
apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada 
kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia 
dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” 


| 


e. Surah al-Bagarah ayat 179: 


Boa 33 II dita ne seal ID, 


“dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” 


Tujuan al-Ouran yang bersifat mansusah kelima adalah menegakkan kebenaran 


dan keadilan (magsad al-hag wa al- adalah), yang secara tegas dapat kita jumpai 


dalam ayat-ayat al-Our'an berikut: 
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” 


b. Surah al-An'am ayat 115: 


W Ja Jai ka 33 ARI IA Vie Gio Ot IA NY 


“telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Ouran) sebagai kalimat yang benar 
dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia 
lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.” 


c. Surah al-Nisa' ayat 85: 

SE 5 TA RS 3 at ya kaan at Gs 
NN TAN 

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan 

memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi 


syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 


d. Surah al-Maidah ayat 48: 
AE Ea SI in ed ba sat or adah 
daa KIS ga le 3 dala 5 AV Al Isi das 2G 
Enes! Id An 


“dan Kami telah turunkan kepadamu Al Ouran dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu, Maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu.” 
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e. Surah al-Syura ayat 17: 


z 3 z2 

Pa naa PPA NN KE ab na Ti 3 221 Be San yi 0 3 L0t 
DOS A3 IS na Ka G3 US cak Ul 

“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan 


(menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat 
itu (sudah) dekat ?”. 


£ Surah al-Rahman ayat 1-9: 


s 8 s3 s 2 NP ata Lb PE Sain 
Cr GIS Ae ON IL Ona ls Oi 
Sal Hg ay UI OA HA SA OIL ai, 

Sae GAN, Sia GT A3 oa 3 ABS NI G 
“(Tuhan) yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Ouran. Dia 

menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.Matahari dan bulan 

(beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan 

Kedua-duanya tunduk kepada nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan 

Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas 

tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah 

kamu mengurangi neraca itu.” 

2. Diketahui melalui ijtihad (istinbdt), yakni tujuan-tujuan umum yang 
diperoleh melalui penelitian induktif terhadap magasid l-@Yuran (tujuan-tujuan 
al-Ouran) dan juga meneliti apa yang ditunjuk secara universal (dalalah kulliyah) 
oleh magisid al-Gur'an tersebut'”. Penelitian dibidang ini seharusnya dilakukan 
oleh orang yang memang menekuni dan mendalami seluk-beluk al-@ur'an, dan 
hidupnya selalu dalam naungan al-Gur'an. Beberapa nama yang dapat didentifikasi 
seangai ulama di bidang magisid anatara lain, al-Tirmidzi (w.320 H./932 M.), al- 
Oaffal al-Kabir (w. 365 H./976 M.), al-“Amiri al-Failasuf (w.381 H./991 M.), al- 


16 Ibid., 29. 
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Juwaini (w. 478 H./1185 M.), al-Ghazali (w. 505 H./1111 M.), al-Tufi ((w. 716 
H./1318 M.), al-Shatibi (w. 790 H./1388 M.), Ibn “Ashiir (w. 1393 H./1972 M.) 
dan Alal al-fasi (w. 1394 H./1974 H.). 


Dari penelitian yang mereka lakukan itu, lahirlah konsep al-magisid al-al- 
amah (tujuan-tujuan umum) dari al-Gur'an, sekaligus sebagai pondasi konsep 
magasid al-shariah. Berikut paparan magdsid -Gur'an menurut tokoh-tokoh 
magasid: 


1). Magasid al-@Gur'an menurut al-Ghazali 


Menurut al-Ghazali, magaisid l-@uran dibagi dalam dua kategori, yaitu 
tujuan penting (muhimmah) dan tujuan penyempurna (mughniyah,mutimmah). 
Tujuan pokok dalam al-Guran mencakup tiga hal: Pertama, memperkenalkan Tuhan 
yang berhak untuk disembah (tarif al-madu ilayh), yaitu Allah swt.: Kedua, 
memperkenalkan jalan yang lurus (tarif al-sirat al-mustagim), yaitu syari'at Islam: 
Ketiga, memperkenalkan kondisi manusia ketika bertemu dengan Allah swt (tarif 


al-wusul ilayh), yaitu hari kiamat." 


Magsad a-@uran yang bersiafat penyempurna (mutimmah) menurut al- 
Ghazali juga ada tiga: Pertama, memperkenalkan kondisi orang-orang yang 
menerima dakwah (ajakan kebaikan), rahasia-rahasia apa yang diperbuat Allah swt 
terhadap mereka, agar kita senang (/i al-targhib) dan rindu (li al-tashwig) kepada- 
Nya. Pada saat yang sama juga memperkenalkan kondisi orang-orang yang menolak 
dan menentang dakwah, serta bagaimana Allah swt. memberi peringatan dan 
sekaligus siksa terhadap mereka, agar kita dapat mengambil pelajaran (/i al-i tibar) 


dan takut (Ji al-tarhib) kepada-Nya." 


1 Ibid., 30. 
18 Ibid., 31. 
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Magsad al-@ur'an yang bersifat penyempurna (mutimmah) kedua adalah 
menceritakan kondisi orang-orang yang menentang (jahidin) ajaran Allah swt. dan 
menyingkap aib dan kebodohannya dengan adu argumen secara benar, agar kita 
meninggalkan (al-tanfir) kebatilan, serta kokoh dalam kebenaran. (al-tathbit fi al- 
hag): Sementara magsad al-Yur'an yang bersifat penyempurna ketiga adalah 
memperkenalkan cara memperoleh bekal hidup (kayfiyah akhdz al-zad) dan persiapan 
(al-isti dad) untuk menuju kehidupan abadi kelak." 


2). Magisid al-uran menurut Ibn “Abd al-Salam 
Menurut Ibn “Abd al-Salam, magisid l-@ur'an berporos pada satu kaidah: 
Leslawsl 3 Aualiall & ya 9 Lalu! 9 cellumall ala 


“upaya untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan berikut sebab-sebabnya, 
serta menolak segala bentuk mafsadah (kerusakan) berikut sebab- 
sebabnya.”2 


Ayat al-Gur'an yang dianggap paling representatif berkaitan dengan kaidah 
diatas adalah surah al-Nahl ayat 90: 


1» 


ASI 3g K3 SAI 3 HER SG Ja, 35 2G Tu 
Oa ae seh ja Ka 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.” 

Menurut Ibn Abd al-Salam, al-ihsan adalah menarik kemaslahatan atau 


menolak kerusakan (jalb al-masalih aw daf'u al-mafasid). Sementara “al (alif lam) 


yang terdapat di setiap kata dalam ayat di atas, yakni al-'adl (berbuat adil), al- 


19 Ibid. 
2 Ibid., 32. 
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ihsan (berbuat kebajikan), al-fakhsya" (perbuatan keji), dan al-munkar 
(kemungkaran), adalah berfungsi umum dan mencakup seluruh jenis (istighrag) 
yang termasuk di dalamnya, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dengan 
demikian, setiap bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan, atau menolak kerusakan, 


adalah tercover dalam satu kata, yaitu al-ihsan.“ 
3. Magasid al-@ur'an menurut al-Biga'i 


Menurut al-Biga'i keseluruhan kandungan al-Our'an berporos pada tiga tujuan 
umum (al-magisid al-amah), yaitu penjelasan tentang keyakinan (al-'agidah), 
hukum (ahkam), dan cerita/hikayat (gisas). Tiga tujuan umum tersebut adalah 


manifestasi surah al-Ikhlas.? 
4. Magesid --@Yuran menurut Ibn Ashar 


Bagi Ibn 'Ashitir, Tujuaan umum dari al-Gur'an adalah sebagai berikut: 


agiabil ag Aam y ABIS Gali! yah 7 e—ual LtiS Mi Soil des al 

“ Sesungguhnya Allah menurunkan al-Our'an seabagai kitab, adalah untuk 

kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh manusia, dan untuk menyampaikan 

apa yang diinginkan Allah dari mereka.” 

Tujuan umum dalam al-Gur'an tersebut secara rinci mencakup delapan hal, 
yaitu: meluruskan keyakinan (islah al-i tigad), membersihkan budi pekerti (tahdzib 
al-al-akhlag), menetapkan hukum (al-tshri), mengatur umat (siyasah al-ummah), 
cerita dan berita umat terdahulu (al-gisas wa akhbar al-umam al-salifah), 


mengajarkan sesuatu yang relevan dengan kondisi orang yang diajak berbicara (al- 


2 Ibid. 
2 Ibid.33. 
2 Ibid., 35. 
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talim bima yunasib halah al-mukhatabin), nasehat dan peringatan (al-mawa'id wa- 


al-indzar), menunjukkan mu'jizat dengan al-Ouran (al-ijaz bi a-uran). 


C. Maslahah dalam Perspektif Ulama 


Tulisan ini, tidak dimaksudkan sebagai tahapan-tahapan perkembangan 
magasid al-shari'ah dari konsep pada pendekatan, sebagaimana ditulis oleh Imam 
Mawardi dalam bukunya, Figh Minoritas,” tetapi lebih ditekankan pada 
karakteristik pemikiran tiga tokoh tersebut tentang maslahah yang merupakan sentral 
kajian magisid al-shart'ah. Penulis memilih tiga tokoh tersebut dengan 
pertimbangan: pertama, al-Ghazali (w. 505 H.), al-Shatibi (w. 790 H.), dan al- 
Tafi (w. 716 H.) berlatar belakang madzhab figih yang berbeda, yakni al-Ghazali 
(w. 505 H.) berlatang belakang Shafi'iyyah yang dalam ijtihadnya menekankan ada 
konsep giyas, sedangkan al-Shatibi (w. 790 H.) berlatar belakang Malikiyyah yang 
menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil terdepan setelah al-@Gur'An dan al- 
Hadith, sementara al-Tafi (w. 716 H.) adalah bermadzhab Hanbali yang 
menekankan pada pemahaman literal teks al-@Gur'An dan al-Hadith serta 
mendahulukan 4thar al-Sahibah dari pada giyas dan dalil hukum lainnya dalam 
penggalian hukum Islam. Karakter madzhab Hanbali tetap terlihat dalam 
pandangan al-Tiifi (w. 716 H.) tentang maslahah dalam ranah ibadah dan 
mugaddardt. Sedangkan dalam ranah muamalah, a-Tafi (w. 716 H.) mencukupkan 
maslahah sebagai dalil hukum andalannya: 


Kedua, elaborasi pemikiran tiga tokoh tersebut —tentu juga pandangan tokoh 


magasid al-shari'ah yang lain— tentang maslahah dapat dijadikan pisau analisis 


4 Ibid., 36-37. 


2 Gagasan tentang magasid al-sharf'ah secara konseptual telah dimulai oleh al-Tirmidzi (w. 320 H./ 932 M., 
kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh berikutnya: al-Oaffal al-Kabir (w. 360 H./972 M), al-'Amiriy al-Failasuf 
(w. 381 H/ 991 M), al-Juwayni (w. 478 H./1185 M), al-Ghazali (w. 505 H./1111M.), al-Shathibi (w. 790 H./ 
1388 M.), Ibn “Ashiir (w. 1393 H./ 1972 M.), dan “Alal al-Fasi (w. 1394 H./ 1974 M.). Periksa, Jassir 'Audah, 
al-ljtihad al-Magasidi Min al-Tasawwur al-Usiliy Ila al-Tanzil al-Ilmiy, (Bairut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al- 
Abhath wa al-Nashr, 2013), 17-18. 
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pandangan Muhammad Shahrur tentang busana muslimah dan relevansinya dengan 


magasid al-shart'ah. 


Dalam bentangan sejarah panjang hukum Islam, tepatnya sejak al-Syaff'i(w. 
204H.) menulis kitab al-Risalah, Usul al-Figh disepakati sebagai seperangkat 
metodologis dalam legislasi hukum Islam. Salah satu tema yang banyak 
diperdebatkan di kalangan ulama ushul, adalah pembahasan tentang maslahah, 
apakah termasuk dalam perangkat istinbdt al-hukm atau tidak. Kontroversi tersebut 
terjadi karena mereka berbeda dalam melihat sejauh mana akal (ray) ditolerir ikut 


bermain dalam memahami pesan teks. 


Al-Shaff'i (w. 204 H.) adalah ulama yang paling keras menolak penggunaan 
nalar dalam berbagai bentuknya, baik melalui istihsan atau maslahah mursalah dalam 
penggalian hukum Islam. Pendapat tersebut diikuti oleh ulama sesudahnya seperti 
al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Namun demikian, dua tokoh 
tersebut mengembangkan sedemikian rupa konsep maslahah. Al-Juwaini (w.478 
H.) disinyalir sebagai bapak magasid pertama. Dialah tokoh yang melahirkan konsep 
talil dalam tiga katagori: dartiriyyat, hdjat dan mahdsin. Konsep al-Juwaini (w.478 
H.) inilah agaknya yang memberikan inspirasi al-Ghazali dalam mengemas maslahah 
dengan wajah baru yaitu magdsid al-shart'ah dalam bingkai al-usil al-khamsah (lima 
hal pokok), yakni pemeliharaan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, 
walaupun cara aplikasinya masih “nyantol” dengan teori ijtihad andalan shafi'iyan, 


yaitu giyas. 


Berbeda dengan al-Ghazali (w.505 H.) yang bermadzhab shafi'iyyah, al- 
Shatibi (w. 790 H.) memformulasikan sedemikian rupa konsep maslahah yang 
dirintis al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali, dan menjadikannya sebagai sebuah 


metode istinbat hukum 'ala Malikiyyah, yakni metode maslahah, yang sejatinya 


33 


Dr. A. Halil Thahir, MHI. 


tingkat keterikatannnya dengan teks masih begitu kental.” Mirip dengan al-Ghazali 
(w. 505 H.), al-Shatibi (w. 790 H.) menegaskan bahwa magisid al-mukallaf tidak 
boleh menabrak rambu-rambu magisid al-shari', keduanya harus sesuai, dan apabila 
terjadi pertentangn antara keduanya, maka yang harus rela mengalah adalah magasid 


al--mukallaf” 


Konsep maslahah juga dikembangkan oleh al-Tiift (w. 716), seorang ulama 
yang bermadzhab Hanbali, sebuah madzhab yang secara tegas dan keras menolak 
campur tangan nalar dalam istinbdt hukum. Bagi al-Tiifi, maslahah adalah dalil 
hukum terdepan dan terkuat, khususnya dalam ranah muamalah. Dalil apapun 
yang berlawanan dengan semangat maslahah harus ditolak, karena hukum bukan 
untuk kemaslahatan Tuhan, tetapi semata-mata untuk menghantarkan manusia 
menggapai maslahah, yakni memperoleh kebaikan dan sekaligus terhindar dari 
bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. 


Tulisan berikut mencoba mendeskripsikan dan membandingkan peta 
pemikiran tiga tokoh maslahah: al-Ghazali (w. 505 H.), al-Shatibi (w. 790 H.) dan 
al-Tiift (w. 716 H.), dengan harapan dapat ditemukan benang merah dan sekaligus 
karakteristik pemikirannya masing-masing, dan akhirnya dapat dikembangkan 
sebagai pisau analisis kajian hukum Islam kontemporer, khususnya tentang busana 


muslimah dan poligami. 


2 Bagi al-Shatibi, al-magasid al-'“amah juga menjadi perimbangan dalam memahami dalil juz'7. Ibid., 370. 

2 Pasca al-Shatibi, dalam rentan waktu tidak kurang dari enam abad, hadir tokoh magasid baru, Muhammad 
al-Tahir bin “Ashiir (w. 1393 H) dengan kitabnya yang terkenal, Magasid al-Shari'ah al-Islamiyyah, dan 
dalam waktu yang hampir bersamaan juga hadir tokoh lain, yakni 'Alal al-Fasi (w. 1394 H.) dengan kitabnya 
yang bernama Magasid al-Sharf'ah wa Makanatuha. Banyak kesamaan ide dan pemikiran dari dua tokoh 
asal Maghrib Arab ini, satu contohnya adalah: pandangan yang menyatakan bahwa magasid al-shari'ah 
berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 30 dan surat al A'raf 
ayat 119, Tahir bin Ashir dan “Alal al-Fasi sepakat bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam 
magasid al-sharf'ah, untuk itu, syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia selama 
ia dalam kondisi normal. Hanya saja sisi perbedaan dari keduanya adalah: bahwa Tahir bin Ashir lebih 
berkonsentrasi pada proyek meng-independenkan magasid al-shari'ah sebagai sebuah disiplin keilmuan 
tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul figh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi kajiannya. 
Sedangkan “Alal al- Fasi lebih berkonsentrasi pada penjabaran tuntas seputar tujuan syar'iat Islam, hikmah 
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1. Maslahah Menurut al-Ghazali (w. 505 H.) 


Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad 
al-Ghazali al-Tufi al-Shaff'i lahir pada tahun 450 H / 1058 M di sebuah kota kecil 
di Khurasan (Iran) bertepatan dengan setelah tiga tahun kaum Saljuk berkuasa di 
Baghdad”. Orang tua al-Ghazali adalah seorang pemintal benang dari bulu dan 
dikenal sebagai orang yang saleh dan hidup sederhana. 


Pada waktu kecil, atas wasiat ayahnya sebelum meninggal, al-Ghazali menimba 
ilmu pada Ahmad bin Muhammad al-Razikani. Kemudian dia mengembara ke 
Nisabur untuk belajar di Madrasah Nizamiyah yang dipimpin oleh al-Haramayn 
al-Juwaini al-Shaffi (478 H.) . Di madrasah ini al-Ghazali mendalami berbagai 


disiplin ilmu pengetahuan, seperti tasawuf, figh, tauhid, filsafat dan logika”. 


Kecerdasan dan kedalaman ilmu pengetahuan al-Ghazali dia buktikan dalam 
sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para ulama cendekia dan Nizam 
al-Muluk (w. 485 H.), pendiri madrasah NizAmiyyah yang juga menjabat sebagai 
Perdana Mentri Sultan Saljuk Malik Syah. Penampilan al-Ghazali yang memukau 
seluruh ulama dan termasuk juga Nizam al-Muluk, menghantarkannya untuk 
mendapatkan kepercayaan sebagai tenaga pengajar di Madrasah Nizamiyah pada 
tahun 484 H. Dan lima tahun kemudian al-Ghazali diangkat menjadi kepala 
madrasah tersebut”. Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 


dan rahasianya, tidak mewacanakan integrasi atau independensinya dari ilmu ushul figh. Kemudian muncullah 
para pengkaji maslahah seperti Muhammad Sa'id Ramadan al-Biiti, dengan kitabnya, Dfawabit al-Maslahah 
fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, Mustafa Zaid, ia menulis buku tentang maslahah, berjudul al-Maslahah fi al- 
Tashri' al-Islami, Mustafa Shalabi, dengan kitabnya, Ta'lil al-Ahkam, Husain Hamid Hassan, dengan kitabnya, 
Nazariyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami. Periksa, Yiisuf Hamid al-'Alim, al-Magasid al-'Amah li al-Sharf'ah 
al-Islamiyyah. (Kairo: Dar al-HadIith, t.th.), 6. 

Sha'ban Muhammad Isma'il, Usdl al-Figh Tarikhuh wa Rijaluh, (Makkah: Dar al-Salam, 1998), 203. 

2 Ibid. 

Al-Ghazali mempunyai karya tidak kurang dari dua ratus judul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, 
dan yang telah terbit sebanyak lima puluh judul buku. Dalam bidang kalam dan filsafat, misalnya, dia 
menulis sebanyak 19 judul, dalam tasawuf dan akhlag 19 judul: pada bidang tafsir menulis 2 judul, dan fikih 


dan ushul figh 8 judul. Ibid., 204. Sejak meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 241 H. / 848 M 
hingga lahirnya al-Ghazali, merupakan kurun waktu yang cukup panjang dan penuh dengan perdebatan 


» 
& 


& 
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505 Hijriyah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus, tempat al-Ghazali 
dilahirkan, dan dikebumikan di tanah kelahirannya juga.” 


Secara bahasa, maslahah adalah sama dengan manfaah baik dari bentuk katanya 
(wazn) maupun maknanya. Dalam terminologi usil al-figh, maslahah diartikan 
segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam 
madarrah (bahaya) atau mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia?. Dengan 
demikian, ada atau tidaknya maslahah diukur dengan dua hal tersebut. Bila tercipta 
kebaikan berarti maslahah. Sebaliknya, bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidak 
adilan dan sebagainya, berarti hal yang demikian itu disebut mafsadah (kerusakan) 
atau madarah (bahaya). 


Bagi al-Ghazali, hukum Allah (syari'at) yang ada dalam al-Gur'an dan al- 
Hadith secara umum memilki rasionalitas hukum (tail al-ahkam)?. Artinya, setiap 
ketentuan yang ada dalam dua sumber hukum tersebut memiliki tujuan (magasid). 
Melalui magisid, ide pokok Tuhan yang tersembunyi di balik firman-firman 
tertulisnya dapat dijadikan landasan untuk memahami apa sebenarnya yang 
diinginkan Tuhan dari setiap aturan yang ditetapkan untuk makhluk-Nya. 
Selanjutnya, masalah-masalah yang tidak tercover secara tekstual dapat diidentifikasi 


pula. 


Hanya saja, menurut al-Ghazali, maslahah yang dijadikan pertimbangan 
hukum adalah tujuan atau maslahah menurut pandangan Tuhan, bukan semata 


maslahah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk 


pendapat dan fanatisme madzhab, yang ujung-ujungnya terciptanya iklim pemikiran yang kurang sehat, 
sebab masing-masing mengklaim bahwa madzhabnyalah yang yang paling sesuia dengan ajaran Islam dan 
madzhab lain sebagai madzhab yang menyimpang dan sesat. 


2 Ibid. 
2 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min “Ilm al-UsOl, Vol. 1, (Bairiit: Dar al-Fikr, t.th.), 286. 
2 Ibid. 
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kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia 


dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak”. 


Ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh Syari at, menurut al-Ghazali, 
maslahah terbagi dalam tiga kategori”: Pertama, maslahah mu'tabarah, yaitu maslahah 
yang sejalan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, al-Ghazali memberikan contoh 
dengan hukum haramnya minum segala sesuatu yang memabukkan karena 
digiyaskan dengan arak (al-khamr): Kedua, maslahah batilah (mulghah), yaitu 
maslahah yang bertentangan dengan kehendak Allah swt. Contoh yang dikemukakan 
oleh al-Ghazali berkaitan dengan maslahah tipologi ini adalah penolakannya terhadap 
pendapat sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja untuk berpuasa dua bulan 
berturut-turut, agar berefak jera, sebagai kifarat (tebusan) atas hubungan suami- 
istri yang dia lakukan di siang hari dalam bulan Ramadan, dengan alasan kalau 
kalau raja disuruh membayar kifarat dengan memerdekakan budak,—seperti urutan 
kifarat dalam nash—, maka mereka tidak akan jera. Kalau logika berpikir seperti 
itu diterapkan, maka seluruh bangunan hukum Islam akan rontok dan diubah 


sesuai dengan selera manusia.” 


Sementara kemaslahatan yang ketiga, adalah kemaslahatan yang nash (teks al- 
Our'an maupun al-Hadith) membiarkannya tanpa ada kejelasan, apakah termasuk 
maslahah mu'tabarah (dibenarkan menurut syar2), atau maslahah mulghah (ditolak 
oleh syara). Kemaslahatan jenis ini disebut maslahah mursalah (lepas tanpa 
ketentuan). Kemaslahatan tipologi ini, menurut al-Ghazali, selagi termasuk dalam 


hal yang mendesak (darirah, primer) dan mencakup kemaslahatan umum adalah 


2 Ibid. 


8 Ibid. Periksa Pula, al-Bashir Shammam, Magasid al-Sharf'ah al-Islamiyyah wa 'Alagatuha bi al-Mabahits al- 
Lughawiyyah Ru'yah fi al-Muwazanah Bayn Mugtadayat al-Lisan wa Magasid al-Shar'i (Tunis: al-Shirkah al- 
Tunisiyyah li al-Nashr wa Tanmiyah Funun al-Rasm, 2013),100. 

2 Ibid., 101 
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boleh melakukannya, seperti dibolehkannya menyerang orang-orang kafir yang 
menjadikan orang-orang Islam sebagai tameng, walaupun tindakan tersebut bisa 
jadi mengakibatkan jatuhnya korban dari salah satu kaum muslimin yang dijadikan 


tameng tersebut.” 


Tujuan Tuhan untuk kemaslahatan manusia, menurut al-Ghazali mencakup 
lima prinsip dasar: agama (din), jiwa (nafs), akal (agl), keturunan (nasab) dan 
harta (dl). Bagi al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan 
terhadap lima prinsip tersebut dinamakan maslahah, sebaliknya setiap sesuatu yang 


dapat menyebabkan terabaikannya disebut mafsadah." 


Menurut al-Ghazali, al-usul al-khamsah merupakan ajaran yang tidak saja 
diajarkan oleh Islam, tetapi juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama 
(milal) yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi manusia di muka bumi 
ini. Oleh karenanya, lanjut al-Ghazali, tidak ada satu agamapun yang tidak melarang 
kufur, pembunuhan, zina, pencurian, dan mengkonsumsi sesuatu yang dapat 


merusak atau mengganggu fungsi akal. 


Namun perlu ditegaskan di sini, secara konseptual lima kemaslahatan yang 
digagas oleh al-Ghazali tersebut adalah perkembangan dari konsep maslahah tokoh- 
tokoh sebelumnya seperti al-Juwayniy (w. 478 H./1185 M), dan al-'Amiriy (w. 
381 H./991 M.). dan terus dikembangkan oleh tokoh-tokoh magasid al-shari'ah 
sesudahnya, seperti al-Shatibi dan al-Fasi. Sebelum al-Ghazali, pemeliharaan atas 
kemaslahatan agama (hifz al-din) adalah berkaitan dengan batasan murtad yang 
oleh al-Amiriy disebut dengan istilah muzjirah khal'i al-baydah (larangan melepas 
telur/jati diri). Pemeliharaan atas agama (hifz al-din) oleh para ulama magasid 


sesudah al-Ghazali , seperti al-Shatibiy, Alal al-Fasi, dan Tahir bin Ashiir dikaitkan 


3 Ibid. 
8 al-Ghazali, al-Mustasfa, 287. 
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dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek agidah (keyakinan), 
ibadah, mua'amalah dan lainnya. Selanjutnya seiring dengan perjalanan waktu, 
hifz al-din tidak hanya dipahami dalam ranah agama Islam, tapi melebar pada 
kebebasan beragama. Dengan demikian, melindungi setiap orang untuk untuk 
menjatuhkan pilihan pada sauatu keyakinan atau agama tertentu adalah bagian 
dari tujuan syariat Islam (magasid al-shariah). Pendapat tersebut, sebagaimana 


dikutip oleh Jassir Audah, adalah digagas oleh Sayf Abd al-Fattah. ? 


Sementara perlindungan terhadap jiwa (hifz al-naf), sebelum al-Ghazali, 
diungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik, yakni laranagan membunuh 
(muzjirah gatl al-nafs), melindungi kehormatan (hifz al-'ird), dan larangan 
mencederai kehormatan (muzjirah thalb al-'ird). Beberapa istilah tersebut kemudian 
oleh al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Shatibiy secara konsisten disederhanakan ke dalam 
dua istilah popular, yakni hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-nasl 
(perlindunagan ketuturunan). Dengan demikian, istilah muzjirah gatl al-nafs 
(larangan membunuh) dimasukkan dalam kajian hifz al-nasf (perlindungan jiwa), 
sedangkan hifz al-'ird dan muzjirah thalb al-'ird melebur dalam kajian hifz al-nasl 


(perlindungan keturunan). 


Perlindunagn terhadap akal (hifz al-'agl), walaupun secara istilah tidak 
mengalami perubahan, tapi dalam memahami istilah tersebut mengalami 
perkembangan sseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. 
Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan minuman keras 
(al-khamr) saja, karena dianggap dapat merusak akal pikiran. Kemudian jangkauan 
hifz al-'agl diperluas oleh al-@ardawi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu 


penegetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat (min al-mahdi ila al- 


2 Jassir 'Audah, al-ljtihad al-Magasidiy Min al-Tasawwur al-Usiliy Ila al-Tanzil al-'Amaliy (Bairut: al-Shabakah 
al-'Arabiyyah Li al-Abhath wa al-Nahr, 2013), 30. 


“0 Ibid., 25-26. 
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lahd), kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya (malakut al-samawat wa al- 
ard) sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia." Kemudian 
tokoh magisid berikutnya, sayf Abd al-Fattah, mengembangkan konsep hifz al- 


nasl dalam ranah kebebasan berfikir.“ 


Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) juga mengalami pergeseran dari 
satu masa kemasa yang lain. Al-'Amiri, sebelum al-Ghazali, menyebutnya sebagai 
muzjirah akhdz al-mal (larangan mengambil harta) yang didalamnya dibahas tentang 
hukuman pencurian (al-sarigah) dan perampokan (al-hirabah). Kemudian al- 
Juwaini merubahnya dengan sebutan “smah al-mal (perlindungan harta), dan 
disempurnakan oleh al-Ghazali dengan konsep hifz al-mal prinsip di atas oleh al- 
Ghazali dibedakan menjadi tiga peringkat, al-darbrat, al-hajat dan al-tahsindt. 
Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. 
Magasid al-daririyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang 
harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara 


total.“ 


Magasid al-hdjiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu 
yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan- 
kepentingan yang termasuk ke dalam katagori darviriyydt.” Karena fungsinya yang 
mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini 
dibutuhkan (sebagai terjemahan harfiah dari h4jiyydt), bukan niscaya (sebagai 
terjemahan langsung dari darvriyydt). Artinya, Jika hal-hal h4jiyydt tidak ada, maka 


“4 Ibid., 28. 
“2 Ibid., 29. 
43 Ibid., 289. 
“ Ibid., 290 
4 Ibid., 291 
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kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang- 


sempurnaan, bahkan kesulitan. 


Sementara magisid al-tahsiniyydt (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai 
sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan 
memperindah (sebagai termahan harfiah dari kata tahsiniyydt) proses perwujudan 
kepentingan dartiriyyat dan hdjiyydt. “ Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan 
menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan 


dan etika. 


Al-Ghazali juga mengklasifikasikan maslahah dari aspek adanya legalitas atau 
tidaknya dari Sh4ri (Allah dan Rasul) dalam tiga katagori: pertama, maslahah 
mu aththirah, yaitu kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung dalam teks, kedua, 
maslahah mulghdh (sia-sia) dan gharibah (asing), yaitu kemaslahatan yang 
keberadaannya ditolak oleh tekss sementara maslahah ketiga, adalah maslahah 
mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak dinyatakan dalam teks secara langsung 
namun memilki kesesuaian spirit dengan maslahah yang dijelaskan dalam teks.“ 
Satu hal yang perlu ditegaskan di sini, menurut al-Ghazali, bahwa maslahah hdjiyyah 
(sekunder) dan maslahah tahsiniyyah (tersier) tidak dapat dijadikan landasan hukum 
kecuali bila diperkuat oleh as/ (sesuatu yang hukumnya dijelaskan oleh teks). Dengan 
demikian, cara kerja maslahah ala A-Ghazali adalah cara kerja giyas, sebab bila 


tidak didukung oleh shara , maka sama saja dengan istihsan.” 


Sedangkan maslahah dariiriyyah (kepentingan primer, mendesak) bagi al-Ghazali 
dapat dijadikan pijakan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, 


tidak bertentangan dengan nas gat1. Bagi al-Ghazali, nas gat7 lebih kuat dari pada 


“6 Ibid. 

41 Ibid., 292. 

4 Ibid., 310-311. 
“9 Ibid., 293-294. 
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maslahah mursalah. Sementara pertentangan (tadrud) yang terjadi antara maslahah 
dengan nas zanni, maka yang diprioritaskan adalah maslahah, tanpa menafikan 
teks sama sekali. Dengan kata lain, yang berlaku dalam kasus ini adalah maslahah 
men-takhsis keumuman teks: Kedua, maslahah yang bersifat universal (kulliydr), 
bukan maslahah yang bersifat juziyydr, Ketiga, diyakini atau diduga kuat akan benar- 
benar mencerminkan kemaslahatan, bukan maslahah eutopis, praduga atau sangkaan 


belaka.” 


2. Maslahah Menurut al-Shatibi (w. 790 H.) 
Nama lengkap al-Shatibi adalah Abu Ishag bin Musa al-Gharnati, dan dikenal 


dengan sebutan al-Shitibi. Nama al-Shatibi berasal dari nama negeri keluarganya, 
Shatibah (Xativa atau Jativa). Al-Shatibi dilahirkan di Granada. Menurut Hamka 
Hag, sampai saat ini, tanggal kelahiran al-Shatibi masih mesterius. Pada umumnya 
orang banyak menyebut tahun wafatnya, yakni 790 H./1388 M.'' Namun 
demikian, dapat diduga kuat, al-Shatibi lahir dan menghabiskan hidupnya di 
Gradnada pada masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj (1333-1354 M.) dan Sultan 
Muhammad IV (1354-1391). ? 


Nama Shatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa 
(Shatibah), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga 
Imam Shatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan 
raja Spanyol Uragun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 
1239 Mi.” 


50 Ibid., 295-309. 
51 Sha'ban, Usil al-Figh, 417. 


52 Hamka Hag, al-Shatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafagat, (Jakarta: Erlangga, 
2007), 17. 


58 Ibid. 


42 


Ijtihad Magasidi 


Al-Shatibi belajar pada sejumlah guru, antara lain adalah Ibn al-Fakhrar al- 
Ilbiri, Aba “Abdillah al-Balinsi, Abi al-@Gasim al-Sabti, Abti Abd Allah al-Sharif al- 
Tilimsani, Imam al-Magri, al-Khatib Ibn al-Marzig, Abu al-Ali al-Mansiir al- 
Mashzali, Abu al-Abbas al-Gabab, dan Abu Abdillah al-Hfar.” 


Karya al-Shatibi antara lain:(1). Kitab al-Muwifagat (2). Kitab al-IPrisam (3). 
Kitab al-Majalis (4). Sharh al-Khulisah (5). Ulnwian al-Ittifag fi Ilm al-Ishtigag 
(6). Usul an-Nahw (7). Al-Ifadat wa al-Inshadat (8). Fatawd al-Shatibi.”” 


Menurut al-Shatibi, tujuan Sh4ri (Allah swt.) ada empat macam, yaitu: 


a. Oasd al-syari fi wad'i al-shari'ah (tujuan Shari dalam menetapkan syariat). 
Menurut al-Shatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain 
selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalb al- 
masdlih wa dar'u al- mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan 
hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan 
akhirat sekaligus.”' Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok 


berikut terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan , akal, dan harta.” 


54 Al-Shatibi menyoroti ta'assub berlebihan yang dipraktekan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia 
saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah 
sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini 
sejak raja mereka, Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-180H 
menjadikan madzhab ini sebagai madzhab resmi Negara. Menurut salah satu riwayat, kecenderungan 
Hisyam al-Awwal untuk mengambil madzhab Maliki ini adalah ketika dia bertanya kepada dua orang ulama 
yang satu bermadzhab Hanafi serta yang lain bermadzhab Maliki. Hisyam al-Awwal saat itu bertanya: “dari 
mana asalnya Abu Hanifah itu?” Ulama Hanafi menjawab: “dari Kufah”. Lalu ia bertanya kembali kepada 
ulama Maliki: “dari mana asal Imam Malik?” Ulama Maliki ini menjawab: “dari Madinah”. Hisyam lalu 
berkata: “imam yang berasal dari tempat hijrah Rasulullah Saw cukup bagi kami”. Kitab al-Muwafagat 
sengaja disusun oleh Imam Shatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu, antara 
Madzhab Maliki dan Hanafi. Periksa, Ibid. 


Sha'ban, Usul al-Figh, Ibid. 

86 Ibid. 

Ibid. Ulama berbeda pendapat tentang urutan lima kemaslahatan tersebut. Mengingat pencetus lima unsur 
pokok tersebut adalah al-Ghazali, maka penulis lebih memilih urutan maslahah sebagaimana disampaikan 
oleh al-Ghazali, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ibn al-Subki (w. 771 H.) selain lima hal 


pokok tersebut, dia menjadikan kehormatan (al-'ird) sebagai kemaslahatan keenam yang juga dipelihara dan 
dilindungi oleh agama. Penambahan kemaslahatan kehormatan ini ditolak oleh al-Oarafi, al-Shawkani, dan 


al 
d 


Ka 
3 


43 


Dr. A. Halil Thahir, MHI. 


Menurut Wahbah al-Zuhaili, ulama mdlikiyyah dan shafi'iyyah memberikan 
urutan lima hal pokok (al-usilal-khamsah) dengan urutan sebagai berikut: agama, 
jiwa, akal, keturunan, kemudian harta. Sementara ulama hanaftyyah urutan lima 
kemaslahatan tersebut adalah: agama, jiwa, keturunan, akal, kemudian harta.” 
Mirip dengan Wahbah al-Zuhaili, al-Biiti berpendapat, bahwa urutan al-usul al- 
khamsah yang menjadi ijma' ulama adalah mengikuti urutan yang disampaikan 


oleh pencetusnya, al-Ghazali, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta.” 


Dalam usaha merealisaikan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al- 


Shatibi membagi kemaslahatan dalam tiga kategori: 


1). al-magasid al-dariiriyydt (primer, pokok) 
2). al-magasid al-hdjiyyat (skunder, kebutuhan) 
3). al-magesid al-tahstniyydt (tersier, keindahan). 


Magasid dartriyyat adalah: 


ani ad Caaii Ja Ea asal 3 Gal! cela plus (Lia 0 Y (dll se! 
BAYI As Cilam Wage Alah le Ja Aaliiual (le batal! gelas 
Gaal Ol sil & ga JI, asrill $ Bli gg 


“Sesuatu yang yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan 
kemaslahata agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, 
maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan 
binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka 
Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang 
nyata.” 8 


Ibn “Ashtir karena menurut mereka, perlindungan kehormatan sudah termasuk dalam cakupan perlindungan 
keturunan. Periksa, Ahmad al-Raisiini, Nazariyat al-Magasid, 62-64. 


58 Periksa, Wahbah al-Zuhaili, Usdl al-Figh al-Islami, Vol. 2, (Bairlit: Dar al-Fikr, 1986), 752-753. 


59 Periksa Muhammad Sa'id Ramadan al-Btiti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, (Bairiit: 
Muassasah al-Risalah, 1982), 250. Periksa pula, Musfir bin “Ali, al-Wa'y al-Magasidi, 43., Abd. Al-Majid al- 
Najjar, Magasid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah (Tunisia: Dar al-Gharb al-Islami, 2012), 47. 

60 Al-Shatibi, al-Muwafagat, Vol. 2, 6 


61 Al-Shatibi, al-Muwafagat, Vol. 2, Ibid. Menurut Abu Zahrah, menolak segala sesuatu yang dapat berakibat 
hilangnya salah satu dari lima unsur pokok dapat dikatakan sebagai dariri (mendesak/primer). Periksa, Abi 
Zahrah, Usul al-Figh, 371. 
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Pemeliharaan terhadap magasid al-dartiriyyat ini menempati peringkat tertinggi 
dan paling utama dibanding dua magisid lainnya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan 
memelihara kebutuhan /hdjiyyat dan tahsiniyyat bila pada saat yang sama 
mengorbankan kemaslahatan darvriyydt.” 

Magasid al-hdjiyyat adalah: 

TN gal ud yana din ang Oa aa 
— Damll ie — pai le IS FA NU abad Lgay AAU 


Amal! ai pil! Canda) Ae Als day Y MSI, Ai all g mall 
Zaladl 


“Magasid hajiyyah adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan 
menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang 
berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Apabila 
magasid tersebut tidak dijaga, umumnya orang-orang mukallaf terjerembab 
dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang 
dihindari dalam kemalahatan umum.” $ 
Tegasnya, kemaslahatan hdjiyyah adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk 
menghindari terjadinya kesulitan dalam menjalani hidup ini. Atas semangat 
menghilangkan kesulitan inilah sejatinya ajaran Islam dibangun. Oleh karena itu, 
dalam segala lini kehidupan, baik dalam ibadah maupun mu'amalah (beriteraksi 
dengan orang lain), tercermin semangat memberikan kemudahan dalam bentuk 


rukhsah (keringanan), seperti dibolehkannya meng-gasar shalat bagi orang yang 


sakit atau musafir, dan dihalalkannya setiap sesuatu yang baik (tayyibdt). 


Magasid al-tahsiniyyat adalah: 


AI citata! Jl ja YI tai 3 Calotat! (—ulasa Cya Gal Las ILY la linai 
GASYI AS msi SI amy g Cilaa! JII J sial! Uesuli 


62 Sapiuddin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), 226. Periksa pula, Abu Zahrah, Usul al-Figh, 372. 


68 Ahmad al-Raystini, Nazariyat al-Magasid “Inda al-Imam al-Shatibi, (Herndon: al-Ma'had al-'Ali li al-Fikr al- 
Islami, 1995), 146. 
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“Makna maslahah hajiyyah adalah mengambil tradisi baik dan pantas, serta 
menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian 
tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.” 

Kemaslahatan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam 
masyarakat dan di hadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. 
Pengabaian aspek tahsiniyyat tidak menimbulkan kehancuran dan kemusnahan hidup 
manusia sebagaimana tidak terpenuhinya aspek darviriyyat, dan tidak membuat 
hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya aspek h4ijiydt, akan 
tetapi hanya mendapatkan hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat 


yang baik. 


Menurut al-Oarafi, maslahah dalam kategori tahsinniyyah disebut dengan 
kemaslahatan penyempurna (ma huwa mahal al-tatimmat), karena fungsinya yang 
hanya terbatas untuk menyempurnakan kemaslahatan. Beberapa contoh maslahah 
tahsiniyyah yang dikemukakan oleh al-Shatibi antara lain: membersihkan najis, 
bersesuci (wudhu', tayammum, dan mandi), menutupi aurat, berhias, ibadah- 
ibadah nawafil, tatakrama makan dan minum, menghindari makanan dan minuman 


yang menjijikkan, terlalu boros, dan terlalu kikir. 


Dalam bidang mu'amalah, al-Shatibi memberikan contoh maslahah 
tahsiniyyah dengan hal-hal berikut: larangan jual-beli barang najis, larangan bagi 
budak untuk menjadi sakasi dan pemimpin, larangan bagi perempuan untuk 
menjadi pemimpin dan mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan dalam biang 
pidana adalah seperti tidak diberlakukannya gisas bagi orang merdeka karena 
membunuh budak, larangan membunuh wanita, anak-anak, pendeta ketika dalam 


peperangan.” 


88 Ibid. Periksa pula, Musfir bin “Ali, al-Wa'y al-Magasidi, 51. 
65 Al-Raysuni, Nazariyah, 227. 

66 Al-Shatibi, al-Muwafagat, Vol. 2, 22-23. 

” Ibid. 
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Berikut bagan maslahah ditinjau dari unsur-unsur pokok (al-usil al-khamsah) 


dan klasifikasinya: 
Bagan2.1. 
Maslahah menurut al-Shatibi 
Daririyyat 
(Primer) 
Hajiyyat 
(Sekunder) 
Lima unsur pokok (al-usol al-khamsah) 
Tahsiniyyat 
(Tersier) 2 3 4 5 


agama 
(al-din) 


jiwa akal 
(al-nafs) (al-'agl) 


har ta 
(al-mal) 


keturunan 
(al-nasi) 


Sebagai contoh aplikatif pembagian magasid dalam tiga peringkat dapat dilihat 


dalam tabel berikut: 


Tabel 2.1 
Contoh aplikatif pembagian magasid al-sharf'ah dalam tiga peringkat” 


No. Lima 


melaksanakan 
kewajiban agama yang 
termasuk tingkat primer 
seperti melaksanakan 
shalat lima waktu 


melaksanakan 
ketentuan agama 
dengan maksud 
menghindari kesulitan 
seperti shalat jama' dan 
gashar bagi orang yang 
sedang musafir. 


Dhaririyyat Hajiyyat Tahsiniyyat 
unsur 
pokok 
1 Agama Memelihara dan Memelihara dan - Mengikuti petunjuk agama dan 


menjunjung tinggi martabat manusia 
sekaligus melengkapi pelaksanaan 
kewajibannya kepada Tuhan. 
Misalnya menutup aurat, 
membersihkan pakaian dan badan. 


- Menghindari doa-doa yang tidak 
jelas sumbernya, membaca buku- 
buku agama lain bagi orang yang 
masih belum mampu melakukan 
perbandingan secara mendalam. 


68 Ibid., 227-230. Periksa pula, Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: 
Logos, 1995), 41-44. Contoh tersebut dielaborasi dengan contoh yang dikemukakan Abu Zahroh dalam 
Bukunya Usul al-Figh, 370-373. 


69 Beberapa contoh dalam tabel ini diambil dari buku Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyyah, karya 
Fathurrahman Djamil dengan beberapa modifikasi dari penulis. Perikasa, Fathurrahman Djamil, Metode 
ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyyah, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 41-44. 
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2 Jiwa Memenuhi kebutuhan -Dibolehkannya -Ditetapkannya tata cara/adab makan 
pokok berupa makanan | berburu dan menikmati | dan minum 
untuk mempertahankan | makanan dan minuman -Melindunginya diri dari tuduhan- 
hidup, dan kebutuhan yang lezat. , F 
lainnya yang berkaitan tudahan yang tidak benar, dan dari 

cacian dan makian orang lain. 
dengan anggota badan. 

3 Akal Diharamkannya -Anjuran untuk -Menghindarkan diri dari menghayal 
meminum minuman menuntut ilmu atau mendengarkan Sesutu yang 
keras. pengetahuan tidak berguna 

-Larangan minum 
sedikit sesuatu yang 
minum banyak dapat 
memabukkan. 

4 Keturunan | Disyariatkannya nikah Ditetapkannya -Disyari'atkannya khitbah (meminang) 
dan larangan berzina menyebutkan mahar dan walimah dalam perkawinan. 

bagi ah bada Wan -Larangan keluar di jalan dengan 
Ala mikahgan menampakkan zinah (hiasan)-nya. 
diberikan hak talak bagi 

suami dan khulu' bagi 

isteri, dan 

disyari'atkannya 

menutupi aurat di 

hadapan orang-orang 

yang bukan 

mahramnya. 

5 Harta Disyari'atkannya tata Disyari'atkannya jual- Seperti adanya ketentuan agar 
cara pemilikan harta beli dengan cara menghindarkan diri dari transaksi 
dan larangan salam. yang ada unsur gharar (spekulasi) 
mengambil harta orang 
lain dengan cara yang 
tidak sah 


Klasifikasi maslahah seperti tersebut di atas dapat memudahkan pengkaji 


hukum Islam dalam menganalisis kasus hukum yang di dalamnya terdapat 


pertentangan antara beberapa maslahah. Ketika yang bertentangan adalah maslahah 


yang sama-sama dalam peringkat dariiriyydt, maka penyelesaiannya adalah dengan 


mendahulukan urutan yang paling tinggi dalam lima unsur pokok (al-usul al- 


khamsah), dimana peringkat tertinggi adalah agama, kemudian secara berurutan 


diikuti dengan jiwa, akal, keturunan, dan harta. 


Penyelesaian kontradiksi maslahah tersebut juga diterapkan dalam peringkat 


yang sama-sama hdjiyydt atau sama-sama tahsiniyyat. Contoh yang dapat 
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dikemukakan dalam kasus di atas adalah, pada batas tertentu, jihad di jalan Allah 
termasuk kelompok dartriyyat dalam ranah pemeliharaan eksistensi agama yang 
tidak jarang membawa korban manusia. Dalam hal ini, memelihara agama dengan 
jihad harus didahulukan dari pada memelihara jiwa walaupun sama-sama dalam 


peringkat daruriyyat ." 


Apabila pertentangan maslahah terjadi antara dardriyydt dengan hijiyyat dan 
tahstniyydt, atau hdjiyat dengan tahsiniyydt, maka maslahah hiajiyyat dan tahsiniyyat 
harus diabaikan demi mewujudkan maslahah daririyydt, demikian pula maslahah 
tahsiniyyat uharus diabaikan demi mewujdkan maslahah hdjiyyat. Misalnya, seseorang 
diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi 
jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Manakala pada 
suatu saat ia tidak dapat mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati 
kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan 
yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk 
menjaga jiwa dalam peringkat dartiriyyat , sedangkan memakan makan yang halal 


termsauk memelihara jiwa dalam peringkat hijiyyat. 


Jadi, memelihara jiwa dalam peringkat daririyyat harus didahulukan dari 
pada memelihara dalam peringkat hdjiyyar.'' Contoh kontradiksi antara hdjiyydr 
dan tahsiniyyat adalah, keharusan tetap melaksanakan shalat berjama'ah (maslahah 
hdjiyyat) walaupun pada saat tertentu tidak didapati imam shalat yang fugih, wara, 


atau benar dan fasih bacaan al-Our'an-nya (maslahah tahsiniyyat). 
Menurut al-Shatibi, untuk menjaga lima unsur pokok maslahah tersebut dapat 
ditempuh dengan dua cara yaitu: (1). Dari segi adanya (min ndhiyat a-wujid), 


yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya: 


1 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad, 46. 
1 Ibid., 45. 
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(2). Dari segi tidak ada (min ndhiyyat al-adam) yaitu dengan cara mencegah hal- 
hal yang menyebabkan ketiadaannya. Dalam ranah aplikatif, dua cara pemeliharaan. 


Lima prinsip tersebut seperti contoh berikut:”? 


1) Menjaga agama (al-din) dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat, sedangkan 
dari segi al- adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad. 

2) Menjaga jiwa (al-nafs) dari segi al-wujud misalnya makan dan minum, sedangkan 
dari segi al-'adam misalnya hukuman gisash dan diydt. 

3) Menjaga akal (al-agl) dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu, 
dari segi al-adam misalnya hadd bagi peminum khamr. 

4) Menjaga keturunan (al-nasl) dari segi al-wujud misalnya nikah, dan dari segi 
al- adam misalnya had bagi pezina dan penuduh zina. 

5) Menjaga harta (al-mal) dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki, 


dan dari segi al-adam misalnya riba, memotong tangan pencuri. 


b. Oasdu al-Syari fi Wadi al-Shari'ah li al- Ifham (tujuan Sh4ri dalam menetapkan 
syari ahnya agar dapat dipahami). 

Menurut al-Shatibi, oleh karena al-Gur'an turun dengan bahasa Arab, maka 
untuk dapat memahaminya dengan benar, seseorang harus menguasai betul kaidah- 
kaidah bahasa Arab.” Di samping itu, al-Shatibi juga menegaskan bahwa syari'at 
Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Muhammad yang 
berpredikat “ummiyyah” (tidak bisa membaca dan menulis). Dengan demikian, 


syariat Islam juga bersifat “ummiyyah”. 


c. Oasdu al-Shari fi Wadi al-Shari ah li al-Taklif bi Mugtaddhd (tujuan Shari dalam 


menentukan syari'at untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut oleh Allah). 


12 Periksa, al-Raysiini, Nazariyat al-Magasid, 146-147. 
78 Ibid., 149. 
2 Ibid. 
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Berkaitan dengan ini al-Shatibi membagi tak/if dalam dua katagori:” Pertama, 
taklif yang di luar kemampuan manusia (al-taklif bima la yut4g). Masalah ini tidak 
akan dibahas lebih jauh, karena sebagaimana telah diketahui bahwa tidaklah 
dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Berkaitan dengan 
pernyataannya tersebut, al-Shatibi mengatakan: “setiap taklif yang di luar batas 
kemampuan manusia, maka secara Syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal 


membolehkannya”: 


Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat mashaggah, kesulitan (al-taklif bima 
Jihi mashaggah).' Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam 
Shatibi. Menurut al-Shatibi, dengan adanya taklif, Shari' tidak bermaksud 
menimbulkan mashaggah bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya ada 
manfaat tersendiri bagi mukallaf, Dalam masalah agama misalnya, ketika ada 
kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri 
dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu sebagai 
wasilah amar maruf nahy al-munkar.” Demikian pula dengan hukum potong 
tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi 


demi terpeliharanya harta orang lain. 


Apabila dalam taklif ada mashaggah, maka sesungguhnya ia bukanlah 
mashaggah tapi kulfah, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan 
manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja 
siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai mashaggah, tetapi 
sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga 


halnya dengan masalah ibadah.” 


8 Ibid., 150-151. 
7 Ibid. 
7 Ibid. 
7 Ibid. 
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Mashaggah seperti ini menurut al-Shatibi disebut mashaggah mutadah 
(kesulitan yang lumrah, biasa) karena dapat dilaksanakan dan karenanya dalam 
syara tidak dipandang sebagai mashaggah. Yang dipandang sebagai mashaggah 
adalah apa yang disebutnya dengan mashaggah ghair mu'tadah atau ghair “Adiyyah 
yaitu mashaggah yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan, atau apabila 
dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan 
berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah mashaggah ghair 
mutadah yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi mashaggah ini, Islam 


memberikan jalan keluar melalui rukhsah atau keringanan.” 


d. Oasdu al-Shari f Dukhul a-Mukallaf Tahta Ahkam al-Shari'ah (tujuan Shar? 
dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum). 

Menurut al-Shitibi, maslahah yang menjadi tujuan shariat Islam adalah 
maslahah yang mendukung tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan 
akhirat." Dengan demikian, maslahah yang hanya memenuhi aspek duniawi dan 
mengesampingkan aspek akhirat adalah bukan tujuan shariat. Untuk itu, dalam 
mewujudkan maslahah harus terbebas dari nafsu duniawi. Terbebasnya manusia 
dari belenggu nafsu duniawi agar mereka menjadi hamba yang berikhtiar 


(ikhtiyaran), bukan hamba yang dalam kondisi keterpaksaan (ittit4ran). 


Menurut al-Shatibi, untuk mengetahui magasid al-Shari'ah setidaknya 


dibutuhkan tiga syarat”: 


1). Memiliki pengetahuan bahasa Arab. 
Syarat ini menjadi sesuatu yang mutlak dikuasai karena al-Our'An sebagai 


sumber utama hukum Islam berbahasa Arab? Persoalan yang muncul kemudian 


79 Ibid., 152-153. 

80 Al-Shatibi, al-Muwafagat, Vol. 2, 128-150. 
81 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad, 46. 
2 Ibid., 66. 
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adalah, apakah al-Gur'An dapat dipahami melalui terjemahan dalam bahasa-bahasa 
selain Arab? Pandangan al-Shatibi berkaitan dengan ini dapat dilihat dalam uraiannya 
tentang penunjukan (dalalah) suatu lafaz. 


Bagi al-Shatibi, penunjukan /afaz terhadap makna dapat dilihat dari dua 
aspek: pertama, lafaz yang menunjukkan kepada makna yang pasti (mutlag). 
Penunjukan /afaz terhadap makna model ini disebut sebagai daldlah asliyyah, kedua, 
lafaz yang tidak menunjukkan kepada makna yang pasti, tetapi menunjukkan kepada 


makna tambahan. Model penunjukan makna ini disebut sebagai dalalah tAbiah. 


Menurut al-Shatibi, daldlah asliyyah terdapat dalam semua bahasa. Oleh karena 
itu daldlah ini dapat dialih bahasakan, seperti ungkapan tentang berita seseorang 
berdiri. Akan tetapi apabila menyangkut penekanan dalam suatu ungkapan atau 
pernyataan terhadap sesorang, menurut al-Shatibi hal seperti itu masuk dalam 
wilayah daldlah tabiah dan tidak dapat dialih bahasakan, sebab terkait dengan 
lisan Arab yang senantiasa memperhatikan keadaan pemberi berita (mukhbir), orang 
yang diberitakan (mukbar 'anh), isi berita (nafs al-ikhbar), situasi dan susunan kata 
(al-hal wa al-nasag), jenis rangkaian kata (naw' al-uslmb), pendek (ijaz), panjang 


(imdb) dan lain sebagainya. 


2). Memiliki pengetahuan tentang Sunnah." 

Bagi al-Syatibi, pengetahuan tentang Sunnah sebagai syarat ijtihad tidak hanya 
terbatas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kualitas Sunnah (sahih, hasan, dan 
da'if) dan makna yang ditunjuk oleh teks Sunnah, tapi juga mensyaratkan adanya 
pengetahuan tentang tujuan-tujuan (magashid) dari Sunnah itu sendiri, baik 
magashid yang bersifat umum ('amah) maupun yang bersifat khusus (khasah) dengan 


tetap mempertimbangkan aspek kukuatan kemaslahatan yang terkandung di 


8 Ibid. 
& Ibid., 68. 
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dalamnya, yakni maslahah dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah 


(tersier). 


3). Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat." 

Sementara cara mengetahui magasid al-shart'ah, menurut al-Shitibii dapat 
menempuh tiga cara." Pertama, melakukan analisis terhadap lafal perintah (al- 
amr) dan larangan (al-nahy). Tujuan perintah yang terdapat dalam al-Gur'an dan 
al-Hadith adalah agar isi dari perintah tersebut dapat diwujudkan. Sebaliknya, 
tujuan dari sebuah larangan yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam tersebut 
adalah agar isi dari larangan itu betul-betul dijahui dan ditinggalkan. Keharusan 
meninggalkan perbuatan yang dilarang adalah tujuan yang dikehendaki oleh Allah 


swt. 


Satu hal yang harus diperhatikan dalam masalah perintah dan larangan adalah, 
perintah dan larangan yang terdapat dalam al-@Gur'an dan al-Hadith mempunyai 
dua dimensi: primer dan sekunder. Sebagai contoh, ketegasan perintah untuk 
melaksanakan shalat adalah tujuan primer. Sedangkan terhindarnya seseorang dari 


perbuatan keji (al-fakhsh4') adalah tujuan sekunder." 


Cara kedua, analisis “/lah (alasan ditetapkannya hukum) yang terdapat dalam 
perintah atau larangan. Ketika 3/lah hukum diketahui secara jelas (malimah) dari 
teks perintah atau larangan, maka “lah yang tampak tersebut yang harus dijadikan 
pedoman dan diikuti, karena dengan dengan mengikuti makna literal “lah yang 


ada dalam nas itulah tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat terwujud. 


8 Ibid. 


8 Ibid., 295-307. Periksa pula, Asafri Jaya Bakri, “Konsep Magasid al-Syariah Menurut al-Syatibi dan 
Relevansinya Dengan Hukum Islam”. (Disertasi—Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, Jakarta, 
1994), 128-145. 


8 Ibid. 
88 Ibid., 132. 
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Contoh yang dapat dikemukakan dalam masalah ini adalah tujuan untuk 
mendapatkan keturunan dalam perintah perkawinan, saling mendapatkan mannfata 


dalam perintah jual beli. 


Sedangkan “lah hukum yang tidak dapat diketahui secara jelas (ghayr al- 
malimah), menurut al-Shitibi, harus diserahkan kepada Sh4ri dengan jalan tawagguf 
(diam, tidak melakukan analisis padanya). Hal tersebut ditempuh, karena 
melakukan perluasan cakupan (al-taaddi) terhadap sesuatu yang tidak jelas, sama 
artinya dengan menetapkan hukum tanpa dalil, dan terobosan itu bertentangan 
dengan syariat. Perluasan cakupan suatu perintah atau larangan hanya dapat 
dilakukan apabila tujuan hukumnya diketahui secara jelas. Sedangkan cara ketiga 
adalah, analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut 


oleh Shari (sukut al-shari).? 
3. Maslahah Menurut al-Tafi (w. 716 H.) 


Nama lengkap al-Tfi adalah Najm al-Din Abu al-Rabi' Sulaiman bin Abd 
al-Gawi bin Abd al-Karim bin Said al-Tuftal-Sarsari al-Baghdadi al-Hanbali, yang 
kemudian dikenal dengan al-Tiifi.” Al-Tafi nisbat pada Tawfa, nama desa yang 
terletak di daerah Sarsar Irak, dan di desa itulah tokoh ini dilahirkan. Disamping 
tokoh tersebut terkenal dengan nama al-Tfi, juga popular dengan nama Ibn Abi 
Abbas. Al-Tiifi lahir pada tahun 673 H (1274 M) dan meninggal pada tahun 716 
H (1316 M) di Palestina.” 


Al-Tafi mempunyai karya tulis tidak kurang dari 42 buku dalam berbagai 


topik, terutama menyangkut tema-tema al-Gur'an, yurisprodensi, logika, Arab, 


8 Ibid. 
2 Ibn al-'Imad, Shadzarat al-Dzahab fi Akhbai Man Dzahab, Vol. 5, (Bairfit: al-Maktabah al-Tijari, t.th.), 39. 


1 Oamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1983), 37- 
38. 
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dan sastra.” Namun dari sekian karya tersebut, yang sempat menghebohkan dunia 
pemikiran Islam, khususnya di bidang hukum Islam adalah Kitab al-Tayin f Sharh 
al-Arba'in, sebuah kitab sharh (penjelasan makna kata dan dan kalimat berikut 


kandungan) terhadap kitab Al-Hadith al-Arba'in al-Nawawiyyah. 


Dalam kitab tersebut, tepatnya pada penjelasan al-Hadith ke 32, yakni al- 
Hadith 14 darara wald dirdra (tidak boleh ada bahaya pada diri sendiri dan tidak 
boleh pula ada bahaya pada orang lain). Al-Tifi menulis gagasannya tentang 
maslahah sebagai dalil mustagil (berdiri sendiri) dalam penggalian hukum Islam,” 


sebagaimana yang akan dijelaskan dalam disertasi ini. 


Pada dasarnya, sebelum al-Tafi tidak ada seorang ulama-pun yang menerima 
maslahah sebagai dalil hukum independen (mustagil), baik para imam madzhab 
besar, yakni Abu Hanifah al-Numan bin Thabit (w. 150 H/767 M), Malik bin 
Anas (w. 179 H/795 M), Muhammad bin Idris al-Shafi'I (w.204 H/819 M), dan 
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), maupun para ulama pengikut empat 
madzhab tersebut. Dalam batas-batas tertentu Abu Hanifah menerima maslahah 
sebagai dasar penetapan hukum melalui metode istihsan, penilaian hukum yang 
berasal dari akal sehat yang tidak secara langsung pada teks atau analogi (g1iy4s) 
yang ketat, tetapi lebih pada ide mengenai kelayakan atau kepatutan. Sementara 


para penentangnya, pada masa berikutnya, menuduh bahwa metode istihsin melawan 


2 Mustafa Zaid, al-Maslahah ff al-Tashri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tofi, (Bairtit: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), 
91-94. Pada masa al-Tifi, tidak sedikit produk hukum Islam yang dijadikan alat untuk menjustifikasi kebijakan 
dan kepentingan penguasa, yakni di bawah kekuasaan Mamluk di Mesir (649-924 H/1250-1517 M). Sebagai 
contoh, semua tanah pertanian ketika itu dibagi secara ekslusif antara pemegang kekuasaan politik dan para 
pemegang kekuasaan meliter. Keseluruhan tanah pertanian di Mesir, misalnya, dibagi sebagai berikut: 4 
bagian untuk penguasa puncak sebagai pribadi, yaitu sultan: 9 bagian untuk para pejabat kerajaan, yaitu 
para penjaga keamanan, para pelayan istana dan para prajurit yang bertugas memberi pelayanan segera 
kepada raja, 11 bagian untuk para amir Mamluk dan para tentara Mamluk lainnya. Periksa, SirJhon Clubb, 
Solder of Fortune, The Story of The Mamluks, (New York, 1973), 207, sebagaimana dikutip oleh Abdallah M. 
Al-Husayn al-'Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, Terj. Abdul Basir, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 
2004), 37 


Periksa Najm al-Din al-Toifi, Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in, (Bairlit: Muassasah al-Rayyan, 1994), 234- 
280. 


« 
& 
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ketentuan teks-teks agama dan analogi. Para pendukung istihs4n justru menegaskan 
bahwa apa yang mereka tuduhkan tidaklah benar.” Metode istihs4n, menurut para 
pendukungnya, sejatinya tetap sejalan dengan ketentuan teks (nas) dan giyis, hanya 
saja dalam kasus tertentu analoginya bersifat khafi, tersembunyi, subtil dan tidak 


tampak secara langsung. 


Di sisi lain, Malik (w. 179 H.) menerima al-masdlih al-mursalah”” sebagai 
salah satu metode penggalian hukum C(istinbdt al-hukm). Dengan metode ini, 
seseorang dapat “berkreasi” menetukan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan oleh 
nas dan tidak ditolak olehnya (mursalah, mutlagah) selagi memenuhi kriteria 
daririyyah (mendesak), kulliyyah (universal) dan nyata-nyata mendatangkan 
kemaslahahan dalam lingkup pemeliharaan atas lima hal pokok (al-usil al-khamsah), 


yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 


Sementara al-Shaff'i (w. 204 H.), secara tegas menolak penggunaan akal (ray) 
dalam legislasi hukum Islam, dan dengan demikian, juga dalam perlindungan 
terhadap kemaslahahan manusia. Ia menegaskan, bahwa satu-satunya sumber hukum 
yang dapat diterima adalah al-Our'in dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi bagi al- 
Shafi'i (w. 204 H.) merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Gur'an. 
Bahkan al-Shafi'i tidak hanya memandang al-Sunnah sebagai sumber hukum yang 


mengikat, tetapi sebagai Firman Tuhan yang suci dan diwahyukan, sebagaimana 


“4 Berdasarkan beberapa referensi ustil al-figh dari kalangan hanafiyyah, Wahbah al-Zuhaili mendefinikan 
istihsan sebagai berikut: “berpaling dari ketentuan giyas jalf menuju tuntutan giyas khafi karena ada dalil 
yang lebih kuat atau berpaling dari ketentuan kaidah kulliyah (universal/deduktif) kepada tuntutan masalah 
yang bersifat juzi'f (parsial). Periksa Wahbah al-Zuhaili, Usal al-Figh al-Islamf, Vol. 2, (Bairit: Dar al-Fikr, 
1998). 


$ Para ulama usil al-figh mengkalisifikasikan maslahah dalam tiga tipologi: pertama, maslahah mu'tabarah, 
yaitu maslahah yang keberadaanya diperhitungkan/dibenarkan oleh nas: kedua, maslahah mulghah, yaitu 
yang keberadaanya nyata-nyata ditolak dan tidak diperhitungkan oleh nas: dan ketiga, maslahah mursalah 
(lepas) atau mutlagah (bebas), yaitu maslahah yang tidak didapai dalam nas, baik yang menerima maupun 
menolaknya. Tipologi maslahah yang terakhir inilah yang menjadi ladang garapan kalangan Malikiyyah 
dalam penggalian hukum Islam. Periksa, Ibid. 
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al-Our'an, dan sejajar dengannya.” Ketika ia menegaskan bahwa al-Sunnah sejajar 
dengan al-Our'An dan tidak dapat dibatalkan (di-naskh) olehnya dan sebaliknya, 
sebenarnya Sunnah dibuat untuk menginterpretasikan, menghakimi dan 


membatalkan al-Gur'an.” 


Menurut al-Syaf?i (w. 204 H.) semua kemaslahatan hukum manusia dapat 
ditemukan dalam al-@ur“An dan al-Sunnah, tanpa perlu menggunakan akal, kecuali 
dalam keadaan terpaksa. Bagi al-Shaff'1, fungsi akal hanya untuk menderivasi aturan- 
aturan melalui penggunaan analogi (g1iy4s) yang ketat, yang didasarkan pada dua 


sumber materi hukum: al-Gur'in dan al-Sunnah.” 


Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) mengokohkan hujjiyah al-Hadith yang 
dipandang lemah, serta pendapat para sahabat Nabi (4thar al-sahdbah) dan para 
pengikut yang datang sesudah mereka, berkaitan dengan hukum dan interpretasi 


terhadap nas.” 


Pandangan empat Imam madzhab di atas terhadap maslahah juga diikuti oleh 
para ulama sesudahnya, seperti al-Juwaini (w. 478 H.), al-Ghazali (w. 505 H.), 
Ibn Taymiyah (w. 728 H.), Ibn Gayyim al-Jauziyah (w. 751 H.) , walaupun mereka 
kemudian menambahkan beberapa kriteria dan syarat dalam mengaplikasikannya. 
Pandangan al-Tiifi tentang maslahah sebagaimana penulis dikemukakan adalah 
berasal dari pembahasan (sharh) hadis nomor 32 dari kitab al-Hadith al-Arba'in al- 
Nawawiyyah. Al-Hadith dimaksud adalah berbunyi: 


JAN 3 


8 Muhammad Abu Zahrah, al-Shafi'i, (Kairo, Dar al-Fikr, 1948), 183-184, sebagaimana dikutip oleh Abdullah 
M. Al-Husayn al-Amiri, Dekonstruksi, 5. 


” Ibid. 
28 Ibid., 6. 
29 Ibid., 8. 
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“tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian 

dengan kerugian yang lain” .'" 

Tanpa memperdulikan kuat atau lemahnya rangkaian periwatan (sanad) atau 
otentik tidaknya penisbatan pada Nabi, al-Tiifi memandang teks hadits tersebut 
sebagai representasi yang valid dari tujuan al-Gur'An untuk melindungi kebaikan 
dan kemaslahatan manusia. Menurut al-Tufi, al-Hadith di atas hanyalah potongan 


kalimat yang bentuk lengkap atau aslinya adalah: '"' 


“Tidak boleh menyebabkan kerugian pada seseorang dan tidak boleh ada 
perbuatan merugikan yang bersifat pembalasan pada seseorang”. 


Menurut al-Tfi, kandungan hukum yang fundamental dari al-Hadith ini 
adalah: 


Kama ali Kn yan YI le yi pa Gaal Y 
“tidak sah tindakan menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali ada 
sebab khusus yang men-takhsis” 2 
Untuk menguatkan pandangannya tentang keharusan mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia serta penolakannya terhadap segala bentuk tindakan 
yang dapat merugikan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, al-Tifi 


menukil beberapa ayat al-Gur'an. Misalnya, surah al-Bagarah ayat 185: 


Ska Tek Lu St LUNA PN At : NE aa 5 2, 
olzall, Sal ya 3 sed Sam Ola as Jjl Gali Olima, 4 
£ ke 

s1 


Al Ga Sans pt SE Lana OS yag kana J8 RAN wa IS as 


100 Al-Toifi, Kitab al-Ta'yin, 234. Al-Hadits tersebut terdapat dalam al-Muwatta' nomor 1234, Sunan Ibn Majah 
nomor 2331 dan 2332. Periksa, Malik bin Anas, al-Muwatta', Vol. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), 37. 
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Vol. 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 143. 


101 Al-Tufi, Kitab al-Ta'yin,, 236. 
102 Ibid. 
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4 


aa 23 Alat US ag LI ha Y, LAN Kg DN op 
On la, an UE 


“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Our an sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil). karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 
dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah 
baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari 
yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan 
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 
yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. 


Al-Tufi juga menukil surah al-Nisa' ayat 28: 


O Kab NI A3 eat HA ol BN Ia 


“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan 
bersifat lemah.” '4 


Kemudian al-Tufi juga menukil surah al-Hajj ayat 78: 


Ia s3 KIE JAS Up KAK yh senin do Al 3 Lie, 
LAN AJ anon SAN ken. ba pin G3 
Lila, AAN Lag Gatt Je ng 507 Kena Kpd, 

Oei an Isi as ed ph lan SI 


“dan berjihadlah kamu padajalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 
kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, 
Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari 
dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Our'an) ini, supaya Rasul itu menjadi 


108 A/-Our'an Dan Terjemahnya, (Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramayn, 1990), 33. 
104 Ibid., 122. 
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saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, 

maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu 

pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah Sebaik-baik pelindung 

dan sebaik- baik Penolong.”'5 

Menurut al-Tafi, berdasarkan al-Hadith tersebut, bahwa mafsadah harus 
dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat umun kecuali 
mafsadah yang di-takhsis oleh dalil. Dengan demikian, kandungan al-Hadith ini 
harus didahulukan dari pada seluruh dalil-dalil hukum lainnya dalam upaya 
menghindari bahaya dan sekaligus untuk menggapai maslahah, sebab, lanjut al- 
Tuafi, andaikan sebagian dalil mengandung unsur darar (bahaya) dan kita 
menghilangkannya dengan mengamalkan kandungan al-Hadith tersebut—dengan 
metode takhsis dan bayan—,maka sebenarnya kita mengamalkan dua dalil secara 
bersamaan, tetapi bila kita tidak menghilangkan darar, maka berarti tidak mem- 
berlakukan salah satu dalil, yakni al-Hadith tersebut. Padahal mengkompromikan 


antara beberapa dalil adalah lebih utama dari pada mennyiakan salah satunya.'"$ 


Menurut al-Tfft, dalil-dalil syariat itu ada sembilan belas, yaitu: (1).al-Kirdb, 
(2). Al-Sunnah, (3). lima al- Ummah, (4). Ijmd' ahlal-Madinah: (5). Al-Oiyas, (6). 
Oawl al-Sahabt: (7). Al-Masalih al-Mursalah, (8). Al-Istishabs (9). Al-Bara"ah al- 
Asliyyahs (10). Al-Awaid, 01). Istigra) (12). Sadd al-Dzartah, (13). Istidlal, (14). 
Al-Istihsan, (15). A-Akhdz bi al-Akhaf, 16). Al-Ismah, (17). Iimd' Ahl al-Kufah, 
(18). lima” Asyrah, 19). limd' al-Khulafa al-Arbaah. '" 


Dari sembilan belas dalil tersebut, menurut al-Tufi, dalil yang terkuat adalah 
nas dan ijm4'. Keduanya terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan 


maslahah. Jika selaras dengan maslahah, berarti tidak ada masalah, karena tiga dalil 


105 Ibid., 523. 
106 Al-TAfi, Kitab al-Ta'yin, 237 
107 Ibid., 238. 
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sekaligus, yakni nas, ijm4” dan maslahah sepakat dalam satu hukum. Jika keduanya 
bertentangan dengan maslahah, maka yang harus didahulukan adalah maslahah, 
dengan cara takhsis dan baydn terhadap kandungan nas dan ijm4', bukan 
membekukan berlakunya salah satu dari dua dalil tersebut, sebagaimana al-Sunnah 


didahulukan dari al-Gur'An dengan cara bayan." 


Untuk menguatkan pendapatnya, al-Tiifi memberikan penjelasan cukup 
panjang mengenai pengertian dan ruang lingkup maslahah dan perhatian Shdri 
terhadap maslahah. Dalam pandangan al-Tiifi, kata maslahah berdasarkan wazan 
maf alah dari kata saldh, yang berarti “sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai 
dengan kegunaanya”. Misalnya, pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan 
untuk menulis. Pedang dibikin sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk 


memenggal.'” 


Sedangkan dalam tradisi (urf), maslahah adalah sarana untuk mencapai 
kebaikan keuntungan. Sedangkan menurut shara' adalah sesuatu yang menjadi 
penyebab untuk sampai kepada tujuan shar', baik berupa ibadat maupun adat. 
Kemudian, maslahah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang 
merupakan kehendak Shdri, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk 


kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat." 


Al-Yifi menganggap bahwa penggunaan maslahah hanya ada pada masalah- 
masalah yang berkaitan degan muamalat, bukan pada masalah-masalah yang 


berhubungan dengan ibadat dan mugaddarat. Sebab, masalah ibadat adalah hak 


108 Bagi al-Tiifi, kata maslahah adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahah dan manfaat. Misalnya, 
perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Sedangkan pengertian maslahah menurut syaria'at 
adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud Shari' baik berupa ibadat maupun 
adat. Kemudian maslahah terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang yang memang merupakan kehendak 
shari', yakni ibadat dan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dalam 
tatanan kehidupan, seperti adat istiadat. Periksa Ibid. 


109 (bid. 
110 Ibid., 274 
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Shari. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terkandung di dalam 
ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya 
berdasarkan petunjuk resmi 5)4ri. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa 
saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, sebab seseorang pembantu tidak 
akan dikatakan sebagai orang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah 


diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya. 


Demikian halnya dalam masalah ibadat. Karenanya, ketika para filosof telah 
mulai mempertuhankan akal, dan mulai menolak Shari'at, Allah swt amat murka 
terhadap mereka. Mereka tersesat jauh dari kebenaran. Bahkan mereka sangat 
menyesatkan. Berbeda halnya dengan kaum mukallaf, hak-hak mereka di dalam 
memutusklan hukum adalah perpaduan antara siydsah dan Shari'ah yang sengaja 


oleh pencipta dicanangkan untuk kemaslahatan umat manusia. '' 


Berkaitan dengan perhatian Sh4ri” terhadap maslahah, ada dua hal yang 
disampaikan al-T'fi: Pertama, al-Tiifi menolak dua pendapat yang menerima dan 
yang menolak sekaligus, apakah perbuatan Allah berdasarkan alasan (mu Allalah)? 
Menurut al-Tiifi, perbuatan Allah berdasarkan beberapa hikmah yang kembali 
kepada umat manusia (mukallaf), tidak kembali kepada Allah, karena Allah Maha 


Sempurna dan tidak membutuhkan yang lain.'' 


Kedua, al-Tift juga tidak menerima dua pendapat yang saling bertolak belakang 
berkaitan dengan pertanyaan: apakah perlindungan terhadap maslahah oleh Allah 
merupakan keharusan bagi Allah (wdjibah alayh)—seperti pendapat mu'tazilah— 
,atau hanya merupakan pemberian atau anugerah Allah pada makhluknya (tafaddul 
min Allah). Menurut al-Tfi, pemeliharaan atas maslahah adalah pasti datang dari 


11 Ibid., 279. 
11? Ibid. 
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Allah (wajibah minhu) secara tafaddul (pemberian, anugerah), dan bukan keharusan 
bagi-Nya (/4 widjibah 'alayh) 


Al-Yifi membangun pemikirannya tentang maslahah tersebut berdasarkan 


atas empat prinsip: 


a. Akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan 
keburukan. Hanya saja kemandirian akal untuk mengetahui baik dan buruk terbatas 


dalam ranah mu 'amalah dan adat istiadat: 


b. Sebagai kelanjutan pendapatnya yang pertama di atas, ia berpendapat bahwa 
maslahah merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujjahannya tidak tergantung 
pada konfirmasi nas, tetapi tergantung pada akal semata. Bagi al-Tifi, untuk 
menyatakan sesuatu itu maslahah adalah atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, 


tanpa memerlukan petunjuk nas, 


c. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, maslahah menjadi dalil syar'i hanya 
dalam bidang muamalah (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam 
bidang ibadat dan mugaddarat (sesuatu yang ukurannya telah ditentukan dalam 
nas), maslahah tidak dapat dijadikan dalil. Dalam kedua hal ini, nas dan ijm4-lah 
yang harus diikuti. Pembedaan ini terjadi karena di mata al-Tiifi ibadah merupakan 
hak yang khusus bagi Allah dan karenanya tidak mungkin mengetahui hak-Nya- 
baik dalam hal jumlah, cara, waktu maupun tempatnya kecuali atas dasar penjelasan 
resmi yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan muamalah dimaksudkan untuk 
memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Atas dasar ini, 
dalam hal ibadah Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya kita wajib 


mengikuti nas dalam bidang ini. Sedangkan di bidang muumalah, manusia dapat 


18 Ibid., 241-242. 


14 Periksa, Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam”, dalam Kontekstualisasi 
Ajaran Islam, (Jakarta: PARAMADINA, 1995), 254-257. 
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menentukan pilihannya sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat dan 
maslahah. Oleh karena itu, mereka harus berpegang pada maslahah ketika 


kemaslahatan itu bertentangan dengan nas, 


d. Bagi al-Tafi, secara mutlak, maslahah merupakan dalil syar2 yang paling 
kuat. Baginya, maslahah bukan hanya hujjah semata ketika tidak terdapat nas dan 
ijmd@', melainkan ia harus didahulukan atas nas dan ijm4 ketika terjadi pertentangan 
antara keduanya dengan cara takhsis dan bay4n. Pengutamaan dan mendahulukan 
maslahah atas nas berlaku dalam seluruh karakteristiknya, baik gati dalam sanad 


dan matn-nya ataupun zanni. 


Berdasarkan keempat asas ini, al-Tiifi menyusun tiga argument dalam 
mendahulukan maslahah atas nas dan ijmd sebagaimana berikut:" Pertama, bahwa 
kedudukan ijm4 sebagai dalil hukum diperselisihkan di kalangan ulama. Sementara 
maslahah telah disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang 1jm4' Ini berarti 
bahwa mendahulukan sesuatu yang disepakati (maslahah) atas hal yang 


diperselisihkan (im4) adalah lebih utama''5, 


Kedua, nas mengandung banyak pertentangan, dan hal inilah salah satu 
penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan memelihara maslahah 
merupakan sesuatu yang disepakati, Ketiga, terdapat nas dalam Sunnah yang 
ditentang oleh maslahah, seperti sikap sahabat Umar yang melarang menyampaikan 
al-Hadith Nabi tentang “garansi” masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimah 
tawhid. Larangan itu didasarkan pada kemaslahatan umat Islam, yaitu kekhawatiran 
sahabat Umar terhadap sikap bermalas-malas untuk beramal dengan dasar Al-Hadith 


tersebut.'' 


115 (bid. 
116 (bid, 
117 Ibid. 
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Menurut al-Yiifi, istid/al dalam ranah ibadah adalah berpijak pada nas, yakni 


al-Kitab dan al-Sunnah. Dua sumber hukum ini bisa jadi masing-masing berdiri 


sendiri dalam menjelaskan suatu hukum dan mungkin pula keduanya menjelaskan 


secara bersama-sama. Untuk memudahkan kalsifikasi tersebut dan langkah-langkah 


istidla-nya, penulis jabarkan dalam bentuk tabel berikut: 


Tabel 2.2 


Istidlal dalam ranah ibadah dan mugaddarat menurut al-Tafi 


Ruang Sumber Langkah-Langkah 
Lingkup Hukum 
a. Jika hanya satu ayat, maka ayat tersebut langsung dijadikan dasar hukum. 
b. Jika terdapat beberapa ayat, maka ada dua kemungkinan: 
- Tunggal dalam kandungan makna, maka sama dengan satu ayat: 
- Berbeda dalam kandungan makna, maka menempuh tahapan: 
Al-Gur'an saja kompromi, naskh dan mencari Sunnah yang sesuai dengan semangat al- 
(infarada bihi al- Ouran. 
Kitab) 
a. Jika hanya ada satu hadith sahih, maka hadith tersebut dijadikan dasar 
hukum. Tetapi kalau tidak sahih, maka menempuh jalur: mencari di al- 
Kitab, ijtihad, seperti dengan jalan mencari yang paling mendekati kepada 
adab dan tatakesopanan. 
Ibadah Al-Sunnah saja b. Jika terdapat beberapa hadith, maka ada beberapa kemungkinan: 
dan (infaradat bihi al- - Semuanya sahih dan satu kandungan makna, maka diperlakukan seperti 
Mugaddar at Sunnah) hanya terdapat satu hadith. Tetapi apabila kandungan makna hadith 


berbeda-beda, maka menempuh langkah: kompromi, naskh, mencari 
yang paling sesuai dengan al-Kitab dan ijma' 


- Bila yang sahih hanya satu hadith, maka posisinya sama dengan satu 
hadith. 


- Bila tingkat kesahihannya berbeda, maka didahulukan yang paling sahih 


Al-Gur an dan al- 
Sunnah 
(ijtama'a fi al-hukm 
Kitab wa Sunnah) 


a. Jika keduanya sama dalam kandunagn makna, maka keduanya dipakai 


sebagai landasan hukum, salah satu dari keduanya menjadi bayan atau 
penguat. 

Jika kandungan maknanya berbeda, maka menempuh langkah: kompromi, 
naskh, mendahulukan al-Kitab dari pada al-Sunnah. 


Sementara dalam ranah mu amalah, menurut al-Tiift, yang dijdikan pedoman 


istidIAl adalah maslahah. Maslahah dan dalil-dalil hukum yang lain—seperti nas, 


iimd dan giyis—,dalam melihat hukum sesuatu ada dua kemungkinan: sama atau 
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berbeda. Dalam mengaplikasikan dua kemungkinan ini al-Tift menawarkan langkah- 


langkah istid/4l sebagaimana berikut:'' 


Jika maslahah dan dalil-dalil hukum yang lain sama dalam menetapkan hukum, 
maka tidak ada masalah dan baik sekali, seperti sepakatnya nas, iim4” dan maslahah 
dalam menetapkan lima hukum yang bersifat mendesak (dariiri), yakni: gisds 
terhadap pembunuh, membunuh orang murtad, memotong tangan pencuri, had 


penuduh zina (g4dzif), dan had terhadap peminum khamr.' 


Apabila maslahah dan dalil hukum lainnya berbeda, maka diupayakan untuk 
mengkompromikan antara keduanya (al-jamu baynahumd), misalnya dengan 
membawa sebagian dalil pada sebagian hukum, tidak pada yang lain, selagi tidak 
menabrak maslahah dan tidak mempermainkan dalil. Tetapi apabila melakukan 
kompromi tidak memungkinkan, maka yang harus didahulukan dari pada dalil 
lain adalah maslahah, sebagaimana pesan Nabi dalam al-Hadithnya: 14 darara wa 
la dirdra. Makna al-Hadith ini, menurut al-Tifi, khusus dimaksudkan untuk 
menghilangkan mafadah (kerusakan) dan memelihara maslahah yang menjadi tujuan 
utama shara. Sedangkan dalil-dalil lainnya tidak ubahnya sebagaimana sarana 


(wasdil). Oleh karena itu, tujuan harus diutamakan dari pada sarana." 


Menurut al-Tiifi, maslahah dan mafsadah bisa jadi bertentangan. Oleh karena 
itu, perlu ada langkah-langkah penyelesaian untuk menghindari pertentangan 
tersebut. Suatu kasus hukum adakalanya hanya mengandung maslahah saja, atau 
mafadah saja, atau mengandung maslahah dan mafsadah sekaligus. Apabila suatu 
kasus hukum hanya memiliki satu unsur maslahah, maka tidak ada masalah, yakni 


maslahah tersebut dijadikan pijakan hukum. Namun apabila terdapat beberapa 


118 Ibid., 277. 
18 (bid. 
120 Ibid., 278. 
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maslahah, maka semuanya diupayakan dapat terakomudir dalam hukum tersebut. 
Bila langkah kompromi tidak memungkinkan, maka yang diprioritaskan adalah 
maslahah yang paling urgen, atau dengan cara diundi apabila dari sekian maslahah 


sama-sama pentingnya.'“ 


Suatu kasus hukum yang di dalamnya hanya ada unsur mafsadah, maka 
mafsadah tersebut dihindari, dan membuang seluruh mafsadah kalau memang 
terdapat beberapa mafsadah dan memungkinkan untuk menghindari semuanya. 
Bila langkah tersebut tidak mungkin dilakukan, maka cukup mengerjakan yang 
mungkin saja. Ketika tingkat mafsadah-nya tidak sama, maka yang dihindari adalah 
mafsadah yang lebih berat (irtikab akhaf al-d ararayn). Tapi bila kadar mafsadah- 
nya sama, maka memilih salah satu atau dengan cara diundi untuk menghindari 


tuhmah (prasangka buruk).'? 


Suatu kasus hukum yang di dalamnya terdapat unsur maslahah dan mafsadah, 
maka yang ditempuh adalah mengambil maslahah dan menolak mafsadah. Jika 
langkah itu tidak mungkin, maka dipertimbangkan mana yang paling penting, 
apakah menarik maslahah atau menolak mafsadah. Namun apabila masing-masing 
sama-sama pentingnya, maka dipilih “sesukanya” atau kalau perlu dengan cara 


diundi, untuk menghindari tuhmah.' 


Apabila dalam satu kasus hukum terjadi pertentangan antara dua maslahah, 
atau dua mafsadah, atau maslahah dan mafsadah, maka yang dijadikan dasar 
penetapan hukum adalah aspek yang paling dominan (arjah), baik dari unsur 
maslahah maupun unsur mafsadah. Kalau semuanya dalam kadar yang sama, maka 


boleh memilih atau menempuh jalur diundi. 


12 (bid. 
12 Ibid., 279. 
123 (bid. 
12 Ibid., 279. 
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Mapping dan Perbandingan Maslahah Menurut al-Ghazali, 


al-Shatibi, dan al-Tufi. 


Nama Tokoh Latar Belakang Klasifikasi Cara Mengetahui Fungsi 
Pemikiran Maslahah Maslahah 
Maslahah 
Ghazali Madzhab : Syafi'i, Kekuatannya : Ta'lil al-ahkam : Dapat dijadikan 


(450 H/1058- 


dalil hukum setelah 
al-@uran, al- 
Sunnah dan Ijma' 


dharorat, hajat, 
tahsinat (masing- 
masing 


metode yang 
dipakai dalam 
pencarian illat 


pertimbangan 
hukum apabila 
memenuhi 


505 H/1111 
M) adalah giyas. ljtihad | menyangkut (alasan hukum) kualifikasi: darirat, 
bagi al-Shafi'i pemeliharaan sebagai salah satu kulliyat dan diyakini 
adalah giyas, bukan | terhadap agama, rukun giyas betul-betul akan 
lainnya. jiwa, akal, mendatangkan 
keturunan dan kemaslahatan. 
merta Sedangkan 
Cakupan : maslahah hajat dan 
tahsinat tidak dapat 
Kulli (universal), dijadikan 
juzi (parsial) pertimbangan 
, hukum kecuali 
Legalitas : apabila diperkuat 
Muaththirah sala Ta Sa 
(berdampak dan yang 
dianggap sebagai Hokumnya 
99 p 9 dijelaskan dalam 
pertimbangan Ta 
nas), cara kerja ini 
hukum), mulghah 
: adalah metode 
(tidak angggap vas 
sebagai Aya. 
pertimbangan 
hukum). 
Al-Shatibi Madzhab: Kekuatannya : ljtihadi dan -Metode ijtihad ala 
730H/1328M- | Maliki: mengakui dhartirat, hajat, neipanaa pala Te Ghamangsalah 
teks: dengan prinsip 


790 H/1388 M 


maslahah mursalah 
sebagai metode 
penggalian hukum 
Islam setelah al- 
OGur'an, al-Sunnah 
dan ljma' 


tahsinat (masing- 
masing 
menyangkut 
pemeliharaan 
terhadap agama, 
jiwa, akal, 
keturunan dan 
harta). 


Cakupan : 


Dunyawiyyah dan 
Ukhrawiyyah. 
Masing-masing 
meliputi unsur: 


Menguasai bahasa 
Arab dan seluk 
beluknya, 
Menguasai Sunnah, 


Mengetahui asbab 
al-nuzil 


utama, magasid al- 
shari' berada di atas 
magasid al- 
mukallaf. 


- al-magasid “amah 
menjadi 
pertimbangan 
dalam penetapan 
hukum yang 
didasarkan pada 
dalil juz'iy 
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Kulliy (universal), 
juziy (parsial) 


Legalitas : 


Mu'tabarah, 
mulghah dan 
mursalah 


Al-Tufi 
(675 H/1277- 


716 H (1318 
M) 


Madzhab : Hanbali 


Kekuatan : 


Tanpa kalsifikasi 
dartiriyyat, hajiyyat 
dan tahsiniyyat. 
Baginya, maslahah 
bersifat mutlak, 
tanpa batas. 
Kekuatannya 
berkisar pada 
katagori: rajih/gawi 
dan arjah/agwa 


Cakupan : 
masalahah 
dunyawiyyah dan 
maslahah 
ukhrawiyyah. 


Legalitas : 


Semua maslahah 
legal, baik sesuai 
dengan nas atau 
tidak 


Akal semata dapat 
mengetahui 
maslahah. 


Sebagai metode 
penggalian hukum 
secara mandiri 
(mustadil) dalam 
ranah mu'amalat 
saja. 


D. Interkoneksitas Maslahah sebagai Pendekatan dalam 
Penggalian Hukum Islam 


Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tujuan syariat Islam 


adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya mafadah 


(kerusakan) bagi manusia, baik bersifat dunyawiyyah maupun ukhrawiyyah. 


Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut tercakup dalam lima hal pokok 
(al-usil al-khamsah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Lima hal pokok 


tersebut adalah bersifat hirarkis, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan agama 


didahulukan dari pada empat kemaslahatan yang lain, demikian juga kemaslahatan 


jiwa didahulukan dari pada kemaslahan akal, keturunan, dan harta. 
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Lima maslahah tersebut saling terkait dan saling mendukung. Perintah 
melaksanakan shalat lima waktu misalnya, walaupun tujuan utamanya adalah 
pemeliharaan akan kemaslahatan agama (hifz al-din), tapi juga terkait dengan 
pemeliharaan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan harta.” Seseorang yang 
akan melaksanakan shalat disyaratkan harus suci dari hadath dan najis, dan 
disunnahkan ber-siwak, serta disunnahkan mandi ketika mau melaksanakan shalat 


jum'at. Aturan shalat ini merupakan pemeliharaan atas kemaslahatan jiwa. 


Seseorang yang akan melaksanakan shalat juga harus dalam kondisi sehat 
akalnya, tidak dalam keadaan mabuk. Allah dengan tegas melarang “mendekati” 
shalat ketika seseorang mabuk. Dengan demikian, shalat juga berkaitan dengan 
kemaslahatan akal. Shalat yang dilaksanakan dengan benar dan penuh keikhlasan 
akan menjauhkan dari perbuatan keji (fakhsh4), seperti perbuatan zina, dan juga 
hal-hal yang tidak sejalan (munkar) dengan hal-hal yang berlaku dan baik menurut 
norma agama dan masyarakat. Kemaslahatan yang terdapat dalam shalat tersebut 
adalah termasuk kategori hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan). Shalat juga melatih 
seseorang disiplin dan tepat waktu, karena shalat dinilai sah ketika dilaksanakan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan lebih utama bila dilaksanakan di awal 
waktunya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang yang selesai melaksanakan shalat 
Jum'at agar tidak menyia-nyiakan waktu tanpa bermakna, ia diperintah agar segera 
menyebar di muka bumi, mencarai rizki (fadl Allah). Dengan demikian, perintah 
Allah agar menjadikan shalat sebagai sarana minta pertolongan (istidnah) dalam 
menjalani problem kehidupan,—termasuk tentang problem mencari nafkah—,juga 
diimbangi dengan perintah berusaha untuk mewujudkannya. Dari penjelasn ini, 


maka shalat juga berkaitan dengan perlindungan harta (hifz al-mal). 


125 Pembahasan cukup lengkap tentang maslahah yang terkandung dalam shalat, dapat dibaca karya Afzalur 
Rahman, Tuhan Perlu Disembah, Terj. Hasmiyah Rouf, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 44-276. 
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Keterkaitan masing-masing lima unsur pokok, seperti dalam contoh shalat 
tersebut di atas, maka hubungan antar maslahah (interkoneksitas maslahah, ittisaliyat 
al-masalih) dalam bingkai lima unsur pokok (al-usil al-khamsah: agama, jiwa, akal, 


keturunan, dan harta) dapat dilihat dalam bagan berikut: 


Bagan 2.2 
Interkoneksitas maslahah (ittis4liyat al-masalih) 


(a) 
keturunan 


Bagan di atas menggambarkan bahwa setiap lima unsur pokok maslahah 
memiliki sel (wilayah cakupan) tersendiri. Keberadaan sel di masing-masing unsur 
bukan berarti sama sekali tidak terkait dengan unsur yang lain, tapi justru ada 
keterkaitan dan saling melengkapi antara satu unsur dengan unsur yang lain. Agama, 
sebagai kemaslahatan yang harus diprioritaskan dari kemaslahatan lainnya, tidak 
akan terwujud tanpa keberadaan jiwa, akal, keturunan, dan harta.?S Dengan kata 
lain, keberlangsungan kemaslahatan agama membutuhkan empat kemaslahatan 
tersebut. Demikian juga kemaslahatan jiwa butuh pada agama, akal, keturunan, 


dan harta. 


126 Pelaksanaan shalat misalnya, tidak akan terwujud secara sempurna tanpa keberadaan jiwa dan akal yang 
sehat serta harta untuk keperluan menutupi aurat sebagai syata sahnya shlalat 
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E. Konsep Interkoneksitas dalam Wacana Kajian Ilmu 
Keislaman Kontemporer: sebuah Perbandingan. 

Dalam lingkup kajian ilmu keislaman yang lebih luas, konsep interkoneksitas 
sejatinya telah digagas oleh Amin Abdullah. Menurut Amin, paradigma 
interkoneksitas berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas kehidupan 
manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, setiap 
bangunan keilmuan, baik agama, sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat 
berdiri sendiri. Tegasnya, kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling 
koreksi, dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan akan lebih dapat 
membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan yang dijalaninya dan 


memecahkan persoalan yang dihadapinya.'” Amin Abdullah menegaskan: 


“Hadarat al-nas (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks) 

memang tidak lagi bisa berdiri sendiri, terlepas sama sekali dari hadarat al- 

'ilm (sain dan teknologi) dan juga tidak bisa terlepas dari hadirat al-falsafah 

(budaya filsafat, etik) dan begitu pula sebaliknya” 2 

Hadarat al-'ilm (budaya ilmu) yang tidak dipandu dengan hadarat al-falsafah 
(budaya etik-emansipatoris) yang kokoh akan berakibat pada tercerabutnya dari 
keberpihakan pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Sementara 
kombinasi hadirat al-nas (budaya teks bayani) dengan hadarat al-'ilm (sain dan 
teknologi) saja, tanpa mengenal humanities kontemporer sedikitpun dapat me- 
lahirkan gerakan radicalism-fundamintalism. Dengan demikian, masih menurut Amin 
Abdullah, kehadiran hadirat al-falsafah (etik yang bersifat tranformatif liberatif) 
sangatlah dibutuhkan. Demikian pula, haddrat al-falsafah (budaya filsafat) akan 


terasa kering, jika sama sekali tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang terhampar 


127 Amin Abdullah, Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2006), vii-viii. 
128 Ibid., 402. 
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luas dan rapi dalam budaya teks.'? Interkoneksitas tiga entitas budaya teks, filsafat 
dan sain-teknologi dalam dunia akademik, seperti STAIN, IAIN, dan UIN, menurut 
Amin Abdullah dapat terlihat dalam skema berikut: 


Bagan 2.3 


Skema Interconnected Entities' 


hadharah 
al-nas 


hadharat 
al-'ilm 


hadharat 
al-falsafah 


Amin Abdullah juga menegaskan, sudah saatnya para pengkaji ilmu keislaman 
melakukan rekonstruksi dan pemahaman ulang tentang istilah irtihad dan hulil 
yang banyak dipakai dalam pemikiran tasawwuf klasik yang sering dikritik oleh 
Jugaha' dan mutakallimim. Agar dapat dipahami secara praktis-fungsional, wihdat 
al-wujud, hulil seharusnya tidak diartikan sebagai menyatunya unsur ketuhanan 
dan kemanusiaan, tetapi lebih mengandung arti menyatunya basic human need, 
yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, afilitas keagamaan atau religiolitas, 
kebutuhan aktualisasi diri dan sebagainya, tanpa terlalu memandang perbedaan 
ras, kulit, etnis dan agama. Pemahaman seperti tersebut di atas, menurut Amin, 


disebut sebagai irtihdd al- rif wa al-maruf' 


129 Ibid., 403. 
180 Ibid., 405. 
131 Ibid., 381-382. 
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Konsep interkoneksitas “trinitas” haddrah keilmuan yang digagas Amin 
Abdullah di atas adalah berada dalam tataran telaah kritis, lapis ketiga dalam studi 
Islam. Menurut Amin, ada tiga wilayah keilmuan Islam: Pertama, wilayah praktik 
keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan oleh para 
ulama, mufassir, tokoh masyarakat sesuai dengan bidang dan kecenderungannya 
masing-masing. Lapis keilmuan ini, pada umumnya “alergi” terhadap klarifikasi 
dan penjernihan teoretik keilmuan. Pada level ini, masih menurut Amin Abdullah, 


sulit dibedakan antara agama dan tradisi, agama dan budaya, dan antara beliefdan 


habits of mind. 


Lapis kedua, wilayah teori-teori keilmuan yang disusun dan dirancang 
sedemikian rupa oleh para ulama pada bidangnya masing-masing, seperti uliim al- 
tafsir, ulim al-hadith, Islamic though (kalam, falsafah, dan tasawuf), figh (hukum 
dan pranata sosial), sejarah peradaban Islam, pemikiran Islam, dan dakwah Is- 
lam. Teori-teori keilmuan Islam pada lapis kedua ini sejatinya adalah buah 
abstraksi deduktif dari teks wahyu, dan abstraksi induktif dari praktik-praktik 
keagamaan yang hidup dalam masyarakat muslim era ke-nabian, sahabat, 14b1'in, 
dan sepanjang sejarah perkembangan masyarakat muslim, berikut hiruk-pikuk 
politik, sosial, budaya yang disadari atau tidak punya andil dalam mengkonstruk 


teori-teori tersebut. 


Lapis ketiga, adalah telaah kritis (gird'ah nagdiyyah muntijah), atau yang 
dikenal dengan meta discourse, terhadap sejarah perkembangan jatuh-bangunnya 


334 Pada lapis ini, teori- 


teori-teori keilmuan yang disusun ulama pada lapis kedua. 
teori yang oleh sebagian kalangan dianggap sudah kokoh dan matang matang (nadij), 


dan karenanya diyakini sesbagai sesuatu yang “kebal” akan kritik (ghayr gabil li al- 


12 Ibid., 72-73. 
188 Ibid, 
184 Ibid. 
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nigash), didialogkan dengan keilmuan yang lain, baik dalam rumpun keilmuan 
sejenis, —seperti ulim al-Our an didialogkan dengan “ulim al-Hadith dan sejarah 
peradaban Islam dan seterusnya,— maupun didialogkan dengan rumpun keilmuan 
lain, seperti ilmu kealaman, ilmu budaya, ilmu sosial. Lapis ketiga keilmuan Islam 
ini, menurut Amin Abdullah, sesungguhnya dibidangi oleh filsafat ilmu-ilmu 


keislaman. 


Oleh karena konsep interkoneksitas termasuk kajian kritis terhadap ilmu 
keislaman pada lapis kedua yang dibidangi filsafat ilmu-ilmu keislaman, maka konsep 
tersebut dapat dicermati dari aspek konsistensi, koherensi, dan korespondensi. ' 
Dari aspek konsistensi, satu ajaran Islam, seperti menghargai martabat kemanusiaan 
harus mempunyai hubungan terpadu dengan poin-poin ajaran Islam yang lain, 
hubungan teks dengan teks, hubungan dengan hasil ijma dan irtifag ulama hasil 
bahth al-masdil, munas tarjih dan pernyataan tokoh masyarakat muslim, pimpinan 


organisasi, dan pejabat agama.'” 


Dari aspek koherensi, satu poin ajaran Islam harus terkait dengan ajaran Islam 
lainnya, tidak boleh terlepas sendiri-sendiri. Konsep ketuhanan tidak terlepas dari 


konsep kepedulian sosial, kelembutan dan belas kasihan pada orang lain tidak 


185 Ibid., 74. 


186 Dalam filsafat ilmu, ada tiga teori kebenaran: Pertama, teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau 
keadaan benar itu adalah apabila ada kesesuaian (correspondence) antara arti yang dimaksud oleh suatu 
pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan 
demikian, kebenaran adalah yang bersesuaian dengan fakta, yang berselaras dengan realitas, yang serasi 
(correspondence) dengan situasi aktual: Kedua, teori koherensi atau konsistensi. Teori ini menyatakan, 
bahwa kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan (judgement) dengan sesuatu yang lain, yaitu 
fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran 
ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita 
ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lain 
saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Karenanya lahirlah rumusan: Truth is a 
systemic coherence (kebenaran adalah saling hubungan yang sistematis): Truth is consistency (kebenaran 
adalah konsistensi dan kecocokan): Ketiga, Teori Pragmatisme. Menurut teori ini, benar tidaknya suatu 
ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada asa s manfaat. Sesuatu dianggap benar jika 
mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Periksa, Amsal Bakhtiar, 
Filsafat Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 112-121. 


137 Amin Abdullah, Islamic Studies, 79. 
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terlepas dari ketegasan menghadapi perbuatan tercela, doktrin ukhuwwah 
(persaudaraan) tidak terlepas antara yang bersifat Islamiyyah, bashariyyah 
(kemanusiaan), dan wataniyyah (kebangsaan): doktrin keadilan (al- adalah) terkait 
erat dengan doktrin ins4niyyah (kemanusiaan), ajaran kejujuran (al- amdnah) lekat 
dengan ajaran inklusivitas dan toleransi (al-samdhah), dan begitu seterusnya." 
Sementara dari aspek korespondensi, adalah samanya teori dengan praktik, antara 


konsep murni dengan terapan.” 


Dengan tiga kriteria yang menjadi titik tolak pola pikir filsafat ilmu-ilmu 
keislaman di atas, maka ajaran dan doktrin Islam yang ditulis, dikatakan, dan 
dipropagandakan oleh umat Islam dalam kurun waktu tertentu dapat dianalisis 
secara mendalam dan kritis (gir4 ah nagdiyyah), apakah memenuhi aspek konsistensi, 
koherensi, dan korespondensi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan 


memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan planet Bumi dan isinya. 


Dari paparan konsep interkoneksitas tiga entitas budaya (al-haddrah) keilmuan 
yang digagas Amin Abdullah di atas, dapat ditegaskan di sini, bahwa konsep tersebut 
berbeda dengan konsep interkoneksitas maslahah yang penulis gagas. Perbedaan 
tersebut setidaknya dapat dilihat dalam dua hal berikut: Pertama, dalam aspek 
cakupan interkoneksitas pada dua konsep di atas. Cakupan interkoneksitas maslahah 
secara tegas berkisar pada wilayah al-us'il al-khamsah (lima hal pokok: agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta) yang menjadi sentral kajian magasid al-shrt'ah dengan 
tetap mempertimbangkan tiga sekala prioritas: aspek daruriyyat, hdjiyyat, dan 
tahsiniyyat, disamping juga mempertimbangkan sekala prioritas dari lima hal pokok 
tersebut dalam upaya merumuskan hukum Islam yang bercita-rasakan magdsid al- 


shart'ah, dengan prinsip perlindungan terhadap al-usil al-khamsah secara bersamaan. 


188 Ibid., 80. 
189 (bid. 
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Oleh karena lingkup cakupan interkoneksitas maslahah adalah hakikat magesid al- 
shari ah, yakni kemaslahatan dalam bingkai al-usil al-khamsah, maka hukum yang 
lahir darinya dapat di-nisbat-kan pada magiasid al-shari ah, seperti al-libas al- 


magasidi, al-igtisad al-magisidi, -al-sawm al-magisidi, dan seterusnya. 


Sementara interkoneksitas tiga entitas budaya keilmuan yang diusung Amin 
Abdullah diorientasikan pada upaya mendialogkan tiga entitas budaya keilmuan 
yang berbasis pada teks, ilmu, dan filsafat dalam kerangka pembacaan kritis terhadap 
lapis kedua kajian ilmu-ilmu keislaman, dengan harapan dapat menghasilkan 
pemahaman terhadap agama yang betul-betul membumi, sesuai dengan kebutuhan 
ke-kini-an dan ke-di sini-an (sdlih li kull zamdn wa makin). Dengan demikian, 
cakupan wilayah konsep interkoneksitas maslahah lebih khusus dari pada konsep 


interkoneksitas tiga entitas budaya keilmuan. 


Perbedaan kedua, konsep interkoneksitas maslahah lahir dari kegelisahan 
akademik penulis atas kajian magasid al-shart'ah yang hanya berkutat pada kajian 
maslahah dalam lingkup al-usil al-khamsah dengan mempertimbangkan skala 
prioritas daririyyat, hdjiyyat, dan tahsiniyyat, tanpa ada upaya melakukan analisis 
dari aspek keterkaitan satu maslahah dengan maslahah yang lain, sehingga hukum 
yang dilahirkan darinya hanya peduli pada satu maslahah, dan mengabaikan 
maslahah yang lain. 


Dengan paradigma interkoneksitas maslahah, kewajiban melakukan shalat lima 
waktu, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai perintah Tuhan yang hanya 
berhubungan dengan kemaslahatan agama, tapi juga diyakini sebagai perintah yang 
terkait dengan empat kemaslahan lainnya: jiwa, akal, keturunan, dan harta sekaligus. 
Demikian pula tentang ajaran berbusana, berbisnis, berpolitik, dan lainnya. 
Tegasnya, setiap satu kemaslahatan tidak berdiri sendiri, ia mempunyai hubungan 


yang erat dengan kemaslahatan yang lain, saling menyempurnakan dan melengkapi. 
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Dengan demikian, konsep interkoneksitas maslahah merupakan kelanjutan 
dan menyempurnakan konsep maslahah yang disusun oleh para ulama, dan 
dirumuskan dari dalil-dalil juz'iyydt (parsial, spisifik) dan beberpa hukum Islam 


yang sejenis dengan metode induktif (istigrd'1). Konkritnya, kaidah figh yang penulis 
gagas: 


Id JSI IS pall Ylksil ASI Gl La 
“Sesuatu yang lebih banyak koneksitasnya dengan maslahah adalah lebih 


banyak keutamaannya”. 


dapat melengkapi ruang kosong kaidah magasidiyyah, seperti kaidah: 


1. Jl ll (bahaya harus dihilangkan). 

2. yusill Hlas Aukall (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan). 

3. Gl) damdi mai 3 3 all (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu 
yang terlarang). 

4. bad! cola (de paito Julidl b ya (Menolak mafsadah didahulukan dari 
pada menarik maslahah). 

5. Cagial cilSi jul) ya Lagalaci ce) Uliamis Gaji ISI (apabila dua 
mafadah saling bertentangan, maka mafsadah yang paling besar bahayanya 
dipelihara dengan melakukan bahaya yang lebih ringan). 

6. B9 mall Al jua J yi dalall (kondisi hajah dapat menempati posisi 
darurat). 

Sementara konsep interkoneksitas tiga entitas budaya keilmuan yang digagas 
Amin Abdullah merupakan jawaban atas kegelisahan akademik pencetusnya 
sehubungan dengan ketegangan atau tension yang tampak begitu jelas antara sisi 


“normativitas” dan “historisitas” keberagamaan di Perguruan Tinggi Agama Islam 


140 Periksa Jalal al-Din al-Syfiti, al-Ashbah wa al-Nazair ff al-Furd', (Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.th), 
55-62. 
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yang terjadi dalam kurun waktu 1990-1997, dan sedikit berkurang pada kurun 
waktu 1998-2005, seiring dibukanya program magister di Perguruan Tinggi Agama 


baik negeri maupun swasta.“ Amin Abdullah menulis: 


“Untuk mengurangi ketegangan yang sering kali tidak produktif, penulis 
menawarkan paradigma keilmuan “interkoneksitas” dalam studi keislaman 
kontempoer di Perguruan Tinggi. Berbeda sedikit dari paradigma “integrasi” 
keilmuan yang seolah-olah berharap tidak akan ada lagi ketegangan 
dimaksud, yakni dengan cara meleburkan dan melumatkan yang satu ke 
dalam yang lainnya, baik dengan cara meleburkan sisi “normativitas- 
sakralitas” keberagamaan secara menyeluruh masuk ke wilayah “historisitas- 
profanitas”, atau sebaliknya membenamkan dan meniadakan seluruh sisi 
historisitas keberagamaan Islam ke wilayah normativitas-sakralitas tanpa 
reserve, maka penulis menawarkan paradigma “interkoneksitas” yang lebih 
modest (mampu mengukur kemampuan diri sendiri), humality (rendah hati), 
dan human (manusiawi). 2 
Kutipan di atas menunjukkan, bahwa konsep interkoneksitas yang diusung 
Amin Abdullah lahir dari “rahim” kegelisahan akademik berkaitan dengan tarik- 
ulur antara “normativitas-sakralitas” dan “historisitas-profanitas” dalam kajian Is- 
lam pada satu sisi, dan sulitnya mewujudkan paradigma “integrasi” keilmuan di 
sisi lain. Menurutnya, paradigma interkoneksitas lebih mudah untuk direalisasikan 
dalam dunia akademik, karena lebih modest (mampu mengukur kemampuan diri 


sendiri), humality (rendah hati), dan human (manusiawi). 


Kekhawatiran akan sulitnya —untuk tidak mengatakan mustahil— 
merealisasikan paradigma “integrasi” keilmuan cukup beralasan, karena bigitu 
luasnya jarak pandang atau horizon keilmuan integralistik. Paridigma integralistik 
keilmuan meniscayakan dikuasainya dua sumber asasi ajaran Islam, yakni al-Gur' An 
dan al-Hadith yang dimaknai secara hermeneutis sebagai landasan pijak pandangan 


hidup (weltanschauung) keagamaan, serta terampil dalam menganalisis isu-isu yang 


141 Periksa, Amin Abdullah, Islamic Studies, vi-vii. 
182 Ibid. 
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menyentuh problem kemanusiaan di era modern dan pasca modern dengan 
dikuasainya ilmu-ilmu alam (natural science), ilmu-ilmu sosial (social science), dan 
humaniora (bumanities).8 Hubungan keilmuan tersebut oleh Amin Abdullah 
diilustrasikan dalam gambar jaring laba-laba berikut: 


Bagan 2.4 


Horizon Jaring Laba-laba Keilmuan 
Teoantroposentrik-integralistik 


dalam Universitas Islam Negeri!“ 


F. Cara Kerja Ijtihad Magisidi dengan Basis Interkoneksitas 
Maslahah 

Sebelum masuk dalam pembahasan ijtihad magasidi, perlu dipahami apa 

sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah ijtihad, serta seluk beluk yang berkaitan 


dengannya 


Istilah ijtihdd magasidi (penggalian hukum Islam dengan pendekatan magisid 
al-shari ah) adalah istilah yang digagas oleh al-Shatibi dalam karyanya, al-Muwafagat 
JK Usul al-Shariah. Dalam buku tersebut, al-Shatibi menyusun kaidah-kaidah 


143 Ibid., 106. 
14 Ibid., 107. 
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magasidiyyah yang dijadikan pijakan dalam penggalian hukum Islam. Menurut 
Abdurrahman Ibrahim al-Kilani, sebagaimana dikutip oleh Imam Mawardi, kaidah- 
kaidah magisidiyyah yang digagas oleh al-Shatibi dapat dipetakan dalam tiga 


kategori: 


Pertama, Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema maslahah dan mafsadah, 


yang secari rinci sebagaimana berikut: 


bea Ja VI, Jalal! (alan) ella 3 Lai dil Ai aaag 


“Penentuan hukum-hukum syari'at adalah untuk kemaslahatan hamba, baik 
untuk saat ini maupun nanti” $ 


Pe Ke NA TUNTA| 
“Yang bisa dipahami dari penentuan Tuhan adalah bahwa ketaatan dan 


kemaksiatan diukur dengan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang 
ditimbulkannya” 


oil 3 ea AIYa  je—i le Jaslll Aga ya (sal gill, ya 3! 
YAI slama ia Lag Kami ji agan pal gd La Up OLAYI 
Akal yA, lead Elia YI Gill Jim Lag Ga gai! Gya Alai 

BA ai A3 


“Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya. 
Perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnat dan 
antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari teks, tetapi dari makna 
dan analisis dalam hal kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu 
terjadi” 8 


145 Imam Mawardi, Figh Minoritas (Yogyakarta: LKiS, 2010), 213-214. Beberapa kaidah yang di sebutkan oleh 
Imam Mawardi berkaitan dengan kaidah magasidiyyah sebenarnya telah dirangkum oleh Ahmad al-Raysuni 
dengan mempetakan menjadi dua kategori: Pertama, kaidah yang berkaitan dengan tujuan-tujuan Shari' 
(Allah swt), terdiri dari tiga puluh tiga kaidah: Kedua, kaidah yang berkaitan dengan tujuan-tujuan mukallaf, 
terdiri dari ila puluh empat kaidah. Periksa, Ahmad al-Raysuni, Nazariyat al-Magasd 'Inda al-Imam al- 
Shatibi, (Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 344-349. 

146 (bid. 

147 bid. 


148 (bid. 
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Akiio YI Sa Banaall pa Un lia dio All! ya Cl 13) Zaluaall yg) 
“Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan dalam 


hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang 
dikehendaki secara syara' yang perlu diwujudkan” 


Wed JS dal ml 3 ga» Ja ji Y al on A0 3 pall AKA! 

Lela Laal ja 

“Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak 

mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan 

partikel pada saat bersamaan” 8 

Uraian kaidah-kaidah tersebut dapat ditegaskan bahwa nilai, makna, dan 
eksistensi kemaslahatan berada pada posisi di atas otoritas teks dalam penentuan 
hukum Islam, suatu kondisi yang bertolak belakang dengan posisi teks dalam istimbat 


hukum konvensional-klasik. 


Kategori kedua, berkaitan dengan kaidah berpikir magisid sebagai upaya untuk 


menghilangkan kesulitan (raf'u al-haraj) yang meliputi: 


A3 Sail Gea HS) ada plg LA 


“Shari' (Allah) tidak bermaksud menyulitkan dan menyengsarakan dalam 
memberikan taklif (beban hukum)'? 


YAI, Ria AA 4 p jo Lag HI ai AN Oi RN 
Cai (le Batal) pellet! ya LAN La saia Ja Aid) ad aa 
“Tidak dipertentangkan bahwa Allah telah menetapkan hukum taklif yang 
di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, tetapi bukanlah esensi kesulitan 


itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemaslahatan yang kembali 
kepada orang mukallaf yang menjalankannya” '5 


149 (bid. 
150 (bid. 
151 (bid, 215-216. 
152 Ibid, 
153 (bid, 
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Jan 8 ya Sami Jay Y Lag SI) AI al Ge Gama EBT 
Abal gl Akmal al gi Ato gan (all Batasi Amal) Sllaa 
“Jika ada suatu tujuan yang menurut logika di luar kemampuan hamba, 


maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya 
atau yang serupa dengannya” 


Ca ARYI Jae YI Jawa gl G3 yJal! (le Laluatitas HSNI Ah ja day all 
Jaa 


“Syari'at perlu dijsisnksn dengan cara yang moderat dan adil, mengambil 
dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan 
dan kelemahan” 


Cas Y Va lh mall AI Ka yan (le Alang Jail aah Il Ia 
SUS patia Ddal al Yg Alit le la pe sea led jl Nic 


“Pada dasarnya, apabila pelaksanaan suatu pendapat akan mengarahkan pada 
kesulitan atau pada hal yang tidak mungkin secara logika atau syara', maka 
hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan istigamah (tetap) sehingga tidak 
perlu diteruskan” 18 


bento Hill! al 33 Ilae YI (ed JUS 3 gatau 


“Termasuk dari tujuan syara' dalam setiap perbuatan adalah tetap 
konsistennya mukallaf atas perbuatan tersebut” .!” 


Kategorisasi ketiga kaidah magesidiyah menurut al-Shatibi adalah berkaitan 
dengan akibat akhir dari perbuatan yang dilkukan oleh mukallafitu sendiri. Kategori 


ini terdiri dari dua kaidah berikut:'38 


dilas gl AB ya JeAYI CS Le jai ad guna para Ulas YI Lyla aa 


154 (bid. 
155 (bid. 
156 (bid. 
157 Ibid. 
158 Ibid., 217. 
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“Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh 
syara', baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan syara' maupun 
bertentangan” .'” 


dilinaa 3 alan YI at Ul agindll 


“Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum” 8 


Dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah magasidiyyah tersebut di atas dalam 
sebuah ijtihad, seorang mujtahid harus melakukan langkah-langkah berikut: 


Pertama, berpijak pada teks al-OGur'an dan al-Sunnah dan hukum yang ter- 
kandung di dalamnya serta tujuan-tujuannya (al-nusis wa al-ahkam bi magesidiha). 
Langkah ini menegaskan bahwa ijtihad magisidi tetap menjadikan al-Guran dan 
al-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum. Seluruh proses dan produk hukum 
tidak boleh menyimpang dari semangat dua sumber hukum tersebut.'5' Ketika 
nas al-Guran dan al-Hadits petunjuknya adalah pasti (gatiy al-dalalah), maka 
iitihad magasidiy tidak boleh menyimpang dari ketentun hukum nas tersebut. 
Dengan demikian, tidaklah benar, dugaan adanya pertentangan antara nas gatiy 
dengan maslahah, yang kemudian berpretenti maslahah harus didahulukun dari 
pada nas gat'iy tersebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah pertentangan antara 
nas gatiy dengan maslahah maznunah/wahmiyyah (kemaslahatan yang bersifat dugaan 
atau prasangka), sehingga nas gat'i yang harus dikedepankan dan mengesampingkan 


apa yang diduga maslahah. 


Ketika ijtihad dilakukan dalam ranah nas yang dalalahnya adalah zanniy 
(bersifat dugaan, bukan pasti), maka ijtihad harus masih dalam lingkup makna nas 


zannty tersebut, dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan 


150 (bid. 
160 (bid. 
181 Periksa pula, Nur al-Din al-Khadimiy, al-ljtihad al-Magasidiy (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2010), 144. 
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makna yang paling dekat dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah 
swt, dengan menjadikan magisid al-shari ah sebagai pendekatannya. Mujtahid tidak 
boleh hanya berhenti pada makna literal teks, tetapi harus berupaya untuk 
menyingkap magasid al-shariah yang ditunjuk oleh teks, sehingga hukum yang 
diperoleh bercita-rasakan kemaslahatan. Contoh kasus hukum yang dapat 
dikemukakan di sini adalah berkaitan dengan boleh tidanya menguarkan zakat 
harta dengan sesuatu yang berbeda dengan jenis harta yang harus dikeluarkan 
zakatnya, seperti zakar penghasilan padi dibayar dengan uang atau lainnya. Menurut 
madzhab Malikiyyah, cara zakat seperti tersebut boleh dan sah karena yang menjadi 
tujuan dari zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir-miskin, dan dengan cara 


tersebut tujuan zakat sudah dapat teralisir. '?? 


Kedua, mengkombinasikan pesan-pesan yang bersifat universal dan umum 
dengan dalil-dalil yang bersifat khusus (aljamu bayn al-kulliyht al-Amah wa al- 
adillah al-khdsah). Pesan-pesan yang bersifat universal dan umum (al-kulliyit al- 
Amah) dapat berupa nas (teks al-@ur'an dan al-Sunnah), dan juga berupa pesan- 
pesan universal yang diperoleh melului penelitian induktif (a-kulliyat al-istigraiyyah) 
terhadap beberapa nas (teks al-Gur'an dan al-Sunnah) dan hukum-hukum parsial 


(juz1). Nas yang bersifat universal seperti berikut: 


a. Perintah berbuat adil (al-adalah) dalam surah al-Nisa' ayat 58: 


VASE Ol de oi SS SI WAT Ul) sana 3g ol ca da) 
2? 5 8 2 Pe NI ANK EME ad 
awas Una OS ASI olza “Has La WI SL Jaa 


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 


162 Raysuni, Nazariyat al-Magasid, 363-368. 
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b. Larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun 


orang lain dalam hadits Nabi: 


Jom Yg ya 


“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak 
pula yang membahayakan orang lain” 


c. Bahwa kualitas perbuatan tergantung niatnya dalam hadits Nabi: 
cabalh Jae YI Lail 
“Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya” 
Sedangkan pesan-pesan universal yang diperoleh melului penelitian induktif 
(al-kulliyat al-istigraiyyah) terhadap nas dan hukum seperti berikut: 


a. Keharusan memelihara dan berupaya mewujudkan lima kemaslahatan uni- 
versal (al-kulliyat al-khams) yaitu: agama (al-din), jiwa (al-naf), akal (al-'agl), 
keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) dengan memperhatikan skala prioritas hirarki 
dan aspek kekuatannya: dartiriyydt (mendesak, primer), hdjiyyat (kebutuhan, 


sekunder), dan tahsiniyyat (keindahan, tersier). 


b. Kaidah-kaidah fikih, seperti: 


Jl 3 ya! 


“Bahaya harus dihilangkan” 


omi alat Al 


“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan” 


ASam pala! 


“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum” 
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Langkah ijtihad magasidi kedua ini menegaskan bahwa seorang mujtahid ketika 
menemukan sebuah dalil dari al-@ur'an atau al-Sunnah tentang suatu kasus hukum 
tertentu, tidak boleh begitu saja menentukan status hukumnya hanya berdasarkan 
makna yang ditunjuk oleh teks, tetapi juga harus melihat apakah pesan teks tersebut 
dalam penerapannya sejalan dengan al-kulliyat al-amah (lima kemaslahatan uni- 
versal) dan kaidah-kaidah umum fikih, atau justru bertentangan dengannya. Kalau 
antara keduanya saling melengkapi dan tidak ada pertentangan, maka status hukum 
harus ditetapkan sesuai apa yang ditunjuk oleh keduanya, dan ijtihad magasidi 
seperti inilah yang ideal. Tetapi jika ternyata pesan teks parsial (juz7) bertolak 
belakang dengan al-kulliyat al-amah, maka sedapat mungkin mengkompromikan 
antara keduanya dengan metode bayan (menjelaskan), dan takhsis (mengkhususkan) 
yakni pesan yang bersifat khusus menjelaskan dan men-takhss pesan yang bersifat 
umum. Namun jika langkah kompromi tersebut tidak dapat ditempuh, maka skala 
prioritas adalah mendahulukan pesan yang terkandung dalam al-kulliyat al-amah 
atau kaidah fikih yang bersifat umum, karena ia diperoleh melalui penelitian 
induktif (istigra'1) yang tingkat kebenarannya bersifat gat? (pasti, meyakinkan), 
sementara pesan yang ditunjuk oleh dalil juz? (parsial, kasus perkasus hukum) 


bersifat zanni (diduga benar, tidak pasti). 


Contoh kasus hukum yang dapat dikemukakn di sini adalah membatasi hak 
mengulah harta (tagyid tasarruf al-mdl) yang ditunjuk oleh sebuah dalil juz'i karena 
pertimbangan kemaslahatan umum, seperti karena tujuan menyakiti orang lain, 
atau karena dapat mendatangkan bahaya yang kadarnya lebih besar dari pada 


kemaslahatan yang ditunjuk oleh dalil juz'. 


Ketiga, Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan secara mutlak (jalb 
al-masalih wa daru al-mafisid mutlagan). Langkah ketiga ini dilakukan ketika suatu 


kasus hukum memang sama sekali tidak ditunjuk oleh nas, baik al-Guran maupun 
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al-Sunnah, yang didalamnya bisa berupa maslahah atau sebaliknya, mafsadah. Ketika 
suatu kasus hukum nyata-nyata mendatangkan mafsadah, maka dapat ditetapkan 
sebagai sesuatu yang terlarang. Namun jika berupa kemaslahatan, maka dapat 
diberlakukan sebagai hukum dengan syarat kemaslahatan tersebut masih dalam 
ranah al-kulliyat al-amah (lima kemaslahatan universal: agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta), nyata-nyata dapat mendatangkan kemaslahatan, dan kemaslahatan 


tersebut bersifat umum. 


Cara kerja ijtihad seperti ini terdapat beberapa istilah yang dikemukakn oleh 
para ulama. Ada yang menyebutnya sebagai al-maslahah al-mursalah,'8 al-giyas 


al-kulli, al-giyas al-mursal, dan al-giyas al-wisi'. 


Keempat, mempertimbangkan akibat hukum yang bisa terjadi di kemudian 
hari (7tib4r al-ma Alat). Langkah ketiga ini sejatinya termasuk dalam kategori melihat 
hukum beserta tujuan-tujannya (al-ahkam bi magasidihd). Namun dalam langkah 
ketiga ini lebih menekankan pada aspek akibat hukum yang mungkin terjadi di 
masa yang akan datang. Bila sebuah hukum dalam perkiraan mujtahid dapat 
mendatangkan mafsadah dalam jangka panjang, maka ketetapan hukum tersebut 
harus diubah dengan hukum yang “bebas” masalah dalam jangka panjang. 
Penyelesaian hukum seperti ini mirip dengan jargon pegadaian di Indonesia, 


“Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”. 


Sebagai salah satu contoh penerapan dan sekaligus dasar langkah ketiga ini 
adalah, sikap Nabi Muhammad yang tidak berkenan memerangi orang-orang 
munafik, sementara Nabi mengetahui tentang kemunafikan mereka seta mereka 


layak diperangi dengan dalih: 


168 Dalil hukum dengan istilah ini digunakan oleh madzhab Malikiyyah, walaupun dalam realitasnya madzhab 
lain juga menggunakannya dengan istilah-istilah yang menyerupai dalil hukum dalam madzhabnya, seperti 
giyas kulli, giyas mursal, dan giyas wasi' tersebut. 
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Asal Jis Iotama (jl Gali Gara yh Hai 

“Aku khawatir orang-orang ngomong, bahwa Muhammad memerangi 

sahabat-sahabatnya”. 

Metode ijtihad seperti ini dalam beberapa literatur ushul figh mirip dengan 
sad al-dzari'ah (menutup jalan yang diperkirakan dapat mendatangkan 
kemafsadatan). Yang membedakan antara keduanya adalah, langkah 1tibaral-ma Alat 
tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang mafadah di masa yang akan datang, 
tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat membawa kemaslahatan. 


Sementara sadd al-dzari ah hanya berkutat dalam ranah kemafsadatan. 


Kelima, Seluruh kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hukum, mulai 
dari tahap pertama dari langkah-langkah ijtihad magasidi ini hingga langkah keempat 
harus mempertimbangkan keterkaitan antara satu maslahah dengan maslahah yang 
lain, atau yang penulis sebut sebagai interkoneksitas maslahah (ittislaliyatal-masalih). 
Ketika seorang mujtahid mau menetapkan status hukum tentang ekomi, misalnya, 
disamping ia memperhatikan teks al-Gur'an atau al-Sunnah yang berkaitan 
dengannya, ia juga harus mempertimbangkan maslahah-maslahah lain di luar 
ekonomi, seperti kemaslahatan agama, jiwa, akal, dan keturunan secara bersamaan. 
Karena sejatinya tidak ada sebuah hukum tertentu hanya mengandung satu 
kemaslahatan, di dalamnya pasti menyimpan banyak kemaslahatan. Di sinilah rahasia 
ajaran Islam yang menyatakan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kabaikan, 
bahkan sampai tujuh ratus kebaikan, seperti pahala shodagah dan infag. Pahala 
tersebut mustahil dilipat-gandakan kalau tidak karena dapat mendatangkan banyak 
kebaikain atau maslahah. Kaidah yang dapat dipakai berkaitan dengan langkah 
ijihad ini adalah: 


Its JSI US ella Yi PSI US La 
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“Sesutu yang lebih banyak koneksitasnya dengan berbagai kemaslahatan 

adalah yang lebih utama” 

Contoh lain dalam mengaplikasikan ijtihad magasidi dengan basis inter- 
koneksitas maslahah adalah masalah busana muslimah. Tek al-Gur'an dan al-Sunnah 
tentang busana hanya berkisar pada keharusan seorang wanita menutupi auratnya.“ 
Sementara aspek-aspek lain di luar itu tidak secara langsung disebutkan sebagai 
syarat sebuah pakaina dianggap syar'i atau tidak, seperti harus suci dan bersih, 
mengandung nilai-nilai estetika, tidak bertentangan denga adat dan tradisi dan 
lain sebagainya. Padahal nilai-nilai tersebut merupan pesan universal dari ajaran 
Islam itu sendiri yang ditunjuk olek teks universal (al-nusis al-kulliyah wa al- dmah), 


dan kaidah kulliyyah (universal) seperti berikut: 
a. Surah al-Mudatstsir ayat 1-4: 


Oa UN DISS OI, On OP G 


“Hai orang yang berkemul (berselimut),bangunlah, lalu berilah peringatan! 


1 


dan Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah. 


b. Surah al-Araf ayat 31: 


238 LA ,3 25.9 33 LX IL an Rn 25 
Y s0) Ipda V3 I27619 Iol 53 Anisa JS In ing Iga OSIS Cam 


“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid. 
Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 
c. Hadits Nabi: 

Jlamdl ang Jana il | 


“Allah itu indah, menyukai keindahan” 


164 Al-Our'an berbicara tentang busana muslimah dalam surah al-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59. 
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d. Kaidah kulliyah: 


daa Balai! 


“Adat tradisi itu dapat dijadikan pertimbangan hukum” 


Nas dan kaidah universal tersebut di atas serta dalil-dalil lainnya dapat 
membantu seorang mujtahid untuk menentukan sebuah busana muslimah dengan 


basis interkoneksitas maslahah. 


G. Unsur -Unsur Ijitihad Magisidiy 


Dalam ijtihad magasidiy terdapat tiga unsur yang saling berkaitan antara satu 
dengan yang lain, yaitu: teks (al-nas), realitas (al-wagi), dan subjek hukum (al- 
mukallaf).' Nas (teks) dalam konteks ijtihad magasidiy adalah dalil yang hukum, 
illat (alasan hukum), dan tujuannya (al-magsad) akan diterapkan dalam suatu 
kasus hukum. Sedangkan al-wagi (realitas) adalah objek operasinal ijtihad magesidiy, 
dimana hukum yang ada di dalam nas berikut tujuannya akan dilekatkan padanya. 
Sementara al-mukallaf (subjek hukum) adalah orang yang secara akal, jiwa, dan 
fisik siap meneria realitas sejalan dengan tuntuan hukum yang terdapat dalam nas 
berikut magasid-nya.'5 Tiga unsur ijtihad magesidi tersebut memiliki ketentuan 


mendasar yang harus diperhatikan dalam proses ijtihad. 


1. Ketentuan dasar nas (teks) 


Oleh karena ijtihad magisidiy berkaitan dengan ketentuan hukum yang 
terdapat di dalam nas (teks: al-@ur'an dan al-Sunnah) yang nota bene berbahasa 
Arab, —baik secara langsung maupun tidak—, maka pengetahuan secara benar 


tentang seluk beluk nas berikut magisid-nya adalah menjadi keharusan bagi 


165 Nur al-Din al-Khadimiy, al-ljtihad al-Magasidiy, 174. 
166 (bid. 
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mujtahid. Misalnya keharusan menerapkan keumuman nas selagi tidak ada dalil 
lain yang men-takhsis (menjadikan khusus). Demikian pula dalil yang khas, mutlag, 
dan zahir tidak boleh dibelokkan pada ketentuan lain kecuali ada dalil lain yang 
membelokkannya.'”” Ringkasnya, ijtihad magasidiy tidak boleh keluar dari kaidah- 
kaidah kebahasaan, seperti kaidah al-amr dan al-nahy, al-mutlag dan al-mugayyad, 


al-hagigah dan al-majaz dan lain sebagainya. 


2. Ketentuan Dasar Realitas (al-Wagi”) 


Kajian tentang realitas (al-wagi) adalah hal yang paling sulit proses ijtihad 
magasidiy, sebab apabila keliru dalam memvisualisasikan realitas maka hukum yang 
akan disematkan padanya akan menjadi “salah alamat”. Kerja ijtihad magasidiy 
bukan berkutat dalam analisis teks dan tujuan-tujuannya, tapi juga menuntut 
ketepatan dalam mendudukkan hukum dalam relaitas yang antara satu realitas 
dengan realitas lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jual beli dan 
riba misalnya, secara nas (teks al-Our'an) sudah jelas hukumnya, yaitu halal untuk 
jual-beli, sedangkan riba adalah haram. Permasalahannya kemudian adalah, kata 
al-bay' (jual-beli) dan al-riba (riba) dalam teks al-@ur'an adalah isim jenis yang 
bermakna umum, tanpa melihat karakteristik dari realitas jual-beli dan riba yang 
terjadi dalam masyarakat yang mengalami pergeseran format seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, bisa jadi suatu kasus 
hukum, sebagai realitas termasuk dalam jenis al-bay' yang dalam nas dinyatakan 
halal, akan berubah pada hukum lain, seperti makruh atau bahkan haram karena 


memiliki kekhasan yang mengharuskan hukumnya berubah. 


Dalam konteks menempatkan realitas sebagai bagian tak terpisahkan dalam 


ijtihad magisidiy, kehadiran ijtihad kolektif (al-ijtihad al-jama'i) menemukan 


167 Periksa, Abu al-Walid al-Baji, al-Isyarat fi Usul al-Figh al-Malikiy, Tahgih Nur al-Din al-Khadimiy (Tunisia: 
Dar al-Kutub al-Wataniyyah, 1998), 92-93. 
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urgensinya. Dimana orang-arang yang memiliki keahlian dan spesialisasi di bidang 
realitas masyarakat dapat mendeskripsikannya secara objektif dan benar, dan pada 
saat yang sama ketentuan hukum dalam nas berikut magi4sid-nya diterapkan sesuai 
dengan realitas tersebut. Ulama usul al-figh menyebut proses penyesuaian hukum 
dengan realitas dengan sebutan tahgih al-manat. Nur al-Din al-Khadimiy mengutip 


pendapat al-Shatibiy mendefinisikan tahgig al-manat sebagai: 


“Menetapkan hukum shara', namun analisisnya untuk menentukan 
1 168 


(ketepatan) objek hukumnya”. 


Dengan demikian, tahgig al-manat memerlukan ketepatan dalam memahami 
objek hukum dengan segala karakteristiknya. Objek hukum yang bersifat kolektif 
harus dibedakan dengan objek hukum individual. Objek hukum di suatu negara 
bisa jadi berbeda dengan objek hukum di negara-negara lainnya. Bahkan objek 
hukum yang sama bisa jadi mendapatkan hukum yang berbeda karena mengalami 
pergeseran situasi dan kondisi. Proses tahgih al-manat akan menjadikan hukum 
Islam lentur dan dinamis seiring dengan tuntutan dinamika sosial-budaya 


masyarakat (salih li kulli zaman wa makan wa “awaid) sebagai objek hukum. 


3. Ketentuan Dasar Subjek Hukum (al-Mukallaf) 
Hukum Islam tidak lain agar dapat diketahui dan dilaksanakan oleh mukallaf 


(subjek hukum, orang yang mendapatkan beban hukum). Dan realitas (al-wagi) 
terjadi karena ada keterkaitannya dengan subjek hukum. Hal terpenting dari 
pembahasan ini adalah tentang nalar mukallaf (aglaniyah al-mukallaf). Masing- 
masing mukallaf memiliki nalar yang berbeda tentang nas (teks), hukum dan magisid- 


nya, serta juga realitas. 


168 Al-Khadimiy, al-ljtihad, 183. 
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Kalau di-runut ke belakang, sejarah nalar mukallaf tarikhiyyah aglal-mukallaf) 
dapat dijumpai dalam era gemilang Murtazilah yang menghubungkan konsep al- 
tahsin dan al-tagbih (baik dan buruk) dengan taklif (beban untuk mengerjakan 
perintah atau meninggalkan larangan). Bagi Murtazilah, suatu perintah harus 
memiliki rasionalitas. Dan dengan konsep al-tahsin dan al-tagbih rasionalitas perintah 
atau larangan dapat diukur. Bahkan Abu Hasyim al-Jubba''i al-Muraziliy,—disinyalir 
untuk menegaskan rasionalitas taklif—, mendefiniskan taklif dengan diawali dengan 


kata-kata “iradah” (kemauan), sebagaimana berikut: 


Anita 3 ASIS Ayi lal! (ole La Jas gal J| 

“Kemauan untuk mengerjakan sesuatu yang wajib atas orang mukallaf yang 

di dalamnya terdapat beban dan kesulitan”! 

Dengan demikian, ijtihad magisidiy juga harus mempertimbangkan 
karakteristik nalar mukallaf, sebagai subjek yang akan bersentuhan langsug dan 
melakasanakan hukum, disamping mujtahid juga harus membenahi kualitas nalarnya 
dalam melihat teks, realitas, dan mukallaf. Bagan dialektika teks, realitas, dan 
mukallaf kaitannya dengan ijtihad magasidiy adalah sebagai berikut: 


Bagan 2.5 
Dialektika Teks, Realitas, dan Mukallaf dalam Ijtihad Magasidiy 


Al-Mukallaf 
(subjek hukum) 


Al-Wagi' (realitas) Nash (teks) 


169 Yahya Muhammad, al-'Agl wa al-Bayan wa al-Ishkaliyat al-Diniyyah (Bairut: Muassasah al-Intishar al- 
“Arabiy, 2010), 22. Periksa pula, "Abd al-Jabbar al-Hamadaniy, al-Majmu' al-Muhit bi al-Taklif fi al-Agaid, 
Tahgig “Umar al-Sayyid "Azmi, Vol. 1. (Mesir: al-Mu'assasah al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Iba' wa al-Nashr, 
T.t.)-11 
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BAB III 
HUKUM ISLAM DAN METODE 
PENGGALIANNYA 


A. Benang Merah Antara Syari ah, Fikih, dan Hukum Islam 


1. Syari at Islam 
Secara bahasa, syari'ah berarti al- utbah (leku-liku lembah), al-atabah (ambang 


pintu dan tangga) mawrid al-sharibah (jalan tempat peminum mencari air), dan 
al-tarig al-mustagimah (jalan yang lurus).' Penggunaan kata shari' ah dengan makna 
mawrid al-sharibah, dapat ditelisik dari perkataan orang Arab: shraatal-ibil, dimana 
maksud dari kalimat tersebut adalah unta keluar menuju sumber air untuk 
diminum.” Sedangkan makna syari ah dengan al-tarigah al-mustagimah terdapat 


dalam al-gur'an Surah al-Jathiyah ayat 18: 


D bkk Y gai hai LE KA AN Ga u K ada 3 


“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (jalan yang lurus) 
dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” 


1 Sha'ban Muhammad Isma'il, al-Tashrf' al-Islami: Masdaruh wa Atwaruh, (Mesir: Mktabah al-Nahdah al- 
Msriyyah, 1985), 7, dan Kamil Musa, al-Madkhal Ila al-Tashri' al-Islamfi, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 
1989), 17, sebagaim,ana dikutip oleh Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2007), 17. 


2 Ibid. 


Dr. A. Halil Thahir, MHI. 


Secara terminologi, pengertian syari'ah dapat mengambil bentuk secara luas, 
yakni mencakup ajaran-ajaran Islam baik berupa akidah, akhlak, maupun hukum 
praktis, dan dapat diartikan secara khusu dalam wilyah aturan-aturan agama Islam 
yang bersifat praktis (amaliah) saja, sebagaimana didefinikan oleh Syafig Gharbal 
berikut: 

GI Aina 3 LSN Gya Aasiisall Jalani! Aye pil Ka Y| Ac yan 

dit 

“Sejumlah hukum syar'i yang bersfat praktis yang digali dari al-Kitab, al- 

sunnah, nalar, dan ijma” 

Pengertian syari'at yang hanya dibatasi pada aspek hukum amaliah di atas 
merupakan reduksi dari kata syari'at dengan makna agama yang mencakup bidang 


akidah, hukum praktis dan akhlag, Hal tersebut dapat di lihat dalam al-@ur'an 
surah al-Syura ayat 13: 


25 V3 Uh OS Ea sih 3 X SL ll S3 Aiko 
GA ES talas Yg HAN OI tas Gagah Kanal 
Oa oa Ul san 3 oa EM A36 


“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah 
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu 
dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: 
Tegakkanlah agamadan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat 
berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. 
Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya.” 


Ayat di atas memberikan kesan kepada kita bahwa agama (al-din) pada dasarnya 
adalah universal, berlaku untuk setiap generasi mulai dari generasi nabi Nuh, 


Ibrahim, Musa, Isa, hingga generasi nabi Muhammad sebagai penutup para nabi 


3 Shafig Gharbal, al-Mawsi'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah, (Kairo: Dar al-Galam, 1965), 1083. 
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dan rasul. Namun demikian, setiap generasi dari para nabi dan rasul tersebut, 
masing-masing memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri dalam ajaran- 
ajarannya, khususnya dalam aspek hukum amaliah, bukan dalam masalah akidah 
dan akhlak. Untuk membedakan antara gama yang bersifat universal dan ajaran- 
ajaran amaliah yang bersifat lokal-temporal tersebut, maka dirasa perlu untuk 
membedakan atara agama dan syara ah. Agama dipahama sebagai ajaran secara 
menyeluruh, baik akidah, hukum praktis, dan akhlak, sementara syari'ah dibatas 
pada aspek hukum praktis saja. 


2. Fikih Islam 


Fikih (al-figh), secara bahasa bermakna “memahami sesuatu dan 
mengetahuinya dengan baik” Fikih denngan makna seperti ini dapat dijumpai 
dalam beberapa istilah, seperti figh al-sirah (memahami sejarah pperjalan hidup 
nabi Muhammad saw), figh al-dawah (memahami seluk-beluk kegiatan dakwah), 
Jfigh al-nisa (memahami seluk-beluk perempuan) dan fikih sosial. 


Pada awal Islam, kata fikih dipahami sebagai pemahaman terhadap ajaran 
Islam seara universal, yakni sinonim dengan kata syari ah dan agama (al-din) yang 
menakup dimensi akidah, hukum praktis dan akhlak. Adalah Abu hanifah yang 
mula-mula membagi fikih dalam dua kategori: al-figh al-akbar dan al-figh al- 
Assghar. Al-figh al-akbar dipahami sebagai usil al-din (dasar-dasar ajaran agama) 
yang mencakup wilayah ilmu kalam atau tauhid. Sementara al-figh al-asghar 


berkonotasi sebagai fikih dan perangkat metodologis pembentukannya.” 


Pasca Abu Hanifah, tepatnya mulai al-Syaff'I, para ulama memberikan definisi 


fikih secara sempit, berkutat dalam wilyah hukum praktis sebagaimana syariat. 


4 Luwis Ma'ltif, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, (Bairut: Dar al-Mashrig, 1986), 591. 
8 Supriyadi, Sejarah Hukum, 22. 
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Definisi fikih yang popular dikalangan mereka adalah: 


Kala! Ueilal Ca Candil Kalanl! Lae yA AA YU alall 


“Ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh 
dari dalil-dalil yang bersifat rinci” 


Dengan definisi fikih di atas, dapat dikatakan bahwa fikih adalah ilmu hukum 
Islam (Uslamie Jurisprudence), sebagaimana tampak dalam definisi al- Im bi al-ahkam, 
dan juga sekaligus sebagai materi hukum, dan juga prosedur dalam proses di 
pengadilan (hukum acara, figh al-murafaat). Namun demikian, fikih dengan 
pengertian di atas, tidak selalu identik dengan law atau rules (peraturan perundang- 


undangan). Fikih lebih dekat dengan konsep etika agama (religious ethecs). 


3. Hukum Islam 


Secara bahasa, hukum (al-hukm) bermakana keputusan, halangan dan 
pemisahan. Dalam perkembangannya, kata hukum identic dengan hikmah. Dua 
kata tersebut berfungsi menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, 
memberikan kepastian hukum tentang suatu permasalahan serata memisahkan hal- 
hal yang benar dari yang salah. Hanya saja dalam aplikasinya, dua kata tersebut 
berbeda dalam aspek penekannya. Kalau hukum menekankan pada aspek legal- 
formal, maka hikmah lebih menekankan pada aspek kultural-subtansial”. 


Secara terminologis, para ulama mendefinisikan hukum sebagai berikut: 


badag gi Naa ol el Cai Jladih Slaial dil HUsA 


8 Periksa wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Vol. 1 (Bairut: Dar al-fikr, 1989), 15. 
1 Supriyadi, Sejarah, 25. 


8 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 
Press, 2011), 42. 
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“Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf (berakal dan 
dewasa), baik berupa tuntutan untuk mengerjan sesuatu (wajib dan sunnah) 
atau meninggalnya (haram dan makruh), atau pilihan antara mengerjakan 
dan meninggalnnya (mubah), atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, 
dan penghalang (mani”)”. 

Definisi hukum di atas menegaskan bahwa hukum Islam sejatinya adalah 
teks (nash) al-Our'an dan al-Sunnah sebagai representasi dari kehendak Allah sebagai 
hakim (pembuat hukum) itu sendiri. Sementara para mujtahid (penggali hukum 
Islam) hanyalah berposisi sebagai al-kishif (penyingkap) atas kehendak Allah, 
khusunya ketika teks yang bersifat tetap (rhawabit) berhadapan dengan rialitas 
kehidupan manusia yang selalu berubah (mutaghayyirat) seiring dengan perubahan 
situasi dan kondisi. Dengan demikian, kalaupun mayoritas hukum Islam tidak 
selalu sama dengan redaksi teks kedua sumber hukum tersebut, —karena 
penggaliannya juga terdapat campur tangan nalar melalui kaidah-kaidah kebahasaan 
atau kaidah non-kebahasaan, seperti giyas, istihsan, 'urf, maslahah dan lainnya—, 
tetap dianggap sebagai hukum yang datang dari Allah swt, dan menuntut setiap 


muslim untuk melaksanakannya. 


Dari paparan tentang syari'ah, fikih, dan hukum Islam di atas, dapat ditegaskan 
bahwa Syari'ah dalah konsep subtansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek 
keyakinan, moral, dan hukum, sedangkin fikih lebih cenderung sebagai konsep 
fungsional yang bekerja dalam ranah upaya memahami ajaran Islam yang bersifat 
praktis. Sementara hukum Islam adalah bersifat fungsionalis-teologis, dalam 
pengertian bahwa hukum yang diperoleh dari jerih payah para mujtahid yang 
kemudian terkodifikasi dalam bentuk fikih (majmuat al-ahkam) mendapatkan 
justifikasi teologis, bahwa hasil olah pikirnya tersebut sebagai hukum yang datang 
dari dzat yang Maha Suci, yakni Allah swt. Ruang cakupan hukum Islam adalah 
sama dengan ruang cakupan fikih itu sendiri, yaitu hanyalah berkaitan dengan hal- 


hal yang bersifat amaliah (praktis). 
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B. Karakteristik Hukum Islam 


Hukum Islam memiliki tiga ciri dan sekaligus menjadi landasan para ulama 
dalam proses penggaliannya agar kehadiran hukum tersebut membumi, sesuai 
dengan realitas kehidupan manusia sehingga mudah dan terjangkau untuk diterap- 


kan. Tiga ciri tersebut adalah: 


1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran (“adam al-haraj) 


Karakteristik ini diperoleh dari beberapa ayat al-Gur'an dan hadits nabi, antara 


lain: 


a. Al-Bagarah ayat 286: 


G & Gn Tab ga 2. - Aas 7 2x GT 2 5x 
Ie ka ee Gn YES IN 
TG sen ee en Tata TE Gegana Sa 
3 fa 


Kesan esa 220 8 an Kn peda Kan area 
Ka jasa Ke cela 20 UI SUS YG UE Yo 5 UlS ya 


£ 
2. 
Gal 


na an asean 


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): 
“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika Kami lupa atau Kami 
tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami 
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” 


b. Al-Bagarah ayat 185: 
pad ape 3 GE 5 Apend 


“..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu..”. 
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c. Al-Hajj ayat 78: 


Ia pil 3 la na, 2 SERI ab salin GS Il 3 hp 


(ag 


aa 


“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 
dalam agama suatu kesempitan.. “ 


d. Al-Nisa' ayat 28: 


Dani SAY IA Put HE VI BI Ia 


“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah.” 


e. Hadits Nabi saw: 


Ui) S3 al La Lag yua JSI YI ayal cas 3 La 


“Nabi tidak diberi pilihan antara dua hal, melainkan memilih yang paling 
mudah selagi hal itu bukan dosa” 


Beberapa contoh aplikatif dari dari karakteristik ini, adalah dibolehkannya 


meng-gasar (meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat) dalam keadaan 


bepergian (musafir). Demikian pula dibolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit 


dan orang musafir, makan makanan haram karena kondisi dharurat, serta 


disyariatkannya bertayammum dalam kondisi sakit, atau tidak mendapati air untuk 


keperluan mandi atau wudhu. 


2. Mempersedikit beban (taglil al-takalif) 


Ciri ini dimadsudkan agar seluruh hukum Islam masih dalam batas-batas 


yang memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa mendatangkan kesulitan yang 


berada di luar kemampuan manusia. Memang setiap hukum memiliki sisi kesulitan 
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dan sekaligus beban yang harus ditanggung oleh setiap mukallaf, namun kesulitan 
itu tidak sampai membawa pada kebinasaan atau kesulitan yang berada di luar 
batas kemampuannya, baik beban dan kesulitan itu murni datang dari ajaran Is- 
lam atau bahkan karena sesorang sengaja melakukan sesuatu di luar kewajaran, 
seperti, puasa wishal (terus menerus tanpa berbuka dan sahur), shalat dengan satu 


kaki saja, atau lainnya. 


Dengan ciri tersebut, beban hukum yang bersifat ganda dalam satu kasus 
yang sejenis bagi seseorang tidak dapat diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus 
ditanggunganya sekaligus, seperti keawajiban mandi dari hadats besar sekaligus 
menggugurkan kewajiban wudhu' selagi dalam proses mandinya tidak melakakukan 
sesuatu yang dapat membatalkan wudhu'. Demikian pula pelaku zina mukhshan 
(sudah bersuami-istri) cukup dengan had rajam, tanpa harus ditambah dengan 
hukuman cambuk seratus kali. Contoh-contoh tersebut adalah bentuk aplikasi 
dari ciri hukum Islam yang di dalamnya tercermin upaya meminimalisir beban 


hukum. 


3. Bertahap dalam penetapan hukum (al-tadarruj fi al-tashri") 


Kondisi sosial, budaya, dan bahkan ekonomi dan politik terkadang menjadi 
hambatan dalam penerapan suatu hukum. Namun demikian suatu hukum karena 
bersifat teologis, sesautu yang diyakini datang dari Tuhan yang meniscayakan adanya 
upaya untuk memberlakukannya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, 
karakteristik hukum Islam yang ketiga inilah menjadi salah satu solusi. Ada sebuah 


kaidah fikih yang mirip dengan semangat karakteristik hukum di atas, yaitu: 
AS SI ju Y AS Bian Y La 


“Sesuatu yang tidak dapat dijangkau kesuluruhannya tidak boleh ditinggalkan 
secara keseluhan” 
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Contoh yang sering dikemukan dalam karakteristik hukum ketiga ini adalah 
proses pengharaman khamr (minuman keras) yang terekam dalam al-@ur'an dengan 
tahapan dari sekedar menginformasikan bahwa betul dalam khamr terdapat manfaat 
bagi tubuh manusia, namun Allah juga menegaskan bahwa dosa dalam khamr 
lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh darinya. Kemudian dilanjutkan dengan 
larangan untuk melakukan shalat dalam keadaan mabuk, dan tahapan terakhir 
adalah larangan secara tegas tentang minum minuman keras. Tahapan-tahapan 
tersebut, secara berurutan kronologi turunnya yaitu terdapat dalam ayat-ayat al- 


Our'an berikut: 


a. Al-Bagarah 219: 


Tes 3 ah y: -2 3 La 24 
2 Tn IT 3 tang aa puas tunai 9 
@es kana IP 1 
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari 


keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu berfikir,” 


a. Al-Nisa' ayat 43: 


Na Gnlys We Tyalan 125 Penika Ena SA Aan Tasala apa Ca 


2 


Seal KL EA AS ob Kei Ji sn EL 
Cb Aan Tgn AL AS AI ALI An 3 In G3 K3 


2 8 


“sit as oo) Tak Kas | ga 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 
Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan 
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pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar 
berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam 
musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh 
perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu 
dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguh- 
nya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.” 


b. Al-maidah ayat 90-91: 


Para 2 w 2 2 AN € 3 2G 3 2 5 Gimat 2 read 
255 Br F: BEA Za 9 SE ig aga Kera ya | 
- 83... »4 
TE AAN 33 MI S3 ye is 3 mel AA 3 mala 
D Ongkaa Si 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 


Allah dan sembahyang, Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan 
itu). 


C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 


Yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah asas yang dijadikan pokok 
seseorang dalam berpikir, bertindak, dan lain sebagainya.” Menurut Soenarjo, 
sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, bahwa terdapat Sembilan prinsip dalam hukum 


Islam, yang secara rinci sebagaimana berikut: 


1. Prinsip tauhid 


Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh bangunan hukum Islam adalah 
bermuara pada mengesakan Tuhan, yaitu Allah swt. Dengan prinsip tauhid, 


pelaksanaan suatu hukum akan bermakana sebagai ibadah, dan bahkan kualitas 


$ Supriyadi, Sejarah Hukum, 157. 
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pelaksanaanya juga tergantung sejauh mana rasa kehadiran Tuhan dalam proses 
ibadah, baik ibadah mahdah (murni, khusus), atau ibadah ghayr al-mahdah (tidak 
murni, umum dan luas). Pelaksanannya hukum yang seperti inilah yang oleh nabi 


disebut sebagai ihsan: 
AN ya AA al CSI Ab ola ali IS alay ae 

“Hendaklah kamu menyembah Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya. 

Jika tidak, makasesungguhnya Ia melihat kamu” 

Prinsip tauhid juga menegaskan bahwa hukum Islam harus senantiasa sejalan 
dengan al-Guran dan al-Sunnah, baik melalui pemahaman langsung terhadap 
narasi kedua teks tersebut, atau melalui semangat yang terkandung di dalamnya 
melalui pendekatan kebahasaan atau non kebahasaan seperti magdsid al-shart'ah 


dan lainnya. 


Secara normatif, prinsip ini dapat dibaca dalam surah Ali Imran ayat 64: 


25 Cg Aa Sd Bus SI aa j3 
D3 3 sa Os ya G6) Pn ta at 5 daa 5 IS 
@oathaa 


“Katakanlah: “Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak 
kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun 
dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan 
selain Allah”. jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 
“Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada 
Allah)”. 


2. Prinsip Keadilan (al-'adl) 


Menurut Ouraisy Shihab, sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, bahwa keadilan 


yang dituntut oleh al-Guran maknanya sangat beragam, baik dalam proses penetapan 
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hukum, penegakan sistem kemanusiaan, dan sebagainnya. Namun demikian, adil 
itu sendiri dapat diartikan dengan empat makna: Pertama, adil dalam arti sama, 
Kedua, adil dalam arti seimbang: Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak 
individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya atau menempatkan 


sesuatu pada tempatnya, Keempat, adil dinisbatkan kepada Allah." 


Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan meniscayakan proses legislasi 
hukum Islam dan penerapannya hendaknya juga mempertimbangkan kondisi 
objektif masyarakat, kapan dan di mana hukum itu akan diterapkan. Bisa jadi 
suatu hukum cocok diterapkan di suatu tempat dan mencerminkan rasa keadilan 
di dalamnya, tetapi karena faktor sosial, budaya, ekonomi dan bahkan politik, 
hukum tersebut tidak layak diterapkan karena tidak mencerminkan rasa keadilan. 
Dengan demikian, hukum yang tidak melahirkan rasa keadalan hendaknya 
“dipending” dulu, hingga tiba saatnya betul-betul kondusif untuk diterapkan, dan 


mencari alternative hukum lain yang Islami dan lebih adabtable. 


3. Persamaan (al-Musawah) 


Dengan prinsip al-musawah (persamaan), setiap individu, kelompok, dan 
golongan adalah mempunyai hak yang sama dan setara dalam pandangan hukum 
Islam. Oleh karena itu, dalam proses legislasi hinggga penerapannya hendaknya 
memperhatikan hak-hak yang melekat pada setiap orang dan masyarakat sehingga 
kehadiran hukum Islam betul-betul dirasakan sebagai rahmat dan berkah bagi 
semesta. Prinsip al-musawah juga berlaku dalam melihat posisi laki-laki dan 
perempuan untuk malakukan aktualisasi diri baik sebagai hamba Allah untuk 
meningkatkan kualitas ketakwaannya, maupun sebagai pengemban amanat 


“penghulu” planet Bumi agar senantiasa terjaga keseimbangan ekosistem dan tetap 


10 Ibid., 159-160. 
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nyaman untuk dijadikan terminal kehidupan duniawi menuju kebahagian hakiki 


di akhirat kelak. 


Dengan demikian, maka relasi antara individu dengan individu yang lain, 
atau suatu kelompok dengan kelompok atau individu yang lain, dan relasi laki-laki 
dengan perempuan bukanlah relasi antara “subyek” V “obyek” , melainkan relasi 
“subyek” V “subyek”. Dengan relasi seperti ini, maka tidaklah dibenarkan satu 
orang atau kelompok merasa lebih utama dan melakukan penindasan atas nama 


agama atau lainnya pada pihak yang lain. 


Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa warisan hukum Islam klasik masih 
menyisakan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip persamaan ini, seperti 
hukum keharusan seorang wanita dipingit di dalam rumah. Ketika ia harus keluar 
rumah, ia harus didampingi oleh muhrim-nya dan menmbungkus seluruh anggota 
tubuhnya kecuali salah satu dari kedua matanya. Sementara pihak laki-laki bebas 
beraktifitas di luar rumah walaupun hanya dengan menutupi bagian tubuhnya 
antara pusar dan kedua lututntnya. Lebih dari itu semua, seoarang laki-laki diberi 
hak untuk berpoligami walau tanpa restu istri pertama. Realitas hukum Islam 
seperti ini, menuntut para pengkaji dan ulama cendekia agar terus berupaya untuk 
mewujudkan hukum Islam yang bercita-rasa egalitarian tanpa harus kehilangan 
semangat maslahah yang tercermin dalam al-Guran maupun Sunnah nabi 


Muhammad saw. 


Prinsip al-musawah (persamaan) dapat dijumpai landasan normatifnya dalam 


Sa surah al-hujurat ayat 13 berikut: 


Mata Bia aa 2 


“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
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bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 


4. Prinsip kemerdekaan/ kebebasan (al-hurriyyah) 


Prinsip ini menegaskan bahwa stiap individu memliki hak yang melekat 
padanya untuk menganut suatu agama dan mengamalkan ajaran yang dipahami 
dari agamanaya, kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan 
damai, meningkatkat kualitas ilmu pengetahuannya, kualita keturuana, dan juga 
kebebasan untuk mencari harta yang halal. Oleh karena itu, setiap hukum yang 
dirasa tidak mencerminkan prinsip al-hurriyah hendaknya dilakakun reorientasi, 


rekonstruksi, dan bahkan kalau perlu dekonstruksi terhadapnya. 


Prinsip kebebasan dapat kita jumpai landasannya dalam al-Our'an surah al- 
Bagarah ayat 256, surah al-Maidah ayat 48, surah Yunus ayat 99, dan surah al- 
Kafirun ayat 6. Redaksi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut: 


a. Al-Bagrah ayat 256: 


2» 
& 


Pria, Sah SA, Siang s3 HI Ga JAN € SS Hala ASI 
OLEA koma TU Aa Ya BN anal Oka A3 


“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya telah 
jelasjalan yang benar daripadajalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang 
ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 


b. Surah al-Maidah ayat 48: 
AE Eatga3 SSI ja HKG 


MAA aa Is HS 
3 II inn UI DAA, Pan 


Pedang 
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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Ouran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang 
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu, 
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, 
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, 
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji 
kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” 


c. Surah Yunus ayat 99: 


PN 


P 
2 


5 Oi LP mom Menata 
NE DIREKTUR, 


AP 33 
W Oya 


ay — ES AN Es 


“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang 
di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia 
supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?” 


d. Al-Kafirun ayat 6: 


Doo Hn 


“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” 


5. Prinsip Perintak Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran (al-'Amr 
bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar) 


Dengan prinsip al- amr bi al-maruf, meniscayakan hukum hukum Islam agar 
berfungsi sebagai rekayasa sosial (social engineering) menuju kehidupan manusia 
yang lebih baik dan bermartabat sebagaimana fitrahnya dengan metode dan 


pendekatan yang dapat diterma oleh akal sehat, tradisi dan budaya umat manusia. 
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Sementara prinsip al-nahyh 'an al-munkar menjadikan hukum Islam sebagai social 
control, pengendali kehidupan umat manusia agar terhindar dari segala bentuk 


kemafsadatan dan kemadharatan. 


6. Prinsip Tolong-Menolong (al-Ta'awun) dan Musyawarah (al- 
Shura) 


Prinsip ini menegaskan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna kucuali 
nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, dalam menjalani hidup ini, sesama manusia 
hendaknya saling tolong-menolong, saling bahu-membahu baik dalam ranah sosial, 
politik, hukum dan lainnya. Dalam melakukan ijtihad (penggalian hukum Islam), 
sebaiknya dilakukan secara jama'i (kolektif) dengan melibatkan setiap pihak yang 
kompeten dalam bidangnya, serta bidang-bidang yang ada keterkaitan dengan 
permasalahn yang akan dikaji status hukumnya. Hukum tentang ekonomi, misalnya, 
tidak akan pernah terlepas dengan agama, lingkungan hidup, sosial-budaya, 
pendidikan dan lainnya. Untuk menghasilkan produk hukum yang interkonek 
dengan berbagai kemaslahatan kehidupan manusia, maka kehadiran berbagai pihak 
dalam proses legislasi sangatlah dibutuhkan. Di ranah inilah, prinsip taawun dan 


al-shura akan terasa manfatnya. 

Prinsip t2dawun dapat kita jumpai landasannya dalam al-Gur'an surah al- 
Maidah ayat 2, surah al-Mujadalah ayat 9, surah Ali Imran ayat 159, dan surah al- 
Shura ayat 38. Redaksi ayatnya sebagai berikut: 

a. Surah al-Maidah ayat 2: 


Ie 


1 29 3g 


Ol Ga ogadg SYI JS IPL Ng cejaG IdN JS Las 


D kb 


2 nana 
Ssh AN 


“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
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bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- 
Nya.” 


b. Surah al-Mujadalah ayat 9: 


JAN aka oa AN ba YG ayat S ipa lt 
SG esa yaa, 


Bae Peniti 
“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, 
janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan 
berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan 
dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan 
dikembalikan.” 


c. Surat Ali Imran ayat 159: 


& 2 2g 2 29 z- B3 2 P 5 
ALA Se an di le 83 ES 33 Ba pn 
gap pon aga EP 3 aer krg 
SI & K3 ai 


“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.” 


d. Surah al-Shura ayat 38: 


KB 3 rar Gegar pagar AT aa wa ane Pu RTA 
D Osaka R33 la 2 LS S3 Sal 5 la alel 3 Lea Hal 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 


antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka.” 
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7. Prinsip Toleransi (al-Tasamuh) 


Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam melihat sebuah 
hukum, karena perbedaan teori, metode dan pendekatan yang dipakai dalam 
penggalian hukum Islam hendaknya masing-masing berlapang dada menerimanya 
sebagai keniscayaan dalam realitas kehidupan yang plural. Tegasnya, sebuah 
perbedaan dapat diterima selagi dalam wilyah zanniyat (sesuatu dalam tataran diduga 


benar, bukan pasti benar) dan tidak mengganggu kemaslahatan umum. 


Menurut Muhammad Sz'id al-Asymawi, berdasarkan historisitas turunnya 
al-Ouran serta mencermati pesan yang terkandung di dalamnya dapat diketahui 
tujuan umum syariat Islam, yang sekaligus sebagai prinsip kerangka berpikir 
seseorang ketika merumuskan sebuah hukum. Prinsip-prinsip tersebut adalah 


sebagai berikut:" 


Pertama, Syariat Islam turun berhubungan dengan berdirinya masyarakat- 
agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat ini, Kedua, 
Syari'at Islam turun karena da sebab-sebab yang menghendakinya, dan sebab- 
sebab turunnya itu tidak memiliki kesesuaian (munasabah) dengannya: Ketiga, 
syari'at Islam bertujuan untuk merealsisakan kemaslahatan umum masyarakat. Salah 
satu upaya untuk merealisakan kemaslahatan tersebut, terdapat sebagian syari'at 
yang menghapus (nasikh) syari'at sebelumnya. Oleh karena itu, kebenaran dan 
kemaslahatan syari'at tergantung dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah 
seiring dengan kemajuan ilmu penegetahuan dan teknologi: Keempat, sebagian 
hukum Islam ada yang berlaku khusus bagi nabi Muhammad saw, dan ada yang 


berlaku suatu peristiwa tertentu: Kelima, hubungan syari'at dengan masa lalu 


H1 Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis Syari'ah, Terj. Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 46-47. 
12 Ibid. 
18 Ibid. 
14 Ibid. 
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tidak terputus. Demikian pula akar-akarnya sangat erat hubungannya dengan 
masyarakat dimana syari'at itu diturunkan. Namun demikian, beberapa pranata 
yang berlaku di suatu masyarakat dijadikan sebagai hukum," Keenam, agama telah 
sempurna, sedangkan letak kesempuanaan agama adalah upayanya yang selalu 
berkesinambungan untuk selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan 


mendorong manusia pada kehidupan yang lebih bermartabat. ' 


Penjelasan Asymawi tentang tujuan dan prinsip syari'at di atas menegaskan 
kepada kita, bahwa syari'at Islam hadir tidak dalam ruang hampa, melainkan ia 
hadir dalam “balutan” sejarah dengan berbagai dinamika yang mengiringinya, 
sebagai solusi dari problematika sosial-masyarakat dalam bingkai kemaslahatan. 
Tanpa pembacaan seperti ini, upaya untuk menghadirkan Islam “rahmatan lil alamin” 
dengan berbagai jargonnya: “Kembali pada al-Gur'an dan Sunnah”, “Islam Yes, 
Politik No” dan jargon lainnya, hanyalah isapan jempol. 


D. Ijtihad dan Mujtahid 


Secara bahasa, kata ijtihad adalah bentuk masdar dari kata ijtahada yang diambil 
dari kata juhd/jahd yang bermakna kemampuan (al-t4gah) bila huruf jim dibaca 
dammah (juhd), dan bermakna kesulitan (al-mashaggah), bila huruf jim dibaca 
Jathah (jahd)." Dengan demikian kata ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan 
kemampuan, baik kata tersebut terbentuk dari kata juhd (kemampuan) maupun 
jahd (kesulitan), karena seseorang yang mencurahkan segala kemampuannya pasti 
juga mendapatkan kesulitan. Tidaklah dikatakan melakukan ijtihad kalau tidak 


“memaksakan” diri untuk melakukan sesutau yang dikehendakinya dan siap 


15 Ibid. 
1 Ibid. 


17 Mustafa Ja'far Ceh Fard, al-ljtihad “Inda al-Madzahib al-Islamiyyah Dirasah Tahliliyyah Hawla Madaris al- 
ljtihad Wa Manahijih Wa Adwarih (Bairut: Markaz al-Hadarah li Tanmiyah al-Fikr al-Islamiy, 2011), 15. 
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menanggung resiko berhadapan dengan berbagai kesulitan. Contoh kata ijtihad 


dengan makna di atas adalah perkataan Sahabat Ali bin Abi Thalib: 


IN Siji A9 JAN panti g Cabin Y, and Salad 


“Hendaklah kalian betul-betul bersunguh-sungguh, bersiap-siap dan 
menyiapkan diri, dan berbekal di tempat berbekal diri” 


Makna ijtihad seperti di atas juga kita dapati dalam hadith Nabi Muhammad 
saw dari Aisyah: 
aging Y La p815YI oatall (Aging alun Anto Ab (ola Al Jaan) US 
Wae 


“Dulu Nabi berusaha dengan sungguh-sungguh pada sepuluh terakhir (dari 
bulan Ramadhan) dengan sesuatu yang beliau tidak pernah bersungguh- 
sungguh di selain itu” 


Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi yang disampaikan oleh 


para ulama antara lain adalah: 
1. al-Syaff'i 


Menurut al-Syaff i, ijtihad adalah giyas. Dua kata tersebut menurut al-Syaff'i 


adalah sinonim. Ia menegaskan: 


xml (Sial jkamal Lah Cal $ UB jika Lah al lgi YI gal f Galosil Lai 
“Maka apakah giyas? Apakah giyas adalah ijtihad, ataukah keduanya 
berbeda?. Saya jawab, “keduanya adalah dua kata satu makna” 
Kalau dicermati, definisi ijtihad yang disampaikan oleh al-Syaff'i di atas adalah 
bersifat tamthil (memberi contoh) dari operasinalisasi ijtihad itu sendiri, karena 


metode ijtihad giyasi adalah bagian dari sekian metode penggalian hukum Islam 


18 Ibid., 16. 
19 Muhammad bin Idris al-Shafi'i, al-Risalah (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), 477. 
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yang juga disampaikan oleh al-Syafi'i dalam al-Risalah, seperti melalui analisis teks 
dari aspek bentuk taklif (al-amr dan al-nahy), Cara penunjukannya terhadap makan 
(al-mantug dan al-mafhum) dan lain sebagainya. Sedangkan “Abd al-Wahhab Khallaf 
mendefinisikan ijtihad sebagai berikut: 
ASEAN Lea Kyai Y Ani Gi ALAN Go) Jun gillipal Ji Ce Bls 
2 ai baut Haa ab Us aa 
“Ungkapan tentang mencurahkan seluruh kemampuan untuk mengetahui 
hukum kejadian yang tidak ada nash-nya dengan berfikir dan menggunakan 
berbagai sarana (metode) yang bermacam-macam, yakni giyas atau istihsan 
atau maslahah mursalah atau tarjih (mengunggulkan salah satu pendapat) 
yang rasional dan bersifat dlanni (diduga kuat benar) untuk menetapkan 
hukum dalam hal yang tidak ada nas-nya.” 2 
Definisi tersebut di atas, —sebagaimana al-Syafi' i—, memberi batasan wilayah 
jangkauan ijtihad hanya dalam permasalahan yang tidak dijelaskan oleh al-Gur'an 
dan al-Sunnah, sehingga metode yang dipergunakan hanya berkisar pada giyas, 
istihsan, maslahah musrsalah, atau dengan tarjih ((mengunggulkan salah satu pendapat 
ulama). Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode ijtihad 
ada kalanya ghayr al-nash (bukan kajian teks), dan ada kalanya berupa anlisis teks 
(nash) al-Our'an atau al-Sunnah dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, 
seperti al-amr-al-nahy al-am-al-khas, al-mutlag-al-mugayyad, al-hagigah-al-majaz, 
al-mantug-al-mafhum, dan lain sebagainya. Definisi yang lebih konprehensif 


disampaikan oleh al-Jurjani sebagai berikut: 


Ge San la Al Jim Ham gll dal & jital 


“Usaha keras seorang ahli fikih (fagih) untuk memperoleh dugaan kuat 
hukum syara” 2 


20 “Abd al-Wahhab Khallaf, Masadir al-Tashri' al-Islami Fi Ma La Nasha Fih, (Damaskus: Dar al-Oalam, tt), 17. 
2 Al-Sharif “Ali bin Muhammad al-Jurjani, al-Ta'rifat (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 10 
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Sedangkan al-Shatibi memberikan definisi ijtihad dengan penekanan pada 
upaya memperoleh hukum, baik pada tingkatan yakin (al-4/m) atau hanya berupa 
dugaan kuat (al-zan) sekaligus usaha untuk mengetahui tujuan Syari (magsad al- 
Syari) yang tunggal. Al-Shatibi menulis: 


Jain lala Aa GpIAN gi ala Inai (3 dgadi & DI 9 gag & Jia 


“Mencurahkan seluruh usaha dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk 

memperoleh pengetahuan atau dugaan hukum, karena mencari tahu tujuan 

Syari' yang tunggal.? 

Menurut Farid al-Ansari, yang dimaksud dengan penggalan kalimat: “talaban 
li magsad al-shari al-muttahid” (karena mencari tahu tujuan Shari' yang tunggal) 
dalam definisi tersebut di atas ada tiga kemungkinan: Pertama, bahwa walaupun 
mujtahid sering kali berbeda pendapat tentang suatu hukum, tapi sejatinya mereka 
satu tujuan, yakni mengetahui tujuan Syari” (pembuat hukum), Kedua, bahwa 
tujuan Syari dalam suatu dalil, walaupun memiliki banyak kemungkinan dan 
petunjuk hukum adalah satu. Tugas seorang mujtahid hanyalah berusaha 
menyingkap satu tujuan yang “bersembunyi” di balik suatu dalil. Oleh karena itu, 
walaupun mujtahid berselisih pendapat dalam hukum tertentu, sebenarnya yang 
dituju adalah satu, yaitu satu tujuan pembuat hukum itu sendiri: Kemungkinan 
ketiga, bahwa tujuan Syari” yang tunggal itu secara realitas tidak bermakna apa-apa 
kecuali setelah menerapkan hukum secara tepat. Dengan demikian, menurut al- 


Shatibi ada tiga tahapan dalam proses ijtihad:” 


1. Al-fahm, yakni memiliki pemahaman yang benar tentang dalil hukum, 


dan aspek-aspek penunjukannya terhadap hukum, serta mengerti magasid al-shari'ah. 


22 Farid al-Ansari, al-Mustalah al-Usilliy “Inda al-Shatibiy (Mesir: Dar al-Salam, 2010), 298. 
2 Ibid., 305. 
2 Ibid., 307-312. 
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2. Al-istinbat, yakni proses penggalian hukum Islam. Tahapan ini akan berjalan 
dengan baik dan benar apabila seorang mujtahid memiliki pemahaman yang benar 
dan memadahi tentang hubungan antara sebab dan akibat (al-sabab wa al- 
musabbab), kemampuan untuk memberikan kesimpulan dari beberapa indikator 


(al-amarat), dan menegerti magasid al-shari'ah. 


3. al-Tanzil, yakni hukum yang diperoleh secara langsung dari nas atau melalui 
istinbat hendaknya diterapkan sesuai alasan hukumnya (al-mandt), apakah akan 
diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum atau khusus? Tahapan ini sangat 
penting agar hukum membumi, dapat diterapkan secara mudah, bukan hanya 
teori-teori melangit, indah dan memukau yang sulit untuk diterapkan. 


Bagan 3.1 
Tahapan Ijtihad Menurut al-Syatibi 


1 2 3 
al-fahm al-istinbat al-tanzil 
(pemahaman) (penggalian hukum) (penerapan hukum) 
E. Syarat Mujtahid 


Para ulama memandang perlu untuk memberikan syarat-syarat tertentu dalam 
ijtihad, karena ijtihad adalah kerja ilmiah yang terikat dengan wahyu. Dalam ijtihad 
terdapat dua dimensi: rasionalitas dan sakralitas. Dimensi rasionalitas ijtihad tak 
terelakkan ketika seorang mujtahid harus cakap dalam mendialogkan pesan Tuhan 
yang “terbatas” (al-mutanahiyah) dengan realitas kehidupan manusia yang terus 
berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
“tak terbatas” (ghayr al-mutanahiyah). Oleh karena itu, seorang mujtahid harus 
memiliki perangkat keilmuan yang memadahi, baik berkaitan dengan al-Our'an 
dan al-Sunnah sebagai representasi kehendak Syari”, maupun dengan kebutuhan 


riil manusia yang membutuhkan adanya kepastian hukum yang benar. 
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Sementara dalam dimensi sakralitas, apapun hasil olah pikir mujtahid, baik 
benar (sawab) atau salah (khata),—terlepas kontroversi ulama tentang ini—, tetap 
dipandang sebagai hukum Tuhan yang sakral, harus dipatuhi, dan bahkan bisa 
dijadikan dasar untuk mengebiri hak asasi manusia. Di sinilah letak pentingnya 


syarat moralitas bagi mujtahid, di samping terpenuhinya syarat ilmiah. 


1. Syarat Ilmiah 


Syarat ilmiah dapat dikelompokkan dalam dua bagian: Pertama, syarat yang 
berkaitan dengan ilmu agama (ulum al-din) seperti al-Gur'an, al-Sunnah, Ijma, 
sebab nuzul dan nasikh mansukh, Kedua, Syarat yang berkaitan dengan perangkat 
(al-wasail) untuk memahami secara benar tentang pesan al-Our'an dan al-Sunnah, 
yaitu kaidah-kaidah kebahasaan seperti perintah dan larangan, yang umum dan 


yang khusus, dan lain sebagainya. 


a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ilmu agama (ulum al-din) 
1). Pengetahuan tentang al-Our'an. 


Para ulama sepakat bahwa al-Our'an adalah sumber hukum Islam disamping 
al-Sunnah. Formalisasi al-@ur'an sebagai syarat utama dalam ijtihad pertama kali 
disampaikan oleh al-Shaff'i dalam al-Risalah. Berkaitan dengan syarat mujtahid al- 
Shafi'i menulis: 

dual Ale 3 AS guniag Aiuliy dsaly dala ja tail LS alah alall 
ABIS, 
“Mengetahui hukum-hukum Kitab Allah: yang fardhu, adabnya, nasikh- 


mansukh-nya, yang umum dan yang khusus, serta petunjuknya”” 


Kemudian syarat ini diikuti oleh ulama sesudahnya, seperti al-Basri al- 


Mutazili, al-Juwaini, al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, al-Amidi, Ibn Hazm, dan 


2 Al-Sfafi'i, al-Risalah, 510. 
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lainnya.' Namun demikian, mereka berbeda pendapat apakah seorang mujtahid 
harus hafal keseluruhan al-Gur'an atau cukup mengetahui ayat-ayat yang ada 
kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Mengikuti al-Shaff'i, al-Juwaini 
dan al-Ghazali, mengharuskan pengetahuan secara menyeluruh dan mendalam 
tentang al-Gur'an dalam berijtihad.” Sementara al-Basri al-Murtazili tidak 
mensyaratkan hafal keseluruhan al-Gur'an. Sedangkan menurut Abu al-Walid al- 
Baji dari kalangan Malikiyyah berpendapat, bahwa seharusnya seorang mujtahid 
menguasai betul (4lim) tentang hukum-hukum al-Our'an, jika tidak dapat 


memenuhi syarat ini, minimal dia membaca keseluruhannya. Al-Baji menulis: 


OS II by ya LS Ad Ls SUSUN Aa Lal 1 3 0) Agiisnall Aina 
daya UG 


“Kriteria mujtahid adalah harus mengetahui hukum-hukum al-Kitab. Jika 
tidak dapat memenuhi syara ini, dia harus membaca keseluruhannya.“ 


2). Mengetahui al-Sunnah 


Sebagaimana al-Our'an, al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam. Maka 
sangatlah wajar kalau kemudian para ulama mensyaratkan mujtahid harus menguasi 
al-Sunnah dan seluk beluknya. Bahkan al-Juwaini secara tegas menyatakan bahwa 
secara makna (subtansi) tidak ada yang memisahkan antara al-Gur'an dan al- 


Sunnah.” 


2 Periksa Fathi al-'Atawi, al-ljtihad fi al-Fikr al-Islamiy (Bairut:Dar al-Fikr, 2014), 170. Dan Sami Brahim, Nagd 
al-'Agl al-Usiliy Dirasah Tahliliyyah Nagdiyyah Li Usol al-Figh "Inda al-Mu'tazilah (Tunisia: al-Magharibiyyah 
Li al-Tiba'ah wa Ishhar al-Kutub, 2014), 135. 

21 Fathi al-'Atawi, al-ljtihad, 171. 

28 Abu al-Walid al-Baji, Ihkam al-Fusil fi Ahkam al-Usil, Vol. 2. (Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1995), 728 


2 Imam al-haramayn Abu al-Ma'aliy al-Juwayniy, al-Burhan ff Usil al-Figh, Vol. 1. (Kairo: Dar al-Wafa', 
1992), 128. 
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3. Mengetahui Ijma' 


Dalam ijtihad, ijm2 termasuk dalil hukum yang pokok setelah al-Gur'an 
dan al-Sunnah. Hukum Islam yang telah menjadi ijma' ulama dan dasarnya adalah 
nas adalah bersifat “permanen”, tidak dapat dianulir oleh ijtihad sesudahnya. Oleh 
karena itu, penegetahuan tentang hukum-hukum Islam yang telah menjadi ijma' 
ulama sangatlah urgen. Berkaitan dengan ketentuan ini al-Shafi'i menegaskan: 


Cs skil 9 Cpu! Cya Al gataa Lalale 3 ES Usb Ola OSN, 
MENERI 9 Gali g Lan 3 Gala 


“Seseorang tidak boleh melakukan giyas sehingga dia mengetahui al-Sunnah 
sebelumnya, pendapat ulama terdahulu, ijma' manusia, dan perbedaan 
pendapat mereka.” 


b. Memiliki kemampuan bahasa Arab dan seluk-beluknya 


Hukum Islam disepakati oleh ulama bersumber dari al-@ur'an dan al-Sunnah. 
Dua sumber tersebut telah menjadi “takdir” Tuhan berbahasa Arab. Oleh karena 
itu, kemampuan dalam memahami bahasa Arab dan seluk-beluknya sebagai syarat 
mujtahid adalah sesuatu yang logis. Dengan kemampuan bahasa Arab yang 
memadahi seorang mujtahid dapat menyelami lautan rasionalitas makna (ag! al- 


maaniy) al-Our'an dan al-Sunnah secara benar. Syarat ini ditegaskan oleh al-Shaff'i: 


BS tnya lal Hama Jar Ami CALSIN ale Jam leah ya abu Y 
Led sig Anilas Lang dd ya 
“Seseorang yang buta keluasan bahasa Arab tidak dapat mengetahui 


penjelasan kalimat-kalimat ilmu al-Kitab, aspek-aspeknya, makna-makna dan 
perbedaannya.” 


2 Al-Shafi'i, al-Risalah, 510 
2 (bid. 
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Secara spesifik, al-Juwaini mensyaratkan pengetahuan ilmu nahwu dan irab 
dalam berijtihad, karena ilmu tersebut memiliki peranan utama dalam menyingkap 
pesan dan maksud Syari” dalam al-@uran dan al-Sunnah. Pendapat yang senada 
juga disampaikan oleh al-Ghazali. Bagi al-Ghazali, seorang mujtahid harus berbekal 
diri dengan ilmu nahwu yang memadahi untuk mengetahui pesan dan maksud 
Allah dalam al-Gur'an, walaupun tingkat kedalamannya tidak seperti imam Khalil 
al-Nahwiy” 


2. Syarat Kecerdasan dan Moralitas 


Seorang mujtahid tidak cukup hanya memiliki kedalaman ilmu penegetahuan, 
khususnya tentang al-Ouran dan al-Sunnah serat seluk beluk bahasa Arab, tetapi 
ia juga harus memenuhi kualifikasi moralitas yang baik dan kecerdasan yang tinggi. 
Berkaitan dengan syarat ini, ada syarat yang bersifat umum, dan ada yang bersifat 
khusus. Syarat yang bersifat umum ada tiga: islam, dewasa (al-baligh) dan berakal. 
Tiga syarat tersebut tidak hanya berlaku bagi mujtahid, tapai juga berlaku bagi 
mufti, hakim, saksi, transaksi jual-beli, dan hukum Islam lainnya. Hilangnya salah 
satu syarat tersebut, seseorang dianggap tidak memiliki kelayakan (al-ahliyyah) dalam 
melakukan perbuatan hukum, apalagi sebagai mujtahid yang pendapatnya menjadi 


rujukan umat dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. 


Selain Islam, dewasa, dan berakal, mujtahid harus adil, wara'. Syarat ini bukan 
berarti membatasi semua orang untuk berusaha memahami sendiri pesan-pesan al- 
Ouran dan al-Sunnah, tanpa terikat dengan pendapat orang lain, seperti yang 
diusung oleh mereka yang lagi “demam” kebebasan berfikir. Syarat moralitas 
tersebut yang akan membedakan antara seorang pemikir Islam (al-mufakkir fi al- 


Islam) dengan mujtahid. 


22 Al-Ghazali, al-Mustasfa, Vol.2. hal.202 
88 Periksa, al-Juwainiy, al-Burhan, Vol. 2. Hal, 869. 
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F. Dalil Hukum Para Imam Madzhab 


1. Madzhab Hanafi 


Secara garis besar, dalam berijtihad madzhab Hanafi berpedoman pada dalil- 
dalil berikut: al-Gur'an, al-Sunnah, Gawl al-Sahabiy al-Oiyas, al-Istihsan, al-Ijma, 
dan al- Urf. Berkaitan dengan dalil-dalil hukum ini, Abu Hanifah berkata: 

al ES Amd ad UB (oa) dl Jaa) Kid al al UE adl HA AKI 


al Haa 3 AKI aga pal Cl yA YI Coeil Nah Lali pagia Citi ya JjA 
| saga LS agiala | gagal agid isuuall Uy Arang Cpaaal! 3 C3 yaa 


“Saya mengambil (hukum) dengan Kitab Allah, jika saya tidak mendapati 
maka dengan Sunnah Rasullah saw. Jika saya tidak mendapati (hukum) dalam 
Kitab Allah dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah saw. maka saya 
mengambil pendapat sahabat-sahabatnya, saya mengambil pendapat yang 
saya mau diantara mereka, dan saya tinggalkan pendapat yang saya mau 
diantara mereka. Jika urusan berakhir pada Ibrahim al-Nakh'iy, al-Sha'biy, 

Ibn Sirin, al-Hasan, dan Sa'id al-Musayyab, maka orang-orang berijtihad, 

lalu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”“ 

Berkaitan dengan al-Gur'an, madzhab Hanafi berpendapat bahwa al-Our'an 
adalah nama untuk makna saja (ism li al-mana). Oleh karena itu, Abu Hanifah 
pernah berpendapat bahwa bacaan al-Our'an di dalam shalat boleh dengan selain 
bahasa Arab. Sementara dalam al-Sunnah, madzhab Hanafi hanya mau menjadikan 
dalil jika termasuk sunnah mutawatirah atau mashhurah. Hadis ahad walaupun 
termasuk kategori sahih dapat dipakai sebagai dalil jika diriwayatkan oleh sahabat 
yang dikenal sebagai ahli fikih seperti Abu Bakr, Umar, Uthman, dan Ali. Jika 


kriteria ini tidak terpenuhi, seperti Hadis riwayat dari Abu Hurairah, harus sesuai 


dengan giyas.” 


4 Perikasa, Muhammad al-Khudari Bek, Tarikh al-Tashri' al-Islamiy (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 
144. 


8 Muhammad Salam Madkur, Manahij al-ljtihad fi al-Islam (Kuwait: Jami'ah al-Kuwayt, 1973), 599. 
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Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa gawl al-Sahdbiy dapat dijadikan 
dalil hukum apabila telah menjadi ijma' di kalangan mereka. Itupun dilakukan 
kalau memang tidak ditemukan dalil dalam al-@ur'an dan al-Sunnah.” Sedangkan 
giyas menempati urutan keempat dalam ijtihad madzhab Hanafi. Metode ini dapat 
dilakukan apabila tidak ditemukan nas dari al-@ur'an, al-Sunnah, serta tidak ada 
gawl al-Sahibiy yang sampai pada tingkatan ijma. Madzhab Hanafi juga dikenal 


sebagai madzhab yang gemar menggunakan metode al-Istihsan dalam berijtihad. 


2. Dalil Hukum Madzhab Maliki 


Walaupun Imam Malik bin Anas tidak menyusun ushul al-Figh, namun para 
pengikut madzhab Maliki pada era berikutnya, al-Gadi Tyad, Ibn Rusyd, Ibn 
Hamdun, dan al-Garafi menyusun metodologi ijtihad dengan sistematika yang 
mirip dengan sistematika ushul al-figh madzhab Shaff'i. Secara garis besar, dalil 
hukum madzhab Maliki dapat dipetakan dalam dua bagian: Pertama, dalil hukum 
yang juga dipakai dalam madzhab lain, Kedua, dalil hukum khas dalam madzhab 
Maliki. 

a. Dalil hukum yang juga dipakai dalam madzhab lain 

1). al-Guran. 


Imam Malik menjadikan ayat al-Our'an yang sharih (tegas) yang tidak butuh 
ta wil sebagai dalil. Madzhab Maliki tidak mau men-ta wil nash selagi tidak ada 
dalil shar'i yang mewajibkan untuk men-ta wil-nya. Sebagaimana dalam madzhab 
Shafi'i, madzhab Maliki juga menjadikan mafhum muwagah dan mafhum mukhalafah 


sebagai petunnjuk hukum.” 


2 Ibid. 
87 Mustafa Ja'far, al-ljtihad 'Inda al-Madzahib al-Islamiyyah, 112. 
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2). Al-Sunnah. 


Tidak seperti madzhab Hanafi, madzhab Maliki menerima hadiz Ahad sebagai 
dalil hukum selagi tidak bertentangan dengan amal ahl al-Madinah. Madzhab 
Maliki mengutamakan Hadis Ahad dari pada Oiyas selama sejalan dengan amal 
ahl al-Madinah. 


3. al-Iima. 


Madzhab Maliki hanya mengakui ijma ahl al-Madinah dan mengesampingkan 
Hadis Ahad ketika nyata-nyata bertolak belakang dengan realitas amal ahl al- 
Madinah. 


4. Gawl al-Sahdabiy. 


Bagi madzhab Malikii, gawl al-Sahdbiy menempati posisi yang sangat strategis 
dalam penggalian hukum Islam. Penolakan Imam Malik terhadap pelaksanaan haji 
tamattu yang didasarkan pada Hadis riwayat Sa'ad bin Abi Wagas karena mengambil 
pendapat sahabat “Umar yang melarang haji tamattu ,— adalah bukti nyata 
pentingnya gawl al-Sahabiy di kalangan Malikiyyah.” 

Yang menjadi alasan Imam Malik dalam istidlal dengan gawl al-Sahdabiy adalah 
karena sahabat terkadang mendengar langsung dari Nabi, atau dari sahabat yang 
lain, atau dari pemahamannya terhadap ayat al-Ouran, dengan pemahaman yang 


tidak terjangkau oleh kebanyakan orang biasa." 
5. al-OGiyas. 


Salah satu contoh ijtihad madzhab Maliki dengan giyas adalah kewajiban 
men-gada' serta membayar kaffarat bagi orang yang tidak meng-gadd' puasa hingga 


3 Ibid. 114. 
3 Salim Madkur, Manahij al-ljtihad, 636 
“0 Ibid. 
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datang bulan Ramadan berikutnya, karena di-giyas-kan dengan orang yang sengaja 


membatalkan puasanya di bulan Ramadan, dimana keduanya sama-sama 


meremehkan kehormatan bulan Ramadan." 


6. al-Istishab. 


al-Istishab diartikan sebagai: 


2 433 (de Jalal ala 


“Dugaan tetapnya hukum untuk masa kini atau yang akan datang 
berdasarkan tetapnya hukum tersebut di masa lalu serta tidak ada dalil yang 


merubahnya. 2 


7. al-Istigr@' (penelitian induktif) 
8. al-Istidial 


Dalam madzhab Maliki, al-istidAl didefinisikan sebagai: 


YA Anil ga Ca ol KAM AI Ceetaiat! Jala Ad yaa Al laa 
“Upaya untuk mengetahui dalil yang dapat menyampaikan kepada hukum 
shar'i dari aspek kaidah, bukan dari aspek dalil nas” 


Sementara al-Shawkani memberikan definisi al-istidlal sebagai berikut: 


“Adalah dalil yang bukan nas, bukan ijma', dan bukan pula giyas.“ 


M4 


42 


43 


44 


Ibid., 638-639. 

Mustafa Ja'far, al-ljtihad, 115. 
Ibid., 116. 

Ibid. 
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9. al-Istihsan 
10. Sharu Man Gablana. 


b. Dalil hukum yang khas dalam Madzhab Maliki 


Dalil hukum yang khas dalam madzhab Maliki adalah amal ahl al- 
Madinah,al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, dan al-'urf. Seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, penggunaan “amal ahl al-madinah bagi madzhab Maliki 
lebih utama dari pada Hadis Ahad. Aau dengan kata lain, Hadis Ahad dapat dianulir 
penggunaanya ketika bertentengan dengan praktek penduduk Madinah, dengan 
alasan bahwa merekalah yang paling mengerti perilaku Nabi. 


Dalam perkembangannya, ulama Malikiyyah gigih mengembangkan dalil al- 
maslahah al-mursalah dalam sebuah konsep yang matang dengan “wajah baru”, 
yaitu konsep magasid al-shart'ah, terutama setelah hadirnya kitab al-Muwafagat fi 
Usal al-Shartah, karya Abu Ishag al-Shatibi. Magesid al-shariah yang semula 
berkutat dalam ranah konsep kemudian dikembangkan oleh generasi pasca al-Shatibi, 
seperti Ibn 'Ashtir, Alal al-Fasi, Nur al-Din Mukhtar— menjadi sebuah pendekatan 
dan sekaligus metode ijtihad, yang kemudian dikenal demngan sebutan al-Ijtihad 
al-magisidiy Sememntara sadd al-dzari ah dan al-'urf, walaupun memiliki ketentuan 
khusus dalam pemberlakuannya, sejatinya dapat dikategorikan dalam kajian 


maslahah atau magasid al-shari ah. 


3. Dalil Hukum Madzhab Shafii 


Dalil hukum dalam madzhab Shafi'i adalah al-Gur'an, al-Sunnah, al-Ijmd, 
Oawl al-Sahabiy al-Oiyas, al-Istishab, dan al-Urf? Sebagaimana madzhab fikih 


yang lain, al-Our'an adalah sumber ijtihad utama dalam madzhab al-Shaffi'i, 


4 Ibd., 138. 
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kemudian diikuti al-Sunnah. Bagi al-Syafi'i, Hadis Ahad yang sahih harus dijadikan 
dijadikan dalil hukum sebelum menggunakan dalil Oiyds. Al-Shafi'i dengan tegas 
menolak pendapat ulama Irak yang menyatakan bahwa pemberlakuan Hadis Ahad 
harus diriwayatkan oleh orang-orang yang terkenal, dan juga menolak pendapat 
Imam malik yang mensyaratkan harus menjadi bagian wmal ahl al-Madinah. Seperti 
halnya dalam masalah Hadis Ahad, al-Shafi'i menggunakan ijma sebagai dalil 
hukum tanpa harus ada syarat sesuai dengan praktek penduduk Madinah. 
Sedangkan gawl al-Sahabiy al-Sfafi'i menjadikannaya sebagai dalil hukum sebelum 
beranjak ke dalil giyas. 


Al-Shaff'i adalah imam yang pertama kali menggagas dan menyusun metode 
giyas. Menurut al-Shafi'i, metode giyas dipakai ketika ada perististiwa hukum yang 
tidak dijelaskan status hukumnya oleh nas.” Dengan metode giyas, al-Shafi'i 
melakukan terobosan baru dalam ijtihad, yaitu moderasi (wasatiyyah) antara model 
ijtihad ala Maliki yang terkesan sangat kaku, dan model ijtihad ala Hanafi yang 
terlalu longgar. Dalam kasus-kasus hukum tertentu, al-Shaff'i juga menggunakan 


al-istishab dan al-'urf dalam ber ijtihad. 


4. Dalil Hukum Madzhab Hanbali 


Menurut Ibn al-@ayyim, yang dijadikan pedoman Ahmad bin Hanbal dalam 
ber-ijtihad ada lima: Pertama, berpedoman pada dhahirnya nas al-@ur'an dan al- 
Sunnah. Ketika suatu masalah dapat ditemukan status hukumnya dalam al-@ur'an 
atau al-Sunnah maka yang menjadi pedoman apa yang tertulis dalam teks kedua 
sumber tersebut, dan tidak peduli dengan pendapat siapa pun, termasuk pendapat 


para sahabat besar. Sebagai contoh, Imam Ahmad tidak sependapat dengan sahabat 


“6 Ibid., 139 
“1 A-Shafi'i, al-Risalah, 477. 
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Ali, “Ustman, Talhah, Ubai bin Ka'ab yang menyatakan bahwa hubungan intim 
suami istri yang pihak suami belum sempat inzal (orgasme) adalah tidak wajib 
mandi janabah. Penolakan tersebut dikarenakan ada riwayat dari Aishah yang 
menyatakan bahwa dia bersama Rasulullah pernah mengalami seperti itu, tapi dia 


dan Rasulullah tetap mandi. 


Dalil hukum yang kedua adalah fatwa sahabat ketika tidak ditemukan nas. 
Bagi madzhab Hanbali, fatwa sahabat yang tidak terdapat perbedaan di kalangan 
mereka dijadikan dalil hukum setelah al-Gur'an da al-Sunnah. Namun demikian, 
mereka tidak menyebutnya sebagai 1jma.” Fatwa sahabat yang diketahui ada 
perselisihan di kalangan mereka oleh Imam Ahamad bin hanbal dijadikan dalil 
hukum ketiga, dengan memilih pendapat sahabat yang paling mendekati al-Gur'an 
dan al-sunnah. 


Ahmad bin Hanbal juga memakai Hadis mursal (Hadis yang sanadnya tidak 
menyebut sahabat) sebagai dalil hukum keempat. Al-Oiyas dapat dipergunakan 
hanya ketika tidak ditemukan salah satu dari empat dalil di atas. Dengan demikian, 
bagi madzhab Hanbali, giyas menduduki posisi kelima dalam urutan dalil hukum.” 


48 Mustafa Ja'far, al-ljtihad “Inda al-Madzahib al-Islamiyyah, 152. 
49 Ibid. 153. 
50 Muhammad Salam Madkur, Manahij al-ljtihad, 168. 
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BAB IV 
FIAIH BERBASIS MAMASID AL- 
SHARI'AH: APLIKASI KONSEP 
INTERKONEKSITAS MASLAHAH 
DALAM RANAH BUSANA MUSLIMAH 


A. Dari Jilbab Dogmatis hingga Jilbab Artis(tik): Sebuah 
Pencarian Makna Hijab, Jilbab dan Khimar 

Al-Our'in dan al-Hadith, sebagai sumber hukum Islam, tidak menjelaskan 
secara rinci bagaimana seharusnya mode atau bentuk busana, baik bagi laki-laki 
maupun perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam al-Gur'An 
terdapat beberapa istilah yang oleh ulama diduga kuat (zanniy al-daldlah)' sebagai 
busana muslimah, yaitu hijab, jilbah' dan khim4r” Oleh karena itu, maka ulama 
memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana sesungguhnya busana yang benar 


menurut Islam, hal-hal lain yang terkait dengan busana, seperti aurat, syarat-syarat 


1 Kalaupun kehadiran al-Gur'an disepakati sebagai gat'iy al-wurid (dipastikan autentik dari Allah, karena 
sampai kepada kita secara mutawatir), dari aspek penunjukan makna yang terkandung di dalamnya ada 
dua kemungkinan: pertama, gat'iy al-dalalah, yaitu nash yang maknanya jelas dan tegas, serta tidak 
memerlukan ta'wil, kedua, zanniy al-dalalah, yaitu nash yang bersifat interpretable, terbuka untuk dipahami 
dalam berbagai sudut pandang, dan masing-masing “absah” diklaim sebagai pemahaman yag benar tanpa 
menegasikan kebenaran interpretasi yang lain, selagi proses interpretasinya menggunakan kaidah-kaidah 
penafsiran yang benar. 


2 Kata hijab disebutkan sebanyak delapan kali dalam al-Gur'an, yaitu pada surah al-A'raf: 46, al-Ahzab: 53, 
Shad: 32, Fussilat: 5, al-Shura: 51, al-Isra': 45, Maryam: 17, dan al-Mutaffifin: 15. Dari delapan ayat yang 
menyebutkan kata hijab tersebut, hanya kata hijab yang terdapat dalam surah al-Ahzab yang mempunyai 
keterkaitan dengan busana muslimah. 

8 O.S. al-Ahzab: 59. 


4 O.S. al-Nur: 31. 
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dan pergeseran fungsi busana, dari simbol kesalehan, kesopanan dan bahkan 


perlawanan terhadap higemoni budaya Barat. Secara detail, penulis uraikan 


pembahasan tersebut sebagaimana berikut: 


1. Makna Hijab, Jilbab, dan Khimar 


a. Hijab, secara bahasa, sinonim dari kata sitr (tutup). Hijab juga berarti: 


Sala Gaia Cpas Ula JS 3 As Sania La paul 


“nama sesuatu yang dijadikan penghalang, dan setiap sesuatu yang 
menghalangi dua hal disebut hijab” . 


Menurut Abti al-Baga' al-Kafawi (w. 1094 H.), hijab adalah “segala sesuatu 


yang dapat menutupi dan menghalangi untuk menggapai sesuatu yang dicari, 


seperti tutup, lemah (al-ajz), dan maksiat. 


Hijab dalam makna di atas, terdapat dalam Al-Gur'an yaitu: 


1).. Surah Shad (38) ayat 32: 

O HE SI SE AM OS EN | Jas 
“Maka ia berkata: “sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang 
yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu 


"8 


hilang dari pandangan”. 


5 Periksa, Ibn Manztr, Lisan al'Arab, Vol. 1, (Bairiit: Dar al-Fikr, 1990), 298. 

6 Fuad al-Barazi, Hijab al-Muslimah (Riyad : Maktab Usul al-Salaf, 1995), 27. 

1 Lihat Abu al-Baga' al-Kafawi, al-Kulliyyat: Mu'jam ff al-Mustalahat wa al-Furig al-Lughawiyyah, (Bairtit : 
Muassasat al-Risalah, 1993), 360. Lemah (tidak berdaya, al-'ajz) menjadi penhalang (hijab) seseorang 
untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Sedangkan perbuatan maksiat dapat meghalangi seseorang 
dengan Tuhannya. Periksa, Muhammad Abd. Al-'Aziz "Amr, al-Libas waal-Zinah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, 
(Bairut.: Muassasat al-Risalah, t.th), 117 


8 Al-Our'an Dan Terjemahnya, (Madinah: Majma' Khadim al-Haramayn al-Sharifayn, 1990), 737. 
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2). Surah Maryam (19) ayat 17: 


9) Da Ed Ja en adit Kb Glee A33 ya SIEG 
“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu Kami 


mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam 
bentuk) manusia yang sempurna.” 


z 


3). Surah al-Ahzab (33) ayat 53: 

S3 FE AE NA SP YA 5 WEE Y isak Gali RS 
Gp ena Th Va Io Tikab 13 133 1403 8) 3 AI, Al 
SapaL G3 SN EA da ARI AI sah OS IS 
NS 3 3 Ani ab 2 J3 Ska 353 oa Gal La 
Sange aa IS 


II 


3 


San Da REG GAS 0 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah 
Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu- 
nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka 
masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memper- 
panjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu 
Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah 
tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu 
(keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah 
dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati 
mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) 
mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya 
perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." 


Uraian makna lughawiyyah dari kata hijab di atas, menunjukkan bahwa tidak 
satu teks pun yang menunjukkan arti pakaian sebagaimana yang lazim dipahami 
oleh umat Islam dewasa ini. Dalam teks (nash) di atas akan lebih tepat bila kata 


hijab diartikan tirai. 


? Ibid., 464. 
10 Ibid., 677. 
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model pakaian tertentu. Selagi pakaian perempuan dapat berfungsi menutupi aurat 


dan menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahramnya terhadap aurat 


Sedangkan secara istilah, hijab didefinisikan dengan:" 


Ca 2 1190 ca HAYI Jl il 3 ll Aa isi 3 Lu ge al 
ka 
“pakaian shar'7 yang sempurna, dijadikan penutup (badan) oleh perempuan 


untuk menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahram terhadap 
badannya” 


Dari definisi hijab di atas, dapat dipahami bahwa hijab tidak terbatas pada 


perempuan disebut hijab. 


itu, banyak orang dari komunitas Islam yang mendatangi rumah Nabi untuk 
bertanya, minta tolong dan memohon sesuatu.Istri-istrinya tinggal di ruangan- 


ruangan yang mengelilingi ruang majelis yang menjadi masjid pertama yang 


Ayat al-Gur'in dan diduga ada hubungannya dengan pakaian perempuan 
adalah surah al-Ahzab (33) ayat 53.Ayat tersebut turun di Madinah. Selama waktu 


dibangun Nabi untuk umat Islam." 


Yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut (33:53) menurut Anas bin 


Malik (w. 93 H.) sebagai berikut: 


“Ayat tersebut turun berkaitan dengan perkawinan Nabi dengan Zainab 
binti Jahsy.Ketika itu, Nabi menyiapkan makanan untuk para undangan. 
Namun setelah mereka makan, sebagian undangan —dalam riwayat ini 
dikatakan tiga orang—masih tetap duduk berbincang-bincang.Nabi masuk 
ke kamar “Aisyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal 
itu, telah pulang, tetapi ternyata belum juga, maka beliau masuk lagi ke 
kamar istri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar 
ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah 
sekian lama Rasul saw. menanti.” Anas bin Malik yang menuturkan kisah ini 
berkata: “Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw. maka 


1 Al-Barazi,Hijab, 28. 
12 Periksa, Fadwa El Juindi, Jilbab, 245. 
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beliau masuk. Akupun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang hijab 

antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini” ." 

Dalam riwayat lain yang bersumber dari al-Nas4'i disebutkan, bahwa istri 
Nabi, Aisyah ra., menuturkan bahwa “Suatu ketika ia makan bersama Nabi saw., 
lalu “Umar ra. lewat, maka Nabi mengajaknya dan diapun makan. Ketika itu —kata 
'Aisyah—jarinya menyentuh jariku, maka “Umar berkata “hus' atau “awwah'.Lalu 


turunlah ayat di atas. 


Riwayat lain juga menyebutkan, bahwa sahabat Nabi, Anas bin Malik (w. 93 
H.) menyatakan bahwa “Umar bin al-Khattib (w. 24 H.) mengusulkan kepada 
Nabi saw. Bahwa, “Wahai Rasul, orang baik dan tidak baik masuk ke rumahmu, 
pakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan ummahat al-mu minin (istri-istri 


Nabi saw.) memasanghijab?” maka turunlah ayat ini memerintahkan memasang 


hijab. 


Para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah keharusan adanya hij4b, khusus 
pada istri-istri Nabi saw. saja, ataukah juga merupakan kewajiban setiap wanita 
muslimah?. Berkitan dengan masalah ini, Guraisy Shihab memaparkan secara rinci 
ragam pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat, bahwa keharusan memakai 
hijab seperti kandungan ayat hijab di atas berlaku secara umum bagi semua wanita 
muslimah. Pendapat ini diikuti oleh ulama yang menetapkan seluruh tubuh wanita 
adalah aurat, tak terkecuali wajah dan telapak tangannya. Pendapat tersebut di 
atas,didasarkan pada alasan berikut: Pertama, bahwa pada masa Nabi yang memakai 


hijab tidak hanya istri-istri Nabi, tapi juga seluruh wanita muslimah lainnya.'S 


13 M. Ouraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan 
Kontemporer. Cetakan IV (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 73. 


1 Ouraish, Jilbab, 74. 
3S Ibid., 74. 
16 Ouraish, Jilbab, 76. 
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Kedua, larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin, bukan berarti larangan 
itu khusus rumah Nabi, tapi juga berlaku bagi rumah semua orang, Ketiga, redaksi 


ayat: 


OensBs Ss seal EU 


“cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” 


Tuntutan untuk mensucikan hati seperti yang terkandung dalam ayat di atas 
tidak hanya tertuju pada istri-istri Nabi, tetapi juga berlaku bagi setiap orang 


Islam.” 


Seperti yang telah penulis singgung, terdapat ulama yang memahami bahwa 
kata hijab tidak ada kaitannya dengan pakaian. Kata hijab yang disandangkan pada 
wanita dan dimaknai sebagai pakaian adalah makna baru dan tidak pernah ada 
pada masa Nabi. Adapun perintah takwa dan larangan memasuki rumah tanpa 
izin, tidak harus dipaksakan dengan ayat hijdb, karena ada ayat lain yang secara 
tegas menyebutkan itu, yaitu surah al-Nur (24|: 27, yang redaksi ayatnya adalah 


sebagai berikut: 


“ Tn an A3 By. 5 3 Ia ai KE DN Ter Tatan aa Nae 
Alai PELAN I5613 "f3 22513 AE Epi JS ate Gaal lu 


4 sL12.53 8 nu 3 By » 3 Ka 
D3 TE 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) 
ingat. 


1 Ibid. “Atiyah Sagar menyebut alasan lain, disamping alasan yang disebutkan Ouraih Shihab, bahwa di 
awal surah al-Ahzab Nabi diperintah untuk takwa dan tidak mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik. Setiap orang Islam, lanjut Atiyyah, juga diperintahkan untuk mengamalkan kandungan ayat tersebut, 
dan khitab (orang yang diajak bicara) yang bersifat khusus tidak menghalangi untuk diberlakukan secara 
umum, baik melalui khitab itu sendiri, analogi, atau dengan adanya khitab yang lain. Periksa, 'Atiyah Sagar, 
al-Hijab Bayn al-Tashri' wa al-ljtima', (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Kitab, 1991), 176. 


18 Al-Our'an Dan Terjemahnya, 547. 
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Dengan demikian, kandungan ayat hij4b tersebut tidak serta merta berlaku 


secara umum pada setiap muslim atau muslimah. 


Satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa berbagai perbedaan pendapat 
ulama dalam memahami ayat hijab di atas adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan, 
karena masing-masing mempunyai cara pandang tersendiri dalam memahami teks 
keagamaan, termasuk teks ayat hij4b, disamping juga unsur “kepentingan” di luar 
teks, seperti imajinasi keagamaan (al-mikhyal al-dini), serta memori (al-dzakirah) 
penafsir yang secara sadar ataupun tidak juga bisa memberikan warna terhadap 
hasil dari sebuah penafsiran.” Dengan demikian, perbedaan pendapat tentang 
hijab, lebih banyak karena pengaruh logika penafsir, bukan semata-mata ketegasan 


redaksi teks itu sendiri. 
b. Jilbab 
Secara bahasa, jilbabberarti: al-gamis (gamis, kemeja), jama' nya adalah jalabib. 
Ada yang mengartikan dengan: 
Wr yang Lead) BI ya! Ag yebagi ola JI ga ASN Ga gangl 3 


“pakaian lebih longgar dari pada khimar (kerudung), bukan selendang, yang 
dijadikan tutup kepala dan dada perempuan”” 


19 Ouraish, Jilbab, 83-84. 


2 Menurut Muhammad Arkoun, akal hanya merupakan salah satu kualitas (malakah) dari sekian kualitas 
yang dimiliki oleh pikiran. Arkoun lebih suka menggunakan kata pikir (fikr) dari pada kata akal ('agl), sebab 
kata pikir memiliki lingkup pengertian yang lebih luas. Kata pikir mengandung tiga unsur pengertian: pertama, 
akal itu sendiri (al-'agl nafsuhd) yang hingga saat ini lebih banyak memperoleh perhatian dari para peneliti. 
Sebab akallah yang lebih banyak bekerja dalam setiap produk keilmuan dan kebudayaan.Kedua, Imajinasi 
(khayal, L'imagination).Ketiga, memori (dhakirah, La me'moire).Kedua kualitas terakhir tak dapat dipisahkan 
dari akal, ketika yang terakhir ini sedang bekerja.Sebab akal juga butuh memori, sebagaimana dia juga 
butuh imajinasi.Dia tak dapat dipisahkan dari yang terakhir itu. Dia butuh imajinasi untuk memasoknya 
dengan citraan-citraan agar kondisinya terus segar. Ketiganya saling melengkapi sebagai upaya menatap 
ruang yang luas untuk mengkaji jiwa manusia (al-rdh al-bashariyah), yakni mengkaji cara kerja dan 
mekanisme dari jiwa manusia pada momen tertentu. Misalnya ketika seorang kreator sedang mengerjakan 
karyanya, baik filsuf, sastrawan maupun seniman. Periksa, Muhammad Arkoun, Al-Fikr al-Islami Nagd wa 
ljtihad, Tarj. Hashim Salih (Bairiit : Dar al-Sagi, 1998), 240. 


Ibn Mandhur, Lisan al-'Arab, Vol 1, 272. Lihat pula Muhammad al-Tabatabai, al-Mizan fi Tafsir al-Our an, vol 
16 (Bairit : Matba'at Isma'ilyyan, t.th ), 339. 
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Ada pula yang mengartikan dengan al-izdr (sejenis jubah), al-khimdr 
(kerudung), al-rida (selendang), al-mignaah (cadar), yang dipakai perempuan untuk 


menutupi kepala, punggung dan dadanya.” 


Menurut Ibn al-Sikkit (w. 244 H.), jilbdb adalah “sesuatu yang dapat 
menutupi perempuan, atau menutupi pakaian dari atas”. Abu Hasan al-Biga'i (w. 
777 H.), mengutip pendapat al-Khalil (w. 767 H.), berkata: “setiap pakaian luar 


223 


dan dalam yang dijadikan tutup adalah jilbab 


Secara istilah, definisi jilbab adalah: 


LenaiOLag Lain goa Jai Lag Li (pd Bh ya Lea inti Sa 
“pakaian panjang yang dijdikan mantel oleh perempuan, ditaruh di atas 
bajunya, dapat menutupi seluruh badannya, dan pakaiannya” “ 
Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang termasuk ketegori jilbab 
adalah pakaian yang memenuhi kriteria berikut, pertama, pakaian tersebut dipakai 
di atas pakaian yang biasa dipakai, kedua, pakaian tersebut dapat menutupi seluruh 


tubuh dan pakaian perempuan. 


Dalam al-Guran, perintah tentang pemakaian jilbab terdapat dalam surah 
al-Ahzab ayat 59. Ouraish Shihab menegaskan, bahwa sebelum turunnya ayat 
tersebut, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang 


kurang sopan hampir dapat dikatakan sama.”Karena itu, lanjut Ouraish, lelaki 


n 
R 


Ibid. 


Periksa Muhammad Shams al-Hag Abadi, 'Awn al-Ma'bid: Sharh Sunan Abf Dawaid, Vol. 11, (Bairtit : Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 106. 


Ibid.,33. 


Ouraish, Jilbab, 86. Penjelasan yang hampir sama tentang latar belakang turunnya ayat tersebut dapat 
dilihat pula, al-Barazi, Hijab al-Muslimah, 126. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abdul Halim 
Abu Shuggah. Dia menegaskan,bahwa pakaian bervariasi dari satu lingkungan dengan lingkungan lain 
sesuai dengan iklim dan strata sosialnya. Ada jenis pakaian yang biasa dipakai oleh golongan elit, ada 
pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat umum, dan ada pula yang biasa dipakai oleh 
pembantu.Masyarakat Arab jahiliyyah juga demikian.Golongan elit laki-laki biasa mengenakan selendang 
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usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau 
duga sebagai budak. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan 
keterhormatan wanita muslimah, ayat tersebut di atas turun. Menurut Guraish, 
ayat tersebut berbicara tentang fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang 


dengan selainnya dalam sifat atau profesinya.” 


Sebagian ulama memahami bahwa kata: ee yang terdapat dalam surah al- 
Ahzab ayat 59 : 


CENA Ya Yale ata 


“...hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya”, 


Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa seluruh tubuh wanita, termasuk 
juga wajah dan telapak tangan, adalah aurat, dan karenanya harus ditutupi kecuali 
salah satu matanya. Pendapat tersebut dikemukakakan oleh al-Altisi (w. 1270 H.), 
Ibn Jarir (w. 311 H.), Ibn al-Mundzir (w. 277 H.) berdasarkan riwayat dari 
Muhammad bin Sirin(w. 110 H.).” Ummu Salamah meriwayatkan, bahwa ketika 
ayat di atas turun, wanita-wanita Ans4r jika keluar rumah, nampak seakan ada 


burung gagak bertengger di kepalanya, dan mereka memakai pakaian warna hitam. 


bersama sarung atau memakai perhiasan, sedangkan golongan umum dan orang-orang fakir cukup mengenakan 
izar (sarung) saja.Demikian juga kaum wanita. Wanita-wanita merdeka dan terhormat berciri khas dengan 
memekai cadar bersama pakaian yang lain seperti jilbab. Sedangkan wanita-wanita miskin atau budak 
memakai pakaian minim dan membuka wajahnya.Bahkan kadang-kadang membuka kepalanya, seakan- 
akan sebagai simbol kepapaan, sebaliknya, bercadar sebagai simbol kemewahan. Periksa, Abdul Halim 
Abu Shuggah, Kebebasan Wanita, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 299 


Ibid., 52.. 
Ibid., 106. 


Al-Barazi, Hijab, 108. Riwayat Al-Hadith ini pula yang dijadikan dasar Muhammad Salih bin Uthaymin 
dalam menegaskan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutupi, termasuk wajahnya 
kecuali salah satu matanya. Bahkan dia menegaskan, andai perempuan bisa melihat tanpa mata, maka 
kedua mtanya juga harus dibalut dengan jilbab. Jadi, kebolehan membuka salah satu matanya karena 
keadaan mendesak (dfarirah). Periksa, “Risalah Jilbab" dalam Jilbab dan Cadar, Terj. Abu Said Al Anshori 
(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 84. 
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c. Khimdr 


Dalam arti bahasa, khimd4r adalah sinonim dari kata nasif (tutup kepala, 
kerudung). Kata khimd4r dibentuk dari kata khammara yang berarti menutupi. 
Setiap sesuatu yang dapat dijadikan tutup disebut khimd4r.” Khimar juga bisa berarti 
imamah (sorban, tutup kepala laki-laki), sebagaimana yang terdapat dalam teks 


Hadith Umm Salamah: 


“Nabi pernah mengusap khuff (sepatu) dan khimar ('imamah, sorban).” 


Secara istilah, definisi #himar adalah: 


JI Gaal ye da jini lega ga Lesu ) BI yall As aki La 

“sesuatu yang dijadikan tutup kepala dan wajah oleh seorang perempuan 

dari pandangan laki-laki”. 

Berpijak pada penjelasan pengertian hijab, jilbab dan khimar di atas, penulis 
melihat bahwa ketiga terma tersebut pada dasarnya ada titik persamaannya, yaitu 
masing-masing bermakna tutup (sitr), walaupun ada yang bermakna lebih umum 
dari yang lain. Hijab dan jilb4b bermakna pakaian yang menutupi seluruh anggota 
tubuh perempuan. Yang membedakan antara kedua istilah tersebut adalah terletak 
pada posisi pemakaiannya, hij4b dipakai untuk pakaian yang dapat menutup seluruh 
badan perempuan, baik pakaian dalam maupun pakaian luarnya. Sementara jilbab 


khusus pakaian luar yang dapat menutupi seluruh pakaian dalam dan tubuhnya. 


2 Ahmad al-Zawi, Tartib al-Gamis al-Muhit, Vol. 2, (Bairit: Dar al-Kutub al-'Ilmyyah, 1996), 106. Murtada al- 
Zubaydi, Taj al-'Aris, vol 6 (Bairtit: Dar al-Fikr, 194), 366. 


2 Ibid., 36. 


8 Al-Barazi, Hijab, 37. Bandingkan dengan Ibrahim al-Abyari, al-Mawsi'ah al-Gur'aniyah, Vol. 12, (T.t : 
Muassasat Sajl al-'Arab, 1984), 178 
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Sedangkan khimdr adalah khusus pakaian yang dapat menutupi kepala, wajah dan 
leher. 


Tiga jenis pakaian di atas oleh banyak kalangan diklaim sebagai pakaian 
Islami.Klaim ini hemat penulis, diduga kuat, karena tiga terma itu terdapat dalam 
al-Our'an, lebih dari itu, masing-masing saling melengkapi untuk menjadi penutup 
aurat perempuan sebagaimana tuntunan Islam. Karenanya, setiap pakaian 
perempuan yang dapat menutupi aurat perempuan, serta tidak memancing gairah 


seksual orang yang memandangnya dapat disebut hijab atau jilbab. 


2. Sejarah Busana Muslimah 


Jauh sebelum Islam hadir, hijab telah menjadi budaya yang mengakar di 
beberapa bangsa. Fadwa El-Guindi menulis, bahwa berdasarkan data-data hukum 
Assyiria terdapat bukti bagaimana hukum Assyiria tahun 1450-1250 SM. 
mengungkapkan hubungan antara ber-jilb4b dan stratifikasi sosial. Dalam hukum 
Assyiria disebutkan, kualifikasi perempuan yang wajib dan dilarang memakai jilbab. 
Perempuan yang diwajibkan ber-jilbab adalah perempuan dari kalangan bangsawan, 
atau perempuan budak ketika mengiringi perempuan bangsawan. Undang-undang 
ini dengan jelas melarang gadis-gadis budak memakai jilb4b, termasuk pula pelacur 


yang belum menikah.” 


Budak yang terbukti memakai jilbab, diberi sangsi yang sangat berat, yaitu 
dicambuk 50 kali, telinganya dilukai, serta kepalanya disiram dengan ter 
(gatran).Aturan ini juga berlaku bagi laki-laki yang melihat perempuan budak 
ber-jilbab dan tidak melaporkannya.” 


22 El-Guindi, jilbab, 44. Lihat pula al-Barazi, Hijab, 41. Dengan demikian, jilbab memberikan kesan penghormatan 
bagi pemakainya. 
88 “Atiyyah Sagar, al-Hijab Bayn al-Tashri' wa al-ljtima' (Kairo : al-Dar al-Misriyyah li al-Kitab, 1991), 27. 
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Dalam hukum Asyiria juga disebutkan, bahwa laki-laki yang ingin menjadikan 
budak perempuan sebagai istri, ia harus mengundang lima atau enam orang 
temannya dan memakaikan jilbab pada budak tersebut di hadapan teman-temannya 


seraya berkata : “ini isteriku”. 


Perempuan Yunani klasik di Athena, disinyalir diwajibkan memakai jilbab 
dan berdiam diri di dalam rumah, bahkan pasangan suami istri tidak boleh saling 
melihat kecuali pada saat malam pengantin (Jaylat al-zawdj).” Mereka dilarang 
keluar rumah kecuali ada sesuatu yang sangat penting, seperti mengunjungi keluarga 
dekat, menjenguk orang sakit dan sebagainya.Bila terpaksa keluar rumah, mereka 
harus memakai jilb4b tebal yang dapat menyembunyikan wajahnya, kecuali kedua 


matanya.” 


Masyarakat Yunani kuno memperlakukan perempuan sebagai barang 
dagangan, tidak hanya bagi orang tuanya sebagai wali, tapi juga bagi suaminya. 
Mereka meyakini, bahwa datangnya musibah dan tidak tercapainya hal-hal yang 
dimpikan adalah karena berhala-berhala mereka lagi murka. Oleh karena itu, ketika 
mereka dapat keluar dari musibah, mereka mempersembahkan perempun sebagai 


kurban,dan ber-wasilah dengan mereka.” 


Tidak seperti di Yunani klasik, masyarakat Mesir kuno tidak mewajibkan 
perempuan untuk memakai jilb4b ketika melakukan aktifitas sosial seperti di sawah 
dan pasar, bila dalam situasi dan kondisi yang aman. Sedangkan dalam kondisi 
yang tidak aman, mereka memakai jilbab agar selamat dari gangguan. Namun di 


sisi lain masyarakat Mesir kuno memberikan sangsi yang sangat berat terhadap 


2 Ibid. 


8 Ibid., 30.. Periksa, Mubashshir al-Tirazi al-Husayni, al-Mar'ah wa Hugiguha fi al-Islam, (Bairiit: Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8, dan Fida “Abd al-Razzag al-Gasir, al-Mar'ah al-Muslimah Bayn al-Sharf'ah al- 
Islamiyyah wa al-Adalil al-Gharbiyyah, (Bairlit: Muassasat al-Rayyan, 1999), 14. 


2 Ibid. 
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pelaku zina, yaitu bagi laki-laki, memotong organ reproduksi anak (alat kelamin), 


dan hukuman bagi perempuan adalah memotong hidungnya.” 


Agama samawi sebelum Islam, seperti Yahudi dan Nasrani sangat 
memperhatikan pemakaian /hij4b. Di dalam injil, Kitab Kejadian, ayat 65: 24 


disebutkan: 


“Ia berkata kepada hambanya: “Siapakah orang laki-laki yang berjalan di 
taman menuju kepada kita?, hamba itu menjawab: ' Dia adalah tuanku', maka 
Maryam mengambil tudung dan menutup dirinya”. 

Sementara perempuan Arab jahiliyyah (pra Islam), mereka tidak mengenal 
jilb4b. Dalam pergaulan sehari-hari mereka ada yang memakai kemeja (al-burd) 
yang sisinya dibiarkan terbuka (tanpa jahit), dan memakai pakaian tipis yang tidak 
menutup badannya. Tradisi ini pernah terjadi pada perempuan Arab pada masa 
Nabi Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam 
sahih-nya, suatu ketika ada seorang perempuan” melakukan tawif (mengelilingi 


kabah), dengan telanjang dan berkata: 


Alai DB dia as Lai Ff AIS gl Antang gan a gall 


“hari ini sebagian atau semuanya tampak, sesuatu yang tampak tidak saya 
halalkan” 


maka turunlah ayat 31 dari surah al-Araf:"' 


8 Ibid. Perisa pula al-Barazi, Hijab 52.: Wel Durant, Oissat al-Hadarah, terj. Zaki Najib Mahmud, Vol .1, 
(Bairtit : Dar al-Jil, t.th. ), 103. 


2 Dikutip dari Abdur Rasul al-Ghifari, Wanita Islam, (T.t : Pustaka Hidayat, t.t), 30. Dalam AlKitab terbitan 
Lembaga Alkitab Indonesia,, teks di atas berbunyi: “Katanya kepada hamba itu: “Siapakah laki-laki itu yang 
berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu: “Dialah tuanku itu.” Lalu Ribka mengambil telekungnya, 
dan bertelekunglah ia”. Periksa, Alkitab, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009), 28. 


“0 Menurut al-Suhayli, perempuan yang dimaksud adalah Daba'ah bint “Amir bin Sas'ah. Periksa 'Atiyah, al- 
Hijab, 36.. 

“1 Periksa Abii al-Hasan al-Wahidi, Asbab al-Nuzil, (Bairiit: Dar al-Fikr, 1988), 151. Berpijak pada firman Allah 
surah al-Ahzab ayat 33: s3 Ajlatall TH AH 15 “janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 
seperti berhiasnya orang-orang jahiliyyah yang pertama.” Para ulama' mengklasifikasikan zaman jahiliyyah 
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3... 


T 
na ae an be Ka au abah NAK pta aa 
33m V3 Lia 163 son Ss by Iya Pl ghe 
Ne Ja 
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid.Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”“ 


Imam Zarkasyi (w. 794 H.) memberikan komentar mengenai keberadaan 


perempuan pada masa jahiliyyah: 


“Mereka mengenakan pakaian yang membuka leher bagian dadanya, 
sehingga tampak jelas seluruh leher dan urat-uratnya serta anggota 
sekitarnya.Mereka juga menjulurkan kerudungnya ke arah belakang, 
sehingga bagian muka tetap terbuka. Oleh karena itu, maka segera 
diperintahkan untuk mengulurkan kerudung di bagian depan agar bisa 
menutup dada mereka” 4 


Pakaian yang memperlihatkan dadanya ini pernah dilakukan Hindun binti 
“Utbah (w. 14 H.) ketika memberikan semangat perang kaum kafir Mekah melawan 
kaum muslim pada perang Uhud. Ini biasa dilakukan perempuan jahiliyyah dalam 


keterlibatannya berperang untuk memberikan semangat juang.” 


menjadi dua bagian, yautu al-jahiliyyah al-ula dan al-jahfliyyah al-thaniyah.Batasan waktu al-jahfliyyah al- 
ula, sebagaimana berukut:1), Fase antara Adam dan Nuh, riwayat al-Hakim bin Uyaynah: 2), Fase antara 
Nabi Nuh dan Idris, riwayat Ibn Abbas: 3),Fase antar Nuh dan Ibrahim, riwayat al-Kalbi: 40, Fase Musa dan 
Isa: 5), Fase antar Daud dan Sulaiman, riwayat Abu al-'Aliyah: 6), Fase antara Isa dan Muhammad, riwayat 
al-Sha'bi. Dari riwayat itu dapat disimpulkan bahwa al-jahfliyyah al-ila adalah masa sebelum diangkatnya 
Nabi Muhammad sebagai Nabi saw. Sedangkan al-jahiliyyah al-thaniyah adalah kemungkaran yang terjadi 
setelah periode sesudahnya, bersama dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. Lihat al-Tabarisi, Majma' 
al-Bayan fi Tafsir al-Gur'an, Vol. 7, 558. Periksa pula, Isma'il Haggi al-Barisi, Tafsir Rah al-Bayan, Vol. 7, 
(Bairit : Dar al-Fikr, t.th.), 170. 


Al-Our'an Dan Terjemahnya, , 225. 


Nong Darol Ahmada, Kritik Atas Jilbab, http://islamlib.com/id/artikel/kritik-atas-jilbab. diunduh tanggal 20 
Agustus 2011. 


“ Ibid. 


Ibid. Selain karena faktor kondisional seperti yang digambarkan di atas, kedua ayat ini juga turunnya lebih 
bersifat politis, diskriminatif dan elitis. Surat Al-Ahzab yang didalamnya terdapat ayat hijab turun setelah 
perang Khandag (5 Hijriyah). Sedangkan surat An-Nur turun setelah al-Ahzab dan kondisinya saat itu sedang 
rawan. Bersifat politis sebab ayat-ayat di atas turun untuk menjawab serangan yang dilancarkan kaum 
munafik, dalam hal ini Abdullah bin Ubay dan konco-konconya, terhadap umat Islam. Serangan kaum 
munafik ini “memakai” perempuan Islam dengan cara memfitnah isteri-isteri Nabi, khususnya Siti Aisyah. 
Peristiwa terhadap Siti Aisyah ini disebut peristiwa peristiwa al-ifk.Pada saat itu, peristiwa ini sangat 
menghebohkan sehingga untuk mengakhirinya harus ditegaskan dengan diturunkannya lima ayat yaitu OS. 
An-Nur (23): 11-16. Periksa, Ibid. 
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Dalam situasi dan kondisi inilah, Islam datang memberi petunjuk bagaimana 
seharusnya manusia berpakaian, bagian manakah dari anggota tubuh yang tergolong 
aurat, sehingga harus ditutupi, dan terhalang dari pandangan orang-orang yang tidak 
“berhak” memandangnya. Ketentuan berbusana tersebut terdapat dalam al-Our'an, 


yakni yang berkaitan dengan jilbab dijelaskan dalam surah al-Ahzab ayat 59. 


Sementara larangan menampakkan zinah, yang kemudian oleh ulama disebut 
sebagai aurat perempuan, terdapat dalam surah al-Nur ayat 31. Dengan uraian di 
atas, dapat kita pahami bahwa jilb4b yang semula merupakan tradisi Mesopotamia- 
Persia dan pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik- 
Bizantium, menyebar menembus batas-batas geokultural, tidak terkecuali bagian 
utara dan timur Jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad, yang pernah menjadi 
ibu kota politik Islam di zaman Dinasti Mu awiyah dan Abbasiah. Institusionalisasi 
jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan 
dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada 
periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan, mendapatkan kepastian 


hukum (institutionalized), pakaian wajib bagi perempuan Islam.“ 


3. Aurat Wanita 


Kata aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah (al-ayb), 
kekurangan (al-nags), sesuatu yang memalukan, atau sesuatu yang dipandang buruk 
(al-shay al-mustagbah) dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu bila 
dipandang.” Menurut Ibn al-Mangzir (w. 711 H.), aurat adalah: 


Coy KSM 55 pall Ga La Jan JI Ga d3 0 IS) dia Lani La JS 8) pal" 
"one SI II Gaal! 3 da gl Y) Laauun Raan 8 yal! 81 jali 


4 Nasaruddin Umar, Fikih wanita Untuk Semua, (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2010), 26. 
41 Majd al-Din al-Fayriz Abadi, al-Gamis al-Muhit, (t.t: Mustafa al-Halibi, 1925), 
“ Periksa, Ibn al-Manziir, Lisan al-'Arab, Vol. 4, 612. 
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“aurat adalah setiap sesuatu yang dianggap malu apabila tampak. Aurat laki- 

laki adalah bagian antara pusar dan lutut, dan aurat perempuan merdeka 

adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan dua tangannya sampai dua per- 

gelangan tangan” 

Kata aurat disebut dalam al-Gur'An sebanyak empat kali, dua kali dalam bentuk 
tunggal (mufrad) dan dua kali dalam bentuk plural jama).” Makna kata aurat 


dalam al-Gur'An adalah sebagai berikut: 


1). Aurat bermakna celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang 
memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang.” 


Makna ini terdapat dalam Surah al-Ahzab (33): 13. 


8. 


Ha Gp 03 ae SO BS en 


O 53 Yak ola Sha En Io sa 


A9E cJE SI, 


“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: “Hai penduduk 

Yatsrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu”. dan sebahagian 
dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: 
“Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)”. dan 
rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak 
lari.” 


49 Husein Muhammad, Figh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cetakan 5 (Yogyakarta: 
LKIS, 2009), 67. “Atiyah Sagar menulis, bahwa segala sesuatu yang dianggap memalukan, seperti gubul 
(kemaluan) dan dubur (bagian sekitar anus) disebut aurat secara bahasa. Periksa, “Atiyah Sagar, al-Hijab 
bayn al-Tashri' wa al-ljtima', 57. Kata auratterbentuk dari kata “ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan 
yang dimaksud bukan harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya, tetapi juga bisa dengan adanya faktor 
lain yang mengakibatkannya buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh buruk, karena semuanya baik dan 
bermanfa'at, termasuk aurat.Tetapi bila dilihat orang, maka “keterlihatan" itulah yang buruk.Tentu saja 
banyak hal yang sifatnya buruk, masing-masing orang dapat menilai. Islam memberi petunjuk tentang apa 
yang dianggapnya aurat. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang 
enggan diperlihatkan oleh pemakai sekalipun seluruh badannya.Tetapi dalam konteks pembicaraan ajaran 
Islam, aurat dipahami “sebagai anggota badan tertentu yang harus ditutupi, walaupun menyendiri, dan tidak 
boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu”. Periksa Muhammad Ourash Shihab, Wawasan al-Our'an : 
Tafsir Maudhu'i (Bandung : Mizan, 1998), 161. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa 
Adillatuh, Vol. 1, (Bairiit : Dar al-Fikr, 1997), 735. 


Periksa, al-Ourtubt, al-Jami' li Ahkam al-Our'an, Vol. 15, (Bairit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 97-98, dan 
Husein, Figh Perempuan, 68. 


51 Al-Our'an Dan Terjemahnya, 661. 
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2). Aurat diartikan sebagai sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat 
malu bila dipandang, atau dipandang buruk bila diperlihatkan. Makna ini terdapat 
dalam Surah al-Nur (24): 31, dan juga terdapat dalam surah al-Nur (24): 58. 


Pa 3 
Apung : Aa Mena ea 
1 -. BA Se KPA. 
Ig z 
Spa pi Ie Lea Aa tai ani Me Sak 
LAS Ig LI IN Ih MIS an Ea ny IE Ob 
YAN - 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) 
yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta 
izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum sembahyang 
subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan 
sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu.tidak ada dosa atasmu 
dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani 
kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). 

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu.dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana. ”? 

Pembahasan tentang aurat dalam kitab-kitab figh adalah berkaitan dengan 
bagian-bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dengan syarat-syarat tertentu, 
karena membiarkannya terbuka di muka umum dipandang sebagai sesuatu yang 
buruk dan malu serta bisa menimbulkan rangsangan seksual.? Dengan demikian, 
muatan arti aurat dalam figh adalah sama dengan kandungan kata aurat dalam 


surah al-Nur (24): 31 dan 58. 


Para ulama membedakan antara batas aurat laki-laki dan perempuan, baik 


ketika malaksanakan salat, maupun ketika berada di hadapan orang-orang yang 


2 Ibid., 554. 


88 Periksa, syarif al-Din al-Nawawi, al-Majmi' Sharh al-Muhadzdzab, Vol. 3, (Jeddah: Maktabah al-Irshad, 
tth.), 168. 
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bukan mahramnya. Menurut Ibn Rushd (w. 595 H.) dan al-Shawkani (w. 1250 
H.) ada tiga pendapat tentang batas aurat laki-laki: Pertama, bahwa aurat laki-laki 
antara pusat dan lutut. Pendapat ini disampaikan oleh al-Shafi'i (w. 204 H.), Malik 
(w.179 H.)dan Abu Hanifah (w. 150 H.): 


Kedua, aurat laki-laki adalah alat kelamin (gubul), sekitar lubang anus (dubur), 
dan paha, Ketiga, disampaikan oleh al-Zf4hiri (w. 270 H.) , Ibn Jarir (w. 311 H.), 
salah satu riwayat dari Malik (w. 179 H.), dan Ibn Hanbal (w. 241 H.), bahwa 


aurat laki-laki hanya gubul dan dubur saja, selebihnya bukan aurat.” 


Seperti halnya aurat laki-laki, para ulama juga berbeda pendapat tentang batas 
aurat perempuan. Perbedaan tersebut semakin kentara ketika para ulama 
membedakan batas aurat bagi wanita merdeka (hurrah) dan wanita budak (amat), 


walaupun teks otoritatif keagamaan tidak secara tegas menyebutkan demikian. 


Mayoritas pengikut Shafi iyyah, Malikiyyah, dan Hanafiyyah berpendapat, 
bahwa aurat perempuan merdeka (hurrah) adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali 
wajah dan telapak tangannya (bagian atas,luar, bawah, dan dalam). Dasar hukum 


para ulama dalam menentukan aurat perempuan adalah surah al-Nur (24|: 31. 


Dalam ayat tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa perempuan mukmin 
agar tidak menampakkan zinah (perhiasan)-nya kecuali sesuatu yang biasa tampak.” 


Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam keharusan menutupi wajah 


54 Periksa Ibn Rush, Bidayah al-Mujtahid, Vol. 1, (Mesir: Mustafa Babi al-Halibi li al-Nashr, 1960), 83, dan al- 
Shawkani, Nay! al-Awtar, Vol. 2, (Bairit: Dar al-Jil, 1973), 49. Periksa pula, Husein, Figh Perempuan, 69. 


Periksa, Muhammad 'Ali Al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, (T.t.: Dar Ihya' al-Turath al- 
'Arabi, t.th.), 383. al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, Vol. 1, (Bairlit: Dar Ihya' al-Tutrath al-'Arabi, t.th.), 185, Ali 
bin Abi Bakr al-Marghinani, al-Hidayah Sharh al-Bidayah, Vol. 1, (Bairit: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th.) 
43-44, dan al-Siwasi, Sharh Fath al-Oadir, Vol. 1, (Bairfit: Dar al-Fikr, t.th.), 259. 


Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang boleh menampakkan zinah (perhiasan) dihadapannya adalah : 
1). suami: 2). ayah: 3). ayah suami: 4). anak, 5). anak suami, 6). saudara: 7). anak saudara laki-laki, 8). 
anak saudara perempuan: 9). wanita-wanita Islam: 10). budak yang mereka miliki 11). peleyan-pelayan 
laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), 12). anak-anak yang belum mengerti tentang aurat 
wanita. 
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bagi perempuan.” Perbedaan itu muncul disebabkan penafsiran mereka yang 
berbeda berkaitan dengan firman Allah: tis y J5 Lx YI (kecuali hiasan yang biasa 
tampak) dalam surah al-Nur ayat 31 di atas. 


Golongan Hanafiyyah, Malikiyyah berpendapat bahwa wajah dan dua telapak 
tangan perempuan bukanlah aurat, karena boleh ditampakkan.”' Pendapat ini 
didasarkan pada pandapat Sahabat, Ibn Abbas (w. 68 H.) serta riwayat Tabi'in 
Said bin Jubair (w. 95 H.), Atak (w. 114 H.), Ikrimah (w. 105 H.), al-Dahhak 
(w. 105 H.), bahwa yang dimaksud zinah zahirah (hiasan yang tampak), adalah 
wajah (al-wajh) dan dua telapak tangan (al-kafjan).” 


Berdasarkan ta wil ini, menurut Ibn Jarir (w. 311 H.), kandungan ayat di atas 


adalah “janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali anggota badan yang 


mendesak (karena hajat) harus terbuka, yaitu wajah dan dua telapak tangan”. 


Selain didasarkan pada riwayat di atas, pendapat golongan ini didasarkan pada 
Hadith riwayat Bukhari: 


Cita dil Jgn ja AA alang date Al alun Al Sg—m) AI Sela 31 al GI 
baal! Jai Saad alang ale Al elu dil Sgm Lea! JASA adi el 
ad dal | pall Cal) Lali Amal y alang date dil elus dil Jgaay Usa ai An gua 


Kal 
IT 


Ibn. Al-Mukhtar al-Shingiti menulis, berdasarkan beberapa riwayat sahabat bahwa, pada garis besarnya 
zinah zahirah itu ada tiga pendapat : Pertama, sesuatu yang dijadikan hiasan oleh perempuan, dan melihatnya 
tidak menyebabkan melihatnya badan perempuan, zinah dalam kategori ini adalah pakaian (thiyab): kedua, 
hiasan perempuan yang bila memandangnya menyebabkan dapat melihat sebagian badan perempuan, 
seperti celak (kuhl), cicin (khatam), ketiga, sebagian badan perempuan, yaitu wajah dan dua telapak tangan. 
Periksa Ibn al-Mukhtar al-Shingiti, Adwa' al-Bayan fi Idah al-Our'an bi al-Gur'an, Vol. 5, (Bairiit : Dar al-Fikr, 
t.th.), 515. Lihat pula, Abi al-Hasan al-Mawardi, al-Nukat wa al-'Uyoin, Vol. 4, (Bairit : Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyyah, t.th.), 91-92. 


Muhammad 'Alf al-Sabiini, Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Gur an, Vol. 2, (Jakarta: Berkah Utama, t.t),dan al- 
Barazi, Hijab, 143. Dan al-Sayyid al-Sabig, Figh al-Sunah, Vol. 1, (Bairfit: Dar al-Fikr, 1983), 108. 


Lihat Ibn Jarir, Tafsiral-Tabari, Vol. 9, 303-305. Periksa juga Ytisuf al-Gardawi, al-Nigab li al-Mar'ah (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 1996), 30-31: Jalal al-Din al-Suyoiti, al-Durr al-Manthir, Vol. 5, (Bairit: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, t.th.), 31: Ibn 'Atiyyah al-Andaliisi, al-Muharrar al Wajiz, Vol. 4, (Bairfit: Dar al-Kutub al-llmiyyah, 
Lth.), 31: Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Vol. 2, (Bairiit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 185 al-Khattab al- 
Jalil al-Ru'ayni, Mawahib al-Jalfl, Vol. 2, (Bairtit: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 181. 


Ibn Jarir, Tafsir, Ibid. 
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“sesungguhnya seorang perempuan mendatangi Rasulullah saw., lalu berkata: 
“wahai Rasulallah, saya datang untuk memberikan diriku padamu, maka 
Rasulullah memandangnya, menaikkan pandangan dan mengarahkan (posisi) 
pandangannya, kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya. Ketika 
perempuan tersebut tahu bahwa Rasul tidak melakukan sesuatu padanya, 
maka perempuan itu duduk” ."' 
Menurut golongan yang membolehkan perempuan membuka wajah, bahwa 
andaikan perempuan tersebut tidak membuka wajahnya, niscaya nabi tidak 


menaikkan dan mengarahkan posisi pandangannya pada perempuan tersebut. 


Perlu juga ditegaskan, bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat 
menurut golongan Hanafiyyah dan Makikiyyah, Namun jika memandangnya dapat 
menimbulkan nafsu birahi, maka pandangan tersebut tetap dihukumi 
haram. Untuk menghindari terjadinya pandangan yang mengundang nafsu birahi, 
Allah Swt memerintahkan agar menahan pandangan (ghadd al-basar) baik bagi 
laki-laki maupun perempuan, sebelum perintah memelihara kemaluan (hifz al- 
fajr) dari perbuatan zina, dan larangan menampakkan zinah batinah (hiasan yang 


tersembunyi). 


Abu Yusuf (w. 182 H.), salah sorang pengikut madzhab Hanafiyyah, mentolerir 
hampir separuh dari betis kaki dan lengan tangan perempuan merdeka, karena 
menurutnya, bagian-bagian itu bukan aurat.“ Sementara madzhab Hanbali, 
mewajibkan perempuan merdeka menutup seluruh anggota tubuhnya, termasuk 
juga wajah dan telapak tangan.Namun untuk kepentingan melaksanakan salat, 


maka perempuan dibolehkan menampakkan wajah dan telapak tangan. 


C1 Periksa Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 9, (Bairiit: Dar al-Fikr, 1991), 94. 
62 Al-Oardawi, al-Nigab, 38. 

68 Lihat Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti, Figh al-Sirah, (Bairiit: Dar al-Fikr, t.th.), 231. 

84 Husein, Figh Perempuan, 70. 

68 Ibid. Periksa pula, al-Kaludzani, al-Hidayah, Vol. I, Cetakan 1, (T.t.: Matabi' al-Gasim, t.th.), 28. 
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Pengikut madhhab Hanbali dan mayoritas pengikut madhhab Shafi'i 
menegaskan, bahwa wajah perempuan dan dua telapak tangannya adalah aurat, 
karenanya keduanya harus ditutupi.“ Pendapat ini didasarkan pada riwayat Ibn 
Mas'ud (w. 32 H.), Ibn al-Jawzi (w. 597 H.), yang mengatakan bahwa maksud 
dari Lgis yel La YI adalah selendang (al-rida), pakaian (al-thiyab), dan anggota 
badan yang tampak dari bawah pakaian (atr4f al-ada').Dengan demikian, wajah 


dan dua telapak tangan harus ditutupi. 


Disamping itu, golongan Hanabilah mendasarkan pendapatnya pada surah 
al-Ahzab, ayat 59.Perintah mengulurkan jilbab (idnd” al-jalabib) oleh golongan 
Hanabilah dipahami sebagai kewajiban menutup seluruh anggota tubuh 
perempuan, termasuk dua telapak tangan. Hal ini diperkuat oleh riwayat Ubaydah 
al-Salamani, bahwa isteri-isteri orang mukmin (pada masa Nabi) mengulurkan 
jilbab-nya di atas kepalannya, sehingga seluruh anggota badannya tertutup, kecuali 


matanya untuk melihat jalan.” 


Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulam2 tentang 
aurat perempuan hanya berkisar pada wajah dan dua telapak tangan, sedangkan 
anggota tubuh lainnya, mereka sepakat menegaskan sebagai aurat yang tidak boleh 


terlihat kecuali di hadapan orang-orang tertentu yang telah disebutkan dalam ayat 
31 surah al-Nur. 


66 Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, Vol 1,755. Lihat pula Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Figh “Ala al-Madhahib al- 
Arba'ah, Vol. 1, (Istanbul : Wagf al-Iklas, 1990), 191. Kewajiban menutup wajah dan dua telapak tangan 
berlaku secara mutlak, yakni baik dalam situasi aman maupun dalam situasi yang dikhawatirkan timbul 
fitnah. Periksa Abu Zakariya al-Nawawi, Rawdat al-Talibin, Vol. 1, (Bairit : Dar al-Kutub al-Ilmyyah, 1992), 
389, Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayat al-Zayn (T.t.: Sarahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), 47. 
Periksa pula, Ibn Jarir, Tafsir, 304. Periksa pula Ibn “Atiyah al-Andalus, al-Muharrar I-Wajiz, Vol. 4, (Bairu : 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 31. 


67 Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa, Vol. 15, (Bairtit : Muassasat al-Risalah, 1987), 371 


68 Perlu ditegaskan di sini, ketika membuka wajah dan telapak tangan bagi perempuan benar-benar dapat 
menimbulkan rangsangan seksual bagi yang memandangnya, seluruh ulama sepakat akan keharaman 
membuka wajah dan telapak tangannya. Demikian juga ulama sepakat, seorang perempuan dibolehkan 
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Ketentuan aurat perempuan merdeka di atas adalah dalam konteks ketika 
berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram (laki-laki yang haram menikahinya 
selama-lamanya). Sedangkan aurat ketika berada di hadapan sesama jenis (sama- 
sama perempuan), atau di hadapan laki-laki mahram adalah sama dengan auratnya 


laki-laki, yaitu anggota tubuh antara pusat dan lutut.” 


Perbedaan pendapat juga terjadi pada batas aurat perempuan budak (“amat). 
Menurut al-Nawawi (w. 676 H.), ada tiga pendapat tentang batas aurat perempuan 
budak: Pertama, anggota tubuh antara pusat dan lutut kaki. Pendapat ini diikuti 
oleh mayoritas Syafi'iyyahs Kedua, sama dengan perempuan merdeka (hurrah), 
kecuali kepala yang tidak termasuk aurat, Ketiga, selain anggota tubuh yang 
diperlukan untuk dibuka ketika bekerja, yaitu selain kepala, leher, dan kedua lengan 


tangan. 


4. Syarat-Syarat Pakaian Islami Menurut Ulama. 


Islam tidak menetapkan bentuk dan model pakaian tertentu, tetapi 
menetapkan kriteria pakaian yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model 
pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang budaya dan peradabannya antara 
yang satu dengan yang lainnya berbeda.Hal ini disebabkan syariat Islam mengakui 
eksistensi 'urf (adat kebisaaan) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. 


Kriteria-kriteria busana muslimah yang dimaksud adalah: 


menampakkan wajah dan dua telapak tangannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, berobat, bersakasi 
atau kepentingan-kepentinagn lainnya yang bersifat darurat. Periksa, Fida Abd al-Razzag al-Oasir, al- 
Mar'ah al-Muslimah bayn al-Sharf'ah al-Islamiyyah wa al-Adalil al-Gharbiyyah, (Bairlit: Muassasat al- 
Rayyan, 1999), 128. 

69 Piha-pihak yang diperbolehkan menampakkan aurat di hadapannya disebutkan secara rinci dalam surah al- 
Nur (24): 31, yang oleh Muhammad Shahrur disebut sebagai maharim al-zinah (pihak-pihak yang boleh 
menampakkan zinah). Periksa, Muhammad Shahrur, Nahwa Usil Jadidah, 365. 

70 “Atiyah Sagar, al-Hijab Bayn al-Tashri' wa al-ljtima', 57-62. 

1 Hesein, Figh Perempuan, 72. 
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1) Harus menutupi seluruh anggota badannya yang tergolong kategori aurat.” 


2) Pakaian Islami harus tebal dan tidak tembus pandang.” Syarat ini didasar- 


kan pada al-Hadith:”4 


ali Ugale alus 3 date dil ala Al Jigar y ale Cilha o al Cit slam Ul 
ISI Bh oall lsm ba lag alun y Anal Abi elua Al Jo rise Gaul) 
AAS 3 Agan AISI, Ia Y) Uta Sg Ol luas ad Kamasall Cah 


“bahwa Asma' bint Abi Bakr masuk ke rumah Rasul dengan mengenakan 
pakaian tipis, maka Rasulullah berkata: “Wahai Asma', sesungguhnya wanita 
yang telah haid (baligh) tidak daperkenankan untuk dilihat dara padanya 
kecuali ini dan ini, dengan mengisyaratkan wajah dan telapak tangan”. 


juga didasarkan pada al-Hadith riwayat Muslim: 


Cab Lea Cags eng Jia) HUNS Jalan era ag Lag jl al lil Jagya Ulin 
Cokbany AINI SI Hata yaaa 99 CINLA Ca Cal je CilulS glui 
ISS 3 JAS 8 jawa Ca Amal lan) Ola lema) Gama 3 Sial 


“Ada dua golongan ahli neraka yang siksanya belum pernah saya lihat 
sebelumnya, (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang 
digunakan memukul orang (ia penguasa yang zalim), (2) wanita yang 
berpakaian tapi telanjang, yang selalu maksiat dan menarik orang lain untuk 
membuat maksiat, rambutnya sebesar punuk unta, mereka tidak akan masuk 
surga, bahkan tidak akan mencium wanginya, padahal bau surga itu tercium 


sejauh perjalanan yang amat panjang”. 


"2 Atiyyah, al-Hijab, 94, Fida Abd. al-Razzag, al-Mar'ah al-Muslimah, 129. Sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, bahwa aurat perempuan dibedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Aurat 
perempuan budak sama dengan aurat laki-laki, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sementara aurat 
perempuan merdeka, menurut mayoritas Shafi'iyyah, Malikiyyah , dan Hanafiyyah adalah seluruh anggota 
tubuhnya selain wajah dan dua telapak tangannya. 


'Atiyyah, al-Hijab, Ibid. Periksa pula al-Nawawi, Rawdat a I-Talibin, Ibid., Fida Abd al-Razzag, al-Mar'ah 
al-Muslimah, 129. 


Periksa, Shams al-Hag Abadi, Sharh Sunan Abf Dawud, Vol. 11, 109. Hadis tersebut sebagaimana diakui 
sendiri oleh Abii Daud, adalah bersifat mursal karena Khalid bin Duraik yang dalam sanadnya menyebut isttri 
Nabi, “Aisyah ra. sebagai sumbernya -Khalid tersebut—tidak mengenal “Aisyah secara pribadi, tidak juga 
semasa dengan beliau. Hadis mursal dinilai oleh banyak ualama tidak dapat dijadikan hujjah (argumentasi 
keagamaan). Periksa, Ouraish, Jilbab, 129-130, dan Subhi Salih, “Ulam al-Hadith wa Mustalahuha, (Bairit: 
Dar al-Malayin, 1977), 166. 


"5 Muslim, Sahih Muslim, Vol 14, (Bairit : Dar al-Fikr, 1981), 110, 


- 
& 


- 
sg 
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Dari al-Hadith tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama pakaian adalah 
untuk menutupi aurat agar tidak terlihat, yang karenanya bisa menimbulkan fitnah. 
Pakaian yang tipis dan tembus pandang akan semakin memancing rasa penasaran 


dan fitnah bagi yang memandang dan bagi yang memakainya. 


3) Pakaian Islami harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan 
tubuhnya.”S Diantara tujuan diwajibkan hij4b adalah agar tidak menimbulkan 
fitnah (godaan) dari pihak laki-laki. Ini tidak mungkin terwujud kecuali jika pakaian 
yang dikenakan tidak ketat dan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Untuk 
itu, hijab harus longgar dan tidak ketat. Rasulullah bersabda: 

(ASI Hama AI Unlam Lag SisiS Alas alang date do elu dl Jgn y sil 

US ya JB AN al V3 yna CB Andal! Ganti al SI La JB SI ya Lgi yu 


“Rasulullah pernah memakai baju gubtiyah (pakaian terbuat dari rami tipis 
buatan Mesir) tebal padaku yang merupakan baju yang dahadiahkan al-Kalbi 
kepada Beliau.Baju itupun aku pakaikan pada istriku. Nabi Saw. Bertanya 
kepadaku: “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Oubtiyyah?” Aku 
menjawab: Baju itu saya pakaikan pada isteriku. Lalu Rasulullah bersabda: 
“Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik gubtiyyah itu, 
karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk 
tulangnya” .” 


4) Tidak bermode yang dapat mengundang gairah pandangan laki-laki.” 
Pakaian yang dapat mengundang syahwat justru bertentangan dengan tujuan 


disyariatkannya menutup aurat. Oleh kerena itu, perempuan hendaknya juga tidak 


memakai parfum yang dapat “menggoda” laki-laki.” Syarat-syarat pakaian 


16 “Atiyyah, al-Hijab, 96. 

17 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, No. 20787, Vol. 44, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 257. 

18 Al-Barazi, Hijab, 289. 

19 Selain empat syarat di atas, Fida Abd al-Razzag memberikan syarat lain agar pakaian termasuk pakaian 
Islami, yaitu: Pertama, tidak menyerupai pakaian laki-laki: Kedua, Tidak menyerupai pakain orang-orang 
kafir, Ketiga, tidak memakai parfum: Keempat, tidak termasuk pakaian popularitas (thawb al-shuhrah). 
Periksa, Fida Abd al-Razzag, al-Mar'ah al-Muslimah, 130. 
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perempuan tersebut dimaksudkan agar terhindar dari fitnah," yang ujung-ujungnya 
dapat menyeret seseorang melakukan perbuataan zina, atau mendekati zina, suatu 


perbuatan yang secara tegas dilarang dalam agama Islam 


B. Menimbang Pemikiran Muhammad Shahrur Tentang Fungsi 
Busana Muslimah: Pembacaan Kontemporer Terhadap Teks 
Keaagamaan. 

Berkaitan dengan fungsi pakaian perempuan, Muhammad Shahrur,"' pemikir 

Islam asal Syiria memberikan penjelasan tentang kandungan surah al-Ahzab ayat 


59 yang redaksinya sebagaimana berikut: 


Sie t- 8 f2 2 28. PRP Ter atur Let 2 gan tin 
DS Semak 92 Sae Ioi Gaal 233 To 3 3 GA 
2 3 « $$ 
PN Be AL 35 AK taa Too t23 AA 
la Boat BIL 063 G3 IL Ge5a3 Ol USI 
“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 
isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-nya ke 
seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih 
mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”? 
Menurut Shahrur, ayat 59 dari surah al-Ahzab di atas adalah berbicara tentang 


pakaian yang menyempurnakan model pakaian dan diturunkan dalam konteks 


kenabian, bukan sebagai syari'at. Pesan yang tekandung dalam ayat tersebut adalah 


80 Menurut Fuad al-Barazi, yang dimaksud dengan “fitnah” dalam kaitannya dengan melihat terbukanya aurat 
adalah, timbulnya rangsangan, atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan 
pasangan suami-istri. Periksa, Fuad al-Barazi, Hijab al-Mar ah, 259. 


81 Muhammad Shahrur dilahirkan di Damaskus, Suriyyah pada tanggal 11 April 1938, putra dari perkawinan 
antara Deyb Shahrur dengan Siddigah bin Salih Filyun. Shahrur dikarunia lima orang anak: Tari.g, al-Laith, 
Basul, Masiin dan Rima sebagai buah pernikahannya dengan Azizah. Secara akademis dia meraih gelar 
Doktor dibidang mekanika pertanahan dan fondasi (mikanika turbat wa asisat) di Universits Irlandia. 
Kesibukannya sehari-hari adalah sebagai dosen Fakultas Teknik Sipil mengampu mata kuliah Mekanika 
Pertanahan dan Geologi. Hebatnya, dia produktif menulis tema-tema kajian keislaman dan menghasilkan 
karya monumental. Buku-buku yang telah dia terbitkan sebagai buah pikirannya antara lain: al-Kitab wa al- 
Our'an : Gira'ah Mu'asirah, (Damaskus: al-Ahali, 1990), Nahwa Usil Jadidah li al-Figh al-Islami, (Damaskus: 
al-Ahali, 2000), al-Isiam wa al-Iman: Manzimat al-Oiyam, (Damaskus: al-Aha.Ii, 1994), Dirasat Islamiyyah 
Mu'a.sirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama', (Damaskus: al-Ahali, 1996) 


82 Al-Our'an Dan Terjemahnya, 678. 
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pengajaran (talim) berpakaian untuk menghindari terjadinya gangguan. Pendapat 
Shahrur tersebut didasarkan pada redaksi pembuka ayat yang menggunakan kalimat: 
call tai G (wahai nabi) yang menunjukkan berisi pengajaran, bukan penetapan 


syari'at (tasyri).$ 


Shahrur juga menyatakan, bahwa ayat di atas ditetapkan di Madinah dengan 
pemahaman yang bersifat lokal-temporal (mahalliah) yang terkait dengan tidak 
adanya gangguan dari orang-orang fasig terhadap para mukminat, ketika mereka 
pergi untuk memenuhi kebutuhannya.“ Saat ini, lanjut Shahrur, persyaratan dan 
faktor-faktor tersebut sudah hilang, karena mekanisme pelaksanaan ayat ini tidak 
bersifat permanen. Ayat ini mengajarkan bagaimana para mukminat mengenakkan 


pakaian luar atau pakaian untuk melakukan aktifitas sosial yang di sebut jilbab. 


Dalam ayat tersebut juga ditetapkan dua sebab pemberlakuan ajaran ber- 
jilbab, yaitu pengetahuan (al-marifah) dan adanya gangguan (al-adh4). Menurut 
Shahrur, perempuan mukminah diwajibkan untuk menutup bagian-bagian tertentu 
dari tubuhnya yang apabila ditampakkan akan menyebabkan adanya gangguan 
(al-adh4). Tetapi hal ini diperlakukan sebagai pengajaran, bukan sebagai ketatapan 
hukum. Gangguan terdiri dari dua macam, yaitu yang bersifat alami (al-tab?'7) dan 
bersifat sosial (al-ijtim4'1), dan gangguan alami terkait dengan lingkungan geografis, 


seperti suhu udara dan cuaca." Shahrur juga menegaskan, bahwa seorang perempuan 


88 Shahrur, Nahwa, Usil, 372. 
88 Ibid. 


85 Perlu ditegaskan kembali di sini, bahwa Shahrur mendefinikan jilbab sebagai “pakaian luar yang berfungsi 
untuk melindungi seseorang (al-libas al-kharijf li al-himayah). Apapun bentuk dan model pakaiannya, selagi 
dapat berfungsi sebagai pelindung dari berbagai gangguan dapat dikatakan sebagai jilbab. Sementara pakaian 
dalam hanyalah untuk menutupi anggota tubuh yang termasuk katagori juyab: kemaluan, dua pantat (dubur), 
bagian yang berada di antara dua payudara, bawah payudara, dan bagian di bawah ketiak. Periksa, 
Shahrur, Nahwa, 324. 


86 Untuk memenuhi fungsi pakaian seperti yang disampaikan oleh Shahrur, tidak ada salahnya kalau kita 
mengikuti saran Henk Schuulte Nordholt berikut: “harus benar-benar cermat memilih ragam pakaian. Mana 
pakaian yang harus dikenakan untuk musim-musim yang berganti sepanjang tahun, untuk perayaan-perayaan, 
untuk dikenakan di dalam rumah, di luar rumah, untuk pekerjaan sehari-hari, untuk melindungi tubuh dari 
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hendaknya berpakaian sesuai dengan kondisi suhu udara dan cuaca dimana dan 
kapan dia berada, sehingga tidak menimbulkan gangguan alami pada dirinya. Ayat 


tersebut, lanjut Shahrur, hanya mengingatkan adanya gangguan dan pengetahuan. 


Firman Allah: dp W dual (supaya mereka dikenal, karena itu mereka 
tidak diganggu), partikel 2 yang menunjukkan adanya suatu sebab (@' al-sababiyyah) 
dan keberlanjutan (tagib) antara pengetahuan dan gangguan. Inilah disebut 
gangguan sosial (al-adhd al-ijtimd'). Seseorang perempuan hendaknya mengenakan 
pakaian luarnya (libis khdriji) dan beraktifitas di masyarakat sesuai dengan kebisaaan 
yang belaku di masyarakatnya, sehingga ia tidak menjadi sasaran celaan dan gangguan 
dari orang-orang. Jika ia tidak melakukan hal itu, maka ia akan mendapatkan 
gangguan sosial. Gangguan sosial inilah satu-satunya bentuk hukuman yang 
diterimanya, dengan pengertian bahwa dalam kasus ini Allah tidak menetapkan 
pahala atau hukuman tertentu baginya. Kondisi inilah yang terjadi ketika ayat ini 
diterapkan di Madinah, yaitu ketika para pengacau ketentraman sosial mengganggu 
perempuan mukminat yang keluar pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan 


mereka.” Di bagian lain, Shahrur menulis: 


“Sesungguhnya hijab bagi perempuan adalah termasuk urusan pribadi yang 
dapat ditentukan oleh dirinya dan untuk dirinya, tanpa tekanan, intimidasi, 
dan teror. Tidak boleh terjadi reduksi dalam al-Tanzil al-Hakim berkaitan 
dengan perempuan dalam ber-hijab, dan kita menyebut perempuan yang 
yang sebelumnya tidak memakai hijab kemudian memakainya dengan 
sebutan “kembali pada agama”, seola-olah dia telah keluar dari ajaran agama. 
Reduksi seperti ini adalah penghinaan terhadap Islam pada satu sisi, dan juga 
penghinaan pada kehormatan wanita di sisi lain, karena kita membatasi 
agama yang agung ini hanya dalam masalah sepotong kain.” 


hujan. Pakaian apa yang cocok di malam hari?” Periksa, Henk Schultte Nordholt, “Pendahuluan” dalam 
Henk Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearances Trend, Identitas, Kepentingan, Terj. M. Imam Aziz, 
(Yogyakarta: LKIS, 2005), 1. 


8 Muhammad Shahrur, Nahwa, 372. 


88 Ibid., Dirasat, 327. Pendapat Shahrur tentang pakaian tersebut sejatinya banyak juga dikemukakan oleh 
tokoh Islam. Musdah Mulia, misalnya, dia menegaskan, “apapun pilihan perempuan, harus dihargai dan 
dihormati sehingga terbangun kedamaian dalam masyarakat. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, , 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa Shahrur menghendaki kebebasan (al- 
hurriyyah) sepenuhnya bagi perempuan untuk memilih jenis, model dan desain 
pakaiannya, tentu pilihan tersebut selama masih dapat berfungsi untuk melindungi 
dirinya dari gangguan. Masalah pakaian tidak ada kaitannya sama sekali dengan 
agama. Bahkan, seandainya seseorang telanjang bulat di hadapan orang selain 
mahramnya, hukuman yang dapat ia terima hanyalah hukuman sosial, bukan 
lainnya. Seola-olah dia mau mengatakan, “urusan pakaian terlalu kecil untuk 
dinisbatkan pada agama, masih ada urusan lain yang lebih penting dari sekedar 


ngurus pakaian”. 


Fungsi pakaian tersebut dapat terwujud ketika desain, model, dan bahkan 
pilihan warnanya sesuai dengan tradisi (urfiyyah), dan memiliki nilai estetika 
(jamaliyyah, keindahan). Menurut Shahrur, yang menjadi pedoman dalam melihat 
pakaian apakah termasuk memenuhi aspek jamaliyyah atau tidak, adalah “pantas” 
dan “tidak pantas” (yalig wa l4 yalig)." Seseorang yang mau membatasi kebebasannya 
dalam memilih pakaian, bukan karena tuntutan syara dalam menutupi aurat, tapi 
karena dorongan “pantas” atau “tidak pantas”. Shahrur juga menegaskan, standart 
estetika pakaian berbeda-beda, sesuai dengan perbedan situasi dan kondisi, di mana, 
kapan, dan oleh siapa pakaian itu dipakai. Nilai estetika pakaian selalu berubah 


dan terbuka untuk menerima kritik dari siapapun. Perbedaan ukuran kepantasan 


jilbab tidak menyimbolkan apa-apa, tidak menjadi lambing kesalehan dan ketagwaan. Tidak ada jaminan 
bahwa pemakai jilbab adalah perempuan shaleh, sebaliknya perempuan yang tidak memakai jilbab bukan 
perempuan shalehah. Jilbab tidak identik dengan kesalehan dan ketagwaan seseorang”. Periksa, Siti 
Musdah Mulia, “Memahami Jilbab dalam Islam” dalam Juneman, Psychology of Fashion Fenomena 
Perempuan (Melepas) Jilbab, (Yogyakarta: LKiS, 2010), xiii. 


89 Menurut Shahrur, sikap men-sederhanakan agama dalam urusan hijab bagi perempuan adalah karena 
beberapa sebab, yaitu: pertama, ketidakberdayaan (al-'ajz): dan yang paling penting adalah masyarakt 
patriarkhis (dzukuriyat al-mujtama'), dan menekan orang lain atas nama agama. Ketika, patriarkhis menguasai 
segala lini kehidupan, para ulama juga tidak bisa terlepas dari jeratan patriarkhis ketika menyusun fikih, 
perempuan bagaikan barang yang dimiliki, harus diurus, diatur sesuai kehendak para ulama yang notabene 
laki-laki, dan ironisnya, sikap itu berkedok atas nama memulyakan perempuan. Periksa, Shahrur, Dirasat, 
326. 


2 Ibid., 170. 
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dan keindahan dalam berpakaian dapat dilihat dalam contoh yang disampaikan 
Shahrur berikut: 


“Terkadang dipandang tidak pantas di suatu masyarakat, seseorang yang 
sudah berumur enam puluh tahun, misalnya, memakai celana pendek 
berwarna merah, sementara bajunya berwarna ungu. Model pakaian dengan 
paduan warna seperti ini bisa jadi dipandang sebagai sesuatu yang trendy 
dan diterima di masyarakat yang lain” 

Sedangkan aspek tradisi (urfiyyah), menurut Shahrur, lebih luas dari pada 
estetika, karena terkadang tradisi dapat membatasi kebebasan seseorang dalam 
melakukan pilihan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan “pantas” atau “tidak 
pantas”, juga tidak ada kaitannya dengan keindahan. Shahrur memberikan contoh, 
bahwa pakaian yang “seharusnya” dipakai oleh perempuan janda ketika menjalani 
masa “ddah, yang menurut syara dilarang kawin dan berbicara tentang perkawinan, 
adalah menyesuaikan dengan tradisi yang beraneka ragam, yang terkadang suatu 
kelompok masyarakat memberikan keriteria-keriteria pakaian tertentu yang 
sepantasnya dipakai perempuan janda tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut, 


lanjut Shahrur, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan unsur estetika.” 


Aspek kesesuaian dengan tradisi (urfiyyah) dan aspek estetika (jamdliyyah) 
pakaian yang disampaikan Shahrur di atas, menunjukkan bahwa konsep pakaian 
yang ia tawarkan, yakni agar selalu bergerak antara dua limit: limit minimal (al- 
hadd al-adnd)” dan limit maksimal (al-hadd al-al4) jangan sampai melupakan 
dua aspek: aspek keindahan (al-jamaliyyah) dan aspek tradisi ('urfiyyah). Dua aspek 
ini perlu diperhatikan karena sangat erat kaitannya dengan upaya menghindari 
gangguan (adh4), sebagaimana tersirat dalam surah al-Ahzab ayat 59. Berikut bagan 


fungsi pakaian menurut Shahrur: 


2 Ibid. 
2 Ibid. 
2 Ibid. 
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Bagan 4.2 
Fungsi Pakaian Perempuan Menurut Muhammad Shahrur 


melindungi dari 
gangguan alamiah 
dan sosial 


Pakaian 
perempu 
an 


Mengikuti tradisi 
(uriyyah ) 


keindahan 
(Yamaliyyah ) 


Bagan di atas menunjukkan, bahwa fungsi pakaian perempuan adalah 


— 


melindungi pemakainya dari gangguan, baik gangguan yang bersifat alamiah 
maupun gangguan yang bersifat sosial. Fungsi tersebut dapat terwujud apabila 


pakaian memenuhi aspek keindahan dan kesesuaian dengan tradisi. 


C. Relevansi Pandangan Muhammad Shahrur tentang Fungsi 
Pakaian Perempuan dengan Magisid al-shari'ah: 
Perlindungan terhadap Kemaslahatan Jiwa dengan Basis 
Tradisi dan Estetika. 

Sebagaimana disebutkan dalam bahasan sebelumnya, bahwa fungsi pakaian 
bagi perempuan menurut Muhammad Shahrur adalah untuk melindungi dirinya 
dari gangguan (adh4). Gangguan tersebut bisa bersifat alamiyyah (tab?'iyyah), seperti 
panasnya terik matahari, dingin, dan lainnya, dan bisa berupa gangguan yang 
bersifat sosial kemasyarakatan (ijtimd #yyah). Untuk terealisirnya fungsi tersebut, 
pakaian perempuan selayaknya memperhatikan aspek estetika (jamaliyyah, 


keindahan) dan tradisi ('urfiyyah, adat, budaya) pakaian dimana dan kapan pakaian 
itu dipakai. 


Untuk mengetahui sejauh mana seseorang berpakaian sopan, dan karenanya 


tidak dicela dan dicemooh oleh masyarakat, tergantung dengan tradisi dan budaya 
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yang berlaku dalam masyarakat. Masing-masing daerah memiliki budaya tersendiri, 
serta nilai-nilai yang dijadikan pegangan oleh mereka dalam melihat cara berpakaian 
yang tergolong sopan atau tidak. Disamping memenuhi aspek kesesuaian dengan 
tradisi yang berlaku, pakaian perempuan juga harus memperhatikan aspek estetika 
(jamaliyyah). Aspek “urftyyah dan jamaliyyah merupakan penyangga terwujudnya 


fungsi pakaian perempuan, yakni terhindar dari gangguan. 


Fungsi pakaian yang dikemukakan Muhammad Shahrur tersebut berbeda 
dengan magisid al-shart'ah pakaian yang dikemukakan para ulama. Para ulama 
menegaskan bahwa tujuan pakaian adalah diarahkan agar seseorang dengan 
pakaiannya dapat terhindar dari perbuatan zina, yakni hubungan lain jenis di luar 
pernikahan yang sah. Dengan demikian, tujuan pakaian dalam terminologi magdsid 
al-shart'ah adalah termasuk dalam kategori hifz al-nas! (pemeliharaan dan 
perlindungan keturunan) “ yang, sebagian ulama menyebutnya sebagai h1fz al-ird 
(pemeliharaan dan perlindungan kehormatan). Perlindungan terhadap kehormatan 
dalam kaitannya dengan pakaian menurut ulama adalah kehormatan dalam hal 
tidak terperosok ke dalam perbuatan zina, dan juga kehormatan dalam hal jelasnya 


garis keturunan seseorang yang lahir buah hubungan suami-istri yang sah menurut 


Islam. 


Dengan demikian, ada perbedaan fungsi berpakaian antara Muhammad 
Shahrur dengan magasid al-syart'ah pakaian menururt ulama. Shahrur lebih 
menekankan pada pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) agar terhindar dari gangguan 
sosial dan gangguan alamiah, sementara para ulama menekankan pada aspek 


perlindungan keturunan (hifz al-nasl). 


“ Menurut ulama, perlindungan terhadap keturunan melalui dua cara utama: disyari'atkannya perkawinan, dan 
larangan untuk melakukan zina. Menutup aurat termasuk penyempurna dari larangan zina, dan peringkatnya 
adalah tersier (tahsiniyyat). 
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Fungsi pakaian yang disampaikan Muhammad Shahrur seperti tersebut di 
atas, sebenarnya mirip dengan pendapat Ouraish Shihab. Menurut Guraish, fungsi 
pakaian adalah: sebagai penutup aurat, sebagai hiasan, sebagai pelindung dari 
sengatan panas dan dingin serta sebagai benteng dari hal-hal yang dapat mengganggu 
ketentraman, dan terakhir sebagai pembeda dalam sifat dan profesi.” Yang 
membedakan antara Muhammad Shahrur dan Guraish Shihab dalam menentukan 


fungsi pakaian, adalah terletak pada sumber pengambilannya. 


Muhammad Shahrur hanya bersumber pada ayat 59 surah al-Ahzab, sementara 
Ouraish Shihab dalam menjabarkan setiap fungsi pakaian didasarkan pada ayat 
lain yang memang berbicara tentang pakaian, baik untuk laki-laki maupun 


perempuan.” 


Satu hal yang perlu juga penulis tegaskan di sini, bahwa fungsi pakaian bagi 
perempuan kaitannya dengan magisid al-shari'ah adalah berada pada peringkat 


sekunder (hdjiyydt),” suatu peringkat yang berada di bawah maslahah primer 


8 Pendapat Ouraish Shihab tentang fungsi pakaian telah penulis jelaskan pada bab dua disertasi ini. 
8 Ayat-ayat yang dijadikan pijakan Ourais Shihab adalah: 
1. OS. Al-A'raf (7): 26: 


BA AN SG Ia BSI ON Ke AA, Ea aa ng Oa asi sa as 
OLX 
2. OS. Al-Nahi (16):18 yang menyatakan: 
Oia AN Al bopal YA KS, 

3. OS. Al-Azab (33): 59 yang redaksi ayatnya: 
3 IG SER Oi BI OS Gent oa Sela Saki anal Oa On 3 GAN GS 
Des Duit IG 

” Pendapat tersebut didasarkan pada pendapatnya Yusuf Hamid, dan Abu Zahrah. Sementara menurut Nasaruddin 


Umar, berbusana termasuk maslahah tersier (tahsiniyyat). Periksa, Yusuf Hamid, al-Magasid al-'Amah li al- 
Sharf'ah al-Islamiyyah, 459, dan Abu Zahrah, Usil al-Figh, 371. 
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(daruriyyat, mendesak) dan setingkat di atas maslahah tersier (tahsiniyyAt), baik fungsi 
pakaian dilihat sebagai perlindungan terhadap keturunan (h1ifz al-nasl), sebagaimana 
pendapat ulama, maupun dilihat sebagai perlindungan terhadap eksistensi jiwa 
(bifz al-nafs), sebagaimana pendapat Muhammad Shahrur, Ouraish Shihab, dan 
Nasaruddin Umar. 


Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa maslahah yang tercakup dalam lima unsur 
pokok (al-usiil al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan jiwa, adalah bersifat 
hirarkis, yakni urutan yang pertama (agama) lebih utama dari pada urutan-urutan 
berikutnya. Atau dengan kata lain, urutan yang terakhir (pemeliharaan terhadap 
harta) adalah maslahah paling rendah, kemudian maslahah di atasnya adalah maslahah 
pemeliharaan keturunan dan seterusnya. Lima unsur pokok tersebut dibedakan 
dalam tiga peringkat secara berurutan: darviriyydt (primer, mendesak), hajiyyar 


(sekunder, kebutuhan), dan tahsiniyyat (primer). 


Penentuan peringkat ini menjadi penting, ketika kita dihadapkan pada situasi 
dimana terjadi tarik-ulur (tadrud) antara beberapa maslahah. Misalnya tarik ulur 
antara maslahah keberlangsungan jiwa dengan maslahah pemeliharaan keturunan, 
maka kemaslahatan yang berkaitan dengan jiwa harus didahulukan. Demikian juga 
pemeliharaan keturunan harus “ngalah” ketika terjadi tarik ulur dengan kepentingan 
agama, dan akal. Dengan demikian, pemeliharaan maslahah keturunan hanya dapat 
didahulukan ketika terjadi tarik-ulur dengan pemeliharaan terhadap harta. 
Ketentuan tersebut berlaku ketika peringkat masing-masing maslahah itu sama, 


yakni sama-sama menduduki peringkat daririyydt, hdjiyydt, atau tahsiniyyat. 


Kalau kita mengikuti pendapat ulama tentang fungsi pakaian yang mengatakan 
bahwa pakaian adalah sebagai perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dengan 
peringkat kedua, yakni sekunder (h4jiyydt), maka hal-hal yang berkaitan dengan 


pakaian tidak dapat mengalahkan kepentingan-kepentingan berikut: agama, seperti 
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jihad # sabil Allah, kepentingan jiwa, seperti mencari nafkah untuk kebutuhan 
makan dan minum, dan kepentingan akal, seperti menuntut ilmu pengetahuan, 
apalagi contoh-contoh yang penulis sebutkan di atas berada pada peringkat primer 


(daruriyyan. 


Sementara kalau fungsi pakaian mengikuti pendapat Muhammad Shahrur, 
yang menempatkan pakaian pada posisi perlindungan terhadap jiwa, agar terhindar 
dari gangguan, baik gangguan alamiah, maupun gangguan sosial dengan 
memperhatikan keindahan (jamdliyyah) dan tradisi (urftyyah) yang berlaku, maka 
hal-hal yang berkaitan dengan pakaian dapat diutamakan dari pada maslahah 
sekunder (hdjiyydt) dan maslahah tersier (tahstniyyat) dalam ranah akal, keturunan, 


dan harta.” 


Perlu penulis tegaskan di sini, bahwa sudut pandang para ulama dan 
Muhammad Shahrur dalam melihat fungsi pakaian masih berada dalam salah satu 
ranah al-usil al-khamsah (lima hal pokok magasid al-syari'ah: perlindungan agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta), suatu konsep magisid al-shari ah yang digagas 


oleh al-Ghazali dan disempurnkan oleh al-Shatibi. 


Kesesuaian fungsi pakaian yang disampaikan Muhammad Shahrur dengan 
maslahah semakin jelas, ketika fungsi pakaian tersebut dilihat dengan konsep 
maslahah al-Tufi (w. 716 H.), sebab al-Tufi mengklasifikasikan maslahah hanya 
dalam dua ranah: maslahah dunyawiyyah dan maslahah ukhrawiyyah. Maslahah 
dunyawiyyah berkaitan dengan masalah mu'amalah, sedangkan maslahah ukhrawiyyah 


8 Beberpa contoh yang dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil tentang maslahah dalam peringkat tersier 
adalah sebagai berikut: Pemeliharaan terhadap akal, yaitu menghindarkan diri dari menghayal atau 
mendengarkan sesuatu yang tidak berguna: pemeliharaan terhadap keturunan, adalah disyari'atkannya 
khitbah (melamar) dan walimah dalam perkawinan. Periksa, Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis 
Tarjih, 43-44. 
pemeliharaan terhadap harta, adalah adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari transaksi yang ada 
unsur gharar (spekulasi) 
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berkaitan dengan masalah ibadah dan mugaddardt. Seperti penulis jelaskan 
sebelumnya, al-Tufi berpendapat, bahwa dalam masalah muamalah nalar diberikan 
kebebasan selonggar-longgarnya untuk “berkreasi” dalam menentukan format 
apapun selagi dalam bingkai membawa kemaslahatan dan sekaligus menolak 


mapadah. 


Menurut Shahrur, masalah pakaian tidak ada kaitannya dengan masalah halal- 
haram. Perintah ber-jilb4b yang terdapat dalam surah al-Ahzab (33) ayat 59 adalah 
bersifat t4'limdt (pengajaran), bagaimana seseorang dengan pakaian itu dapat 
melindungi dirinya dari bermacam gangguan, khususnya gangguan sosial. Dari 
sini kelihatan, bahwa menurut Shahrur masalah pakaian adalah murni masalah 
mu amalah, dan karenanya, —seperti konsep maslahah al-Tufi—, nalar diberikan 
kelonggaran untuk melakukan analisis terhadapnya, termasuk dalam menentukan 
fungsi yang dikehendakinya selagi tidak menimbulkan mafadah atau bahaya (darar) 


terhadap keberlangsungan kehidupan manusian di planet bumi ini. 


Hemat penulis, cara yang ditempuh Muhammad Shahrur dalam menguak 
fungsi pakaian tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah untuk mengetahui 
maslahah sebagai inti dari magasid al-shart'ah yang digagas oleh al-Ghazali (w. 505 
H.), al-Shatibi (w. 790 H.) dan al-Tufi (w. 716 H.). Seperti yang telah penulis 
paparkan, bahwa cara mengetahui maslahah menurut al-Ghazali adalah dengan 
talil al-ahkam (mencari alasan dalam penetapan hukum). Talil al-ahk4m adalah 
suatu upaya mujtahid dalam menyingkap “/lat (alasan) hukum untuk kepentingan 


giyas sebagai metode andalan penggalian hukum dalam madhhab Shafi'iyyah.” 


99 Menurut madhhab ini, illat dapat diketahui dari dua pintu: pertama, diketahui dari redaksi teks (illah mansusah, 
'Ilat yang tegaskan oleh teks): dan kedua, melalui ijtihad, karena illat-nya tidak ditegaskan oleh teks. Model 
illat jenis kedua ini disebut juga sebagai illah mustanbatah ('illat yang diperoleh melalui ijtihad) yang, 
langkah-langkahnya melalui tiga tahapan: identifikasi illat (takhrij al-manat), seleksi “illat (tangih al-manat), 
dan terakhir menentukan illat yangdipastikan melekat dan berpengaruh dalam hukum (tahgig al-manat). 
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Menurut al-Shatibi, maslahah dapat diketahui melalui penguasaan bahasa 
Arab secara baik, menguasai sunnah, dan penguasaan sebab-sebab turunnya ayat. 
Sedangkan menurut al-Tufi, selagi dalam ranah muwamalah, maslahah dapat diketahui 


dengan akal saja, tanpa harus terikat dengan apa yang ada dalam teks. 


Fungsi pakaian yang disampaikan Muhammad Shahrur, berpijak pada redaksi 
ayat 59 surah al-Ahzab: 
1x Ti BS PT2 2 2.8. PRP Tes tagar ai NN PL aa 
DS emak 98 Sae IoA Gea s3 Del, Te 3 GA An 
Pa £ En, 
ANN Bb AL SET KE ta Tni PA LN TAS 
en Bas AMI 563 Gp OB Ganas ol Usi 
“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 
dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk 


dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang” '" 


Shahrur memberikan ulasan tentang fungsi pakaian menurut Islam berpijak 
pada redaksi teks ayat: Uad34 DE CA yan ol dial ah (yang demikain itu agar mereka 
lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu). Ayat tersebut oleh 
Shahrur dianalisis sedemikian rupa dari aspek kebahasaan, dan menghasilkan 
kesimpulan tentang fungsi pakaian seperti yang telah penulis jelaskan. Dengan 
demikian, maka langkah-langkah yang dilakukan Shahrur dalam menguak magasid 
al-shart'ah, khususnya tentang pakaian, tidak terlalu jauh berbeda dengan metode 


penelusuran magasid al-shart'ah yang dikemukan oleh tiga tokoh magasid: al- 
Ghazali, al-Shatibi dan al-Tufi. 
D. Magisid al-shart'ah Busana Muslimah 


Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan magasid al-shart'ah, bahwa pada 


dasarnya ajaran Islam,—tentu juga tentang busana muslimah—adalah dimaksudkan 


100 A/-Our'an Dan Terjemahnya, 678. 
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untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi 
kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam 
magisid al-shari'ah mencakup lima hal pokok (al-usil al-khamsah), yakni: 
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing 
dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat daririyydt (primer, pokok), 


hdjiyyat (sekunder, kebutuhan), dan tahsiniyydt (tersier, keindahan).'"' 


Sejauh penelusuran penulis dalam beberapa leteratur, belum didapati 
pembahasan magasid al-shari'ah busana buslimah yang sistematika pembahasannya 
mengikuti sistematika magisid al-shari'ah al-Ghazali dan al-Shatibi, khususnya 
dalam mengklasifikasikan maslahah pada tiga ranah dariiriyydt, hajiyyat, dan 
tahsiniyyat. Namun demikian, penjelasan tentang magasid al-shart'ah busana 
muslimah tersebut masih dapat dicarikan cantolannya dalam ranah perlindungan 
lima hal pokok (al-ushl al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut 


magasid al-shari'ah busana muslimah yang dipaparkan oleh para ulama: 


1) Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, baik hati perempuan yang 
bersangkutan maupun hati masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan berpakaian 
secara Islami, berarti telah menutup “sebagian” peluang syetan untuk membisikkan 
hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan dosa melalui pandangan. Tidak 
sedikit seseorang terjerumus dalam perbuatan zina berawal dari rasa penasaran 
menyaksikan penampilan pornografi maupun pornoakasi yang kemudian 
dilampiaskan dengan cara-cara yang amoral, seperti pemerkosaan dan hubungan 
suami istri di luar nikah. Perbuatan-perbuatan dosa tersebut tidak mungkin terjadi 


bila hatinya penuh dengan takwa kepada Allah yang dibentengi dengan berpakaian 


101Pembagian maslahah dengan tiga katagori: daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat dalam lima hal pokok 
tersebut adalah perspektif al-Ghazali dan al-Shatibi. Sedangkan bagi al-Tiifi, maslahah bersifat mutlak, tanpa 
batas. Kekuatannya berkisar pada katagori: rajih/gawiy dan arjah/agwa, dan mencakup masalahah 
dunyawiyyah dan maslahah ukhrawiyyah 
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secara Islami.'?? Berkaitan dengan tujuan ini, Allah menegaskan dalam Surah al- 


Ahzab ayat 53. 


2) Sebagai perisai dari gangguan orang-orang yang tidak bermoral.'? Tujuan 


ini dijelaskan oleh Allah Swt dalam surah al-Ahzab ayat 59.“ 


3) Sebagai simbol kelslaman dan memupuk rasa malu untuk melakukan hal- 
hal yang tercela. Pada dasarnya, fitrah manusia adalah merasa malu bila auratnya 
terbuka. Ini terlihat dari apa yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa ketika tergoda 
memakan buah terkarang di Surga yang mengakibatkan mereka harus “hengkang” 
dari Surga, dan auratnya terbuka. Ketika itu juga mereka menutupinya dengan 


daun-daun Surga. Allah berfirman dalam surah al-A'raf ayat 22: 
pa nge Ma ana SAN US Th Klas 


BEAN SIKSI Bhs aa an ge 

33. pa 

Irsa JAS LSI 
“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu 
daya.tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya 
aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun 
surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah aku telah 


melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: 
“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”' 


Jadi, fitrah manusia adalah malu bila auratnya terbuka. Perasaan malu itu 


akan hilang bila tidak dibina dengan membiasakan menutupinya. Begitu urgennya 


102 Periksa Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghf, Vol. 8, (Bairlit: Dar al-Fikr, t.th.), 31: Wahbah al- 
Zahayli, al-Tafsir al-Munir, Vol. 2,1 (Bairit : Dar al-Fikr, tt), 87: Ibn Taymiyyah, al-Tafsir al-Kabir, Vol. 5, 
(Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 360. Muhammad Fuad al-Barazi, Hijab al-Muslimah, 121-123. 


108 Fuad al-Barazi, Hijab al-Muslimah,126. 


104 Tarjamah ayatnya sebagai berikut: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 
dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang 
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Periksa, Al-Gur"an Dan Terjemahnya, 678. 


105 AI-Our'an Dan Terjemahnya, 233. 
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perasaan malu, Nabi menggolongkannya sebagian dari iman, al-haya min al-iman.' 
Perlu juga ditegaskan, pada intinya, yang dimaksud dengan penutup aurat dengan 
pakaian adalah menjaga kehormatan (secara subtansial), sebab banyak orang yang 


sudah berpakaian rapat, tetapi kehormatannya tidak terjaga. 


Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa magasid al-shart'ah busana muslimah 
bila dikaitkan dengan maslahah dalam bingkai al-usil al-khamsah (lima hal pokok: 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) adalah termasuk dalam upaya pemeliharaan 
keturunan (hifz al-nasl). Yusuf Hamid menyebutkan, bahwa perlindungan terhadap 


keturunan (hifz al-nasl) dalam Islam adalah dengan dua cara:'” 


Pertama, disyariatkannya perkawinan. Ia menegaskan, bahwa tujuan utama 
perkawinan adalah sebagai upaya perlindungan terhadap eksistensi keturunan yang 
sah, sementara tujuan-tujuan lainnya, seperti sebagai benteng dari godaan syaitan 


dan ketenangan dan kedamaian jiwa adalah tujuan yang bersifat pelengkap (tab11).'" 


Cara kedua dalam upaya perlindungan terhadap keturunan adalah dengan 
menolak sesuatu yang dapat mendatangkan berbagai mafsadah (daf'i a-mafasid). 
Langkah ini, riilnya adalah diharamkannya perbuatan zina. Dengan demikian, 
perlindungan terhadap keturunan yang bersifat darvriyydt (primer) adalah dengan 
diharamkannya zina, disamping disyari atkannya perkawinan. Sedangkan 
diharamkannya khalwah (dua orang lain jenis dan bukan mahramnya tinggal di 
tempat yang sepi), memandang perempuan bukan mahram, berpakaian yang tidak 
senonoh, dan menampakkan hiasan pada laki-laki yang bukan mahram adalah 


sebagai pelengkap (rabi wa mukammil) diharamkannya zina. '” 


106 Badr al-Din Al-'Ayni, Umdat al-Gari' : Sharh Sahih al-Bukhari, Vol. 1, (Bairit: Dar al-Fikr, t.th.). 
107 Yusuf Hamid al-'Alim, al-Magasid al-Amah, 399-408. 


108 Tujuan perkawinan yang bersifat tabi'i menurut Yusuf Hamid ada empat: 1. Sebagai benteng dari godaan 
syaitan (tahassun min al-shaitan): 2. Menundukkan kemauan untuk hubungan suami-istri (kasr al-tawgan): 
3.Menahan pandangan (ghadd al-basar): 4. Menjaga kemaluan (hifz al-farj). Periksa Ibid. 


109 Periksa Ibid., 445-463. 
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Dengan demikian, dapat ditegaskan di sini, bahwa maslahah busana muslimah 
bila ditinjau dari sudut pandang kekuatannya menduduki pada peringkat hijiydr 
(tersier, pelengkap) dari perlindungan terhadap keturunan." Sementara 
diharamkannya zina dan disyari'atkannya perkawinan adalah berada pada peringkat 
dariiriyyAtprimer). Karena sifatnya yang hdjiyat(sekunder), maka sebenarnya busana 
muslimah adalah bentuk kehatia-hatian (ihriyat) agar tidak terjerumus pada 
perbuatan zina. Sedangkan upaya perlindungan keturunan yang bersifat 
tahstniyyat tersier), adalah diharamkannya bagi perempuan keluar di jalan dengan 


menampakkan perhiasan.'"' 


Secara sederhana, bentuk perlindungan terhadap keturunan dalam bingkai 


maslahahdariiriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat adalah seperti bagan berikut: 


Bagan 4.2 
Maslahah dalam ranah hifz al-nasl (Perlindungan terhadap Keturunan) 


Daruriyy at (primer) : 
diharamkannya zina dan 
disy 


perkan 


Hajiyy at (sekunder): 
e Khalwah bi ak-ajnabiyyah 
e Melihat aurat orang lain 


Tahsiniyy at (tersier): 
Larangan menampakkan 
hiasan (zinah) 


M0 Periksa, Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh, (T.t.: Dar al-Fikr al-“Arabi, t.th.), 371. 
11 Ibid., 372. 
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Berbeda dengan uraian magisid al-shart'ah busana muslimah di atas, Guraish 
Shihab menyatakan bahwa pakaian, tanpa membedakan antara pakaian untuk pria 


dan wanita, mempunyai fungsi sebagaimana berikut:'' 


1) Sebagai penutup aurat, yakni hal-hal yang tidak wajar dilihat dan rawan 


terjadi “kecelakaan”. 


2) Sebagai hiasan bagi pemakainya. Dua fungsi pakaian tersebut didasarkan 
pada OS. Al-Arraf (7): 26: 


Pa Sa Pe. bw 3 2 ST Tes 
na pe 


“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 
untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan 
pakaian takwa.Itulah yang paling baik.yang demikian itu adalah sebahagian 
dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” 


3) Sebagai pelindung dari sengatan panas dan dingin serta sebagai benteng 
dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman. Fungsi pakaian tersebut seperti 


tersirat dalam OS. Al-Nahl (16):81 yang menyatakan: 


LI Jan EL UM 3 HI Ja V5 IL Es Li Jas 
HI la AE KI 3 NO ena 
O Ob 
“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia 
ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, 
dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas 
dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. 


Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu 
berserah diri (kepada-Nya). 


12 Ouraish Shihab, Jilbab, 50-52. 
118 Al-Our'an Dan Terjemahnya, 224. 
114 Ibid., 404. 
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4) Sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat atau 


profesinya."'? Fungis ini dapat dipahami dari OS. Al-Ahzab (33): 59. 


Menurut Ouraish, Agama Islam menghendaki semua fungsi tersebut dapat 
diperankan dalam pakaian, atau paling tidak fungsi yang terpenting, yaitu menutup 
aurat. Hanya saja pada realitasnya, lanjut Guraish, penekanan pada fungsi menutup 
aurat, menjebak sebagian umat Islam menomorduakan fungsi keindahan dan 


identitas. 


Mencermati fungsi pakaian yang disampaikan oleh Ouraish Shihab di atas, 
maka magasid al-shart ah pakaian, baik untuk laki-laki maupun wanita, lebih 
dominan perlindungan terhadap jiwa (hifzal-nafs) dari pada perlindungan terhadap 
keturunan (hifz al-nasl), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat darbriyydt 
(primer), melainkan berada pada peringkat hijiyydt (sekunder) atau tahsiniyydt 
(tersier).'" Berikut tabel fungsi pakaian menurut Ouraish Shihab dan kaitannya 


dengan magesid al-shari'ah: 


15 Husein Muhammad menyebutkan, bahwa perbedaan batas aurat wanita antara wanita merdeka dan wanita 
budak dalam pandangan ulama figh adalah merujuk pada status dan fungsi sosial perempuan pada saat itu, 
apakah dia seorang merdeka yang dalam konstruksi sosial masyarakat Islam saat itu adalah perempuan 
yang dianjurkan untuk tidak bekerja, selain dalam wilayah domistik, tidak keluar rumah, dan tidak 
banyakmenemui orang, ataukah dia seorang hamba yang memang dikonstruksikan untuk mengabdi, melayani, 
bekerja, dan berbuat segala sesuatu untuk kepentingan para tuannya. Dengan alasan-alasan di atas, lanjut 
Husein, bagi perempuan yang pertama harus lebih tertutup daripada perempuan yang kedua. Periksa, 
Husein Muhammad, Figh Perempuan, 82. 


116 Ibid., 53. Sejalan dengan Ouraish, Fadwa El Guindi, menyebutkan jenis-jenis tutup kepala sebagai indikator 
kondisi sosial seseorang dalam masyarakat dan status sosial. la menyebutkan, bahwa tutup kepala yang 
dipakai wanita Yaman, yang dikenal dengan sebutan lithmah, yaitu “kain tipis berwarna terang yang 
dikenakan di kepala dengan suatu cara yang membuatnya menutupi rambut dan dahi, sementara bagian 
bawahnya bisa ditarik ke atas dan ke bawah untuk dapat menampakkan muka atau menutupnya sampai 
tinggal matanya saja”. Jenis pakaian ini dipakai oleh gadis yang belum menikah sepanjang waktu dan oleh 
wanita yang telah menikah dalam rutinitas sehari-hari di rumah atau dalam kunjungan pagi informal.Selain 
itu, juga terdapat jenis pakaian yang bernama sitara.Pakaian jenis ini biasa dipakai oleh wanita dari status 
ekonomi rendah. Sementara wanita yang berstatus lebih tinggi memakai pakaian yang bernama syarsyaf, 
yakni “rok panjang berlipat-lipat yang dipakai di atas pakaian dan mantel yang menutupi kepala, bahu 
sampai pinggang, yang keduanya terbuat dari sutra. Periksa, Fadwa El Guindi, Jilbab, 167, 172-173. 


17 Peringkat hajiyat maslahah pakaian didasrkan pada pendapat Abu Zahrah. Periksa, Abu Zahrah, Usil al- 
Figh, 371. Sementara Peringkat maslahah tahsiniyyat dalam jilbab, secara tegas disampaikan oleh Nasaruddin 
Umar: “Jilbab dan semacamnya tetap merupakan ajaran Islam yang perlu diindahkan, setidaknya jilbab 
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Fungsi pakaian menurut Ouraish Shihab dan kaitannya dengan magisid al-shari'ah 


No. Fungsi Pakaian Aspek Maslahah Peringkat 
yang Dilindungi Maslahah 
Hifz al-din 
(perlindungan terhadap agama) 
Pena dalam pelaksanaan shalat. 
Hifz al-nafs Aan Ia 
: . Hajiyyat / 
(perlindungan terhadap jiwa) Tahsiniyvat 
di luar pelaksanaan shalat Kit 
2 | Sebagai hiasan 
3 | Sebagai pelindung dari Hifz al-nafs 
sengatan panas dan dingin 
serta sebagai benteng dari 
hal-hal yang dapat 
mengganggu ketentraman 
4 | Sebagai pembeda dalam sifat 
atau profesi 


Uraian tentang fungsi pakaian yang disampaikan oleh Ouraish Shihab di atas, 


dapat kita pahami bahwa maslahah yang ingin dilindungi adalah perlindungan 


akan eksistensi agama (hifz al-din) dan jiwa (hifz al-nafs) yang semuanya berada 


pada peringkat sekunder (hdjiyydt) atau tersier (tahsiniyyat). @uraish Shihab tidak 


secara tegas mengatakan bahwa keharusan menutup aurat adalah bagian dari upaya 


perlindungan eksistensi keturunan ()1z al-nasl), sebagaimana pendapat Yusuf Hamid 


dan Abu Zahrah. Menurut Ouraish, bahwa membiarkan aurat terbuka bisa 


menimbulkan “kecelakaan”. 


akan menjadi ajaran etika dan estetika (tahsiniyyat)”. Periksa, Nasaruddin Umar, Fikih Wanita untuk 
Semua, (Jakarta: Serambi, 2010), 28. Pendapat yang sama disampaikan oleh Nur al-Din al-Khadimiy, 
mantan Meteri Agama Tunisia. Periksa, Nur al-Di al-Khadimiy, al-ljtihad al-Magasidiy (Tunisia: Dar Ibn 
Hazm, 2010), 44. 
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Dengan demikian, dapat ditegaskan di sini, bahwa pembahasan tentang 
pakaian yang disampaikan oleh para ulama, baik pakaian untuk laki-laki maupun 
perempuan tidak dilihat dalam keseluruhan al-usil al-khamsah (lim hal pokok: 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) secara bersamaan. Perhatian ulama tentang 
fungsi pakaian lebih dominan berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya 
perbuatan zina, dan untuk memenuhi sebagian syarat sahnya shalat. Sementara 
kemaslahatan akal dan harta sama sekali tidak menjadi perhatian ulama, dalam 


kaitannya dengan masalah pakaian. 


Menurut Nasaruddin Umar, fenomena yang paling menonjol di Indonessia 
berkaitan dengan pemakaian jilbab adalah karena alasan kesehatan, trend, mode, 
privasi akibat akumulasi kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat. 
Bahkan salah satu penelitian menunjukkan, bahwa para pelacur di Nanggroe Aceh 


Darussalam (NAD) menyembunyikan identitasnya dengan memakai jilbab." 


Dengan uraian di atas dapat penulis kemukakan di sini, bahwa kemaslahatan 
yang terkandung dalam busana muslimah saling terkait antara satu maslahah dengan 
maslahah yang lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, fungsi pakaian perempuan 
adalah sebagai penutup aurat yang merupakan penyempurna (mukammil) larangan 
zina sebagai salah satu bentuk perlindungan kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl). 
Namun demikian, selain berfungsi sebagai penutup aurat untuk kepentingan hifz 
al-nasl tersebut, pakaian juga berfungsi sebagai penutup aurat dalam pelaksanaan 
shalat (hifz al-din), perlindungan dari ganggua alamiah dan sosial (hifz al-nasj), 
sebagai pembeda antara satu identitas dan profesi dengaan identitas dan profesi 


lainnya (bifz a-nap, hifz ak'agl dan hifs amal)" 


118 Juneman, Psykologi of Fashion, 5. 
19 Periksa, Ouraish Shihab, Jilbab, 50-52 
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Dengan demikian, maka konsep pakaian yang sejalan dengan magisid al- 
shart'ah (al-libis al-magasidi) adalah pakaian memenuhi fungsi utamanya, yakni 
sebagai penutup aurat untuk menghindari terjadinya perbuatan zina, dan 
memenuhi fungsi-fungsi yang lain yang ada kaitannya dengan agama, jiwa, akal, 
dan harta. Konsep al-libds al-magasidi ini meniscayakan terpenuhinya aspek 
kepatutan sebagai seorang muslimah, kenyamanan dalam dunia profesi, memiliki 
nilai estetika, dan yang terpenting adalah dapat menutupi aurat. Kalau dalam 
kondisi tertentu pakaian tersebut tidak dapat memenuhi keseluruhan fungsinya, 
maka skala prioritasnya adalah ketertutupan aurat untuk terhindar dari perbuatan 
zina, dan untuk keperluan melaksanakan shalat, kemudian kemaslahatan yang ada 
kaitannya dengan kemaslahatan jiwa, akal, dan kemaslahatan harta. Kaidah figh 


yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan al-libis al-magasidi adalah: 


Had ISI JS ailaaalh Yel JSI IS La 

“Sesuatu yang lebih banyak koneksitasnya dengan maslahah adalah lebih 

banyak keutamaannya”. 

Ukuran banyak atau sedikitnya koneksitas maslahah dalam kaidah di atas adalah 
mengacu kepada hal-hal berikut: pertama, terpenuhinya maslahah yang menjadi 
tujuan utama disyari'atkannya suatu hukum. Dalam masalah pakaian, tujuan 
utamanya adalah perlindungan akan kemaslahatan keturunan, yaitu dengan 
menutupi aurat, kedua, maslahah dalam kaitan dengan lima unsur pokok (al-usul 
al-khamsah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan tetap memperhatikan 
skala daririyyat(primer, pokok), hdjiyyat (skunder, kebutuan), dan tahsiniyyat (tersier, 
keindahan, kesempurnaan). AL-libis al-magesidi secara sederhana dapat dilihat dalam 


bagan berikut: 
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Bagan 4.3 
Interkoneksitas maslahah dalam Konsep al-Libis al-Magasidi 


Syarat sahnya shalat 
(Menutupi aurat & suci) 


per 
lindungan sesuai 
jiwa dari dengan 
gangguan Agama tuntutan 


profesi/dunia 
kerja (memenuhi 
aspek estetika & 
tradisi) 


alamiah & sosial (1) 
(memenuhi 
aspek 
keamanan, 
estetika, & al-libas 
tradisi) al-magasidi 
tidak - 


mengganggu akal 
fikiran (memenuhi 
aspek estetika & 
sopan) 


tidak 
membangkitkan 
nafsu birahi lawan 
jenis (menutupi aurat) 
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BAB V 
PENUTUP 


Berdasarkan rumusan masalah penelitian, paparan dan analisis data maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Cara kerja ijtihad magasidi dengan basis 
interkoneksitas maslahah adalah meniscayakan terpenuhinya hal-hal berikut: 1). 
Berpijak pada teks al-@Guran dan al-Sunnah dan hukum yang terkandung di 
dalamnya serta tujuan-tujuannya (al-nusis wa al-ahkam bi magasidiha): 2). 
Mengkombinasikan pesan-pesan yang bersifat universal dan umum dengan dalil- 
dalil yang bersifat khusus (aljam'u bayn al-kulliyat al- dmah wa al-adillah al-khassah), 
3). Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan secara mutlak (jalb al-masalih 
wa daru al-mafisid mutlagan): 4). Mempertimbangkan akibat hukum yang bisa 
terjadi di kemudian hari (itibdr al-ma alat). 5). Seluruh kemaslahatan yang menjadi 
pertimbangan hukum, mulai dari tahap pertama dari langkah-langkah ijtihad 
magasidi ini hingga langkah keempat harus mempertimbangkan keterkaitan antara 
satu maslahah dengan maslahah yang lain, atau yang penulis sebut sebagai inter- 


koneksitas maslahah (ittisdliyat al-masalih). 


Kedua, Implikasi ijtihad magisidi dengan basis interkoneksitas maslalahah 


(ittisaliyat al-masalih) terhadap busana muslimah adalah lahirnya konsep busana 


Dr. A. Halil Thahir, MHI. 


magasidi, yaitu busana yang dapat memenuhi fungsi utamanya, yaitu menutupi 
aurat, serta dapat mendukung kemaslahatan agama, jiwa, akal, dan harta secara 


bersamaan. 


Hasil temuan penelitian ini dengan segala keterbatasannya, kiranya dapat 
dijadikan pertimbangan oleh siapa saja yang memiliki kepedulian dengan masalah 
penggalian hukum Islam agar produk hukum yang dihasilkan tetap bercita-rasakan 
kemaslahatan seperti yang menjadi cita-cita Islam itu sendiri. Setelah penelitian 
ini, penulis berharap akan lahir konsep ijtihad magasidi lainnya, yang tentu akan 


melahirkan hukum-hukum Islam magisidi pula. Semoga. 
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Pemikiran Muhammad Arkour”, Jurnal Al-Adalah STAIn Jember, (2) “Menggugat 
Konsep Ikhtiyat dalam Padah Shalat dhuhr t Bad al-Jum'ah”, Jurnal Empirisma 
STAIN Kediri, (3) “Rekonstruksi Dalil-Dalil Hukum Para Imam Madzhab: 


Ijtihad Magasidi 


Menimbang Maslahah Sebagai Dalil Hukum Terdepan”, Jurnal Empirisma STAIN 
Kediri: (4) “Dari Nalar Literalis-Normatif Menuju Nalar Kontekstualis-Historis 
dalam Studi Islam”, Islamica: jurnal Studi Keislaman (Terakreditasi) PPs IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. 


Saat ini, penulis bersama istri, Nana Najibah, S. Pd, dan empat putra-putrinya, 
M. Imdad Ilhami, A. Hadzig Madani, M. Althaf Syamkhitsa, dan Marmara Kanza 
Syarifa tinggal di desa Randusongo RT. 02 RW. 03 Kecamatan Gerih Kabupaten 
Ngawi. 
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Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah 


Terobosan konsep al-Shatibi tentang magasid al-shari'ah ternyata 
masih menyisakan keterbatasan dalam kajian hukum Islam, di mana 
kajian hukum hanya dalam ranah al-kulliyat al-khams. Oleh karena 
itu, kajian hukum Islam yang berbasis interkoneksitas maslahah 
(ittisaliyyat al-masalih), dalam lingkup al-kulliyat al-khams, adalah 
kebutuhan yang mendesak agar hukum Islam menjadi kaya 
perspektif maslahah. 


Fokus utama buku ini adalah cara kerja ijtihad magasidi dengan 
basis interkoneksitas maslahah dan implikasi ijtihad magasidi 
dengan basis interkoneksitas maslahah terhadap konsep busana 
perempuan. 
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